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ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperjelas
pemahaman dengan mengkaji perlindungan paten atas program komputer
yang berhubungan dengan invensi di Indonesia dan akibat hukum dari
perlindungannya dengan rumusan masalah bagaimanakah perlindungan
paten atas program komputer yang berhubungan dengan invensi di Indonesia
dan akibat hukum dari perlindungan tersebut. Penelitian ini termasuk tipologi
penilitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penclitian kualitatif
didukung dengan pendckatan perundang-undangan (statue-approach) dan
perbandingan (comparative approach). Swunber data yang digunakan yaitu
data sekunder dengan objek penelitian  Perlindungan Paten dan Program
Komputer yang berhubungan dengan Invensi. Data yang telah terkumpul
dianalisis secara diskriptif  kualitatif. Artinya data vang disajikan secara
diskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga menghasilkan
kesimpulan penelitian yaitu Perlindungan Paten atas Program Komputer
yang berhubungan dengan Invensi di Indonesia belum sccara jelas diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, namun Petunjuk
Teknis Pemeriksaan Subtantif Paten dan Petunjuk Pelaksanaan Direktorat
Jendral Hak Kekayvaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI telah
menyebutkan bahwa jika suatu program komputer berupa produk atau alat
dikombinasikan dengan perangkat keras dan menghasilkan kontribusi teknis
dibandingkan prior art, kemudian dapat berfungsi sebagai pemecah masalah
dalam bidang teknologi maka program komputer yang demikian dapat
dianggap sebagai invensi. Sedangkan ketentuan harus adanya kombinasi ini
tidal sesuai dengan keadaan jenis invensi (subject matter) untuk invensi
terkait-program komputer di Jepang dan Amerika Serikat. Jika hal ini tetap
dipertahankan, maka hanya kombinasi program komputer dan perangkat
keras saja yang dapat diberi paten di Indonesia. Akibat hukum dari
perlindungan tersebut adalah pemegang paten diberikan hak eksklusif untuk
melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan,
menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan
produk yang diberi Paten selama jangka waktu 20 tahun sejak mendapatkan
Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan
paten dan pemegang paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya
pemeliharaan dan melaksanakan invensinya tersebut di Indonesia untuk
menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan
lapangan kerja maka perlu aturan yang dimuat dalam Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai payung hukum diberikannya
perlindungan terhadap Paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invensi di Indonesia dan sangat mendesak untuk mengamandemen
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtantif Paten yang ada sekarang. Sehingga
penanganan dan penilaian Paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invensi dapat terstandarisasi.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar di
dalam perkembangan suatu negara, khususnya dalam menghadapi fase di
mana menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang
lain dengan mudah di semua aspek kehidupan seperti budaya, hukum,
ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan atau yang biasa disebut
masuk era-globalisasi seperti sekarang ini." Sebagai bangsa yang berkembang
tentu banyak agenda pembangunan ke depan khususnya di bidang inovasi
teknologi guna mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat,
sehingga membutuhkan peran semua pthak khususnya pemerintah agar
mengayomi, memberdayakan dan melindungi keunggulan-keunggulan produk
teknologi informasi dalam negeri.

Seperti diketahui di Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima
besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak kekayaan
intelektual (HKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar.
Misalnya untuk produk program komputer (soffware) berdasarkan data
International Data Corporation (IDC), yaitu perusahaan konsultan dan
intelejen pasar global dengan 700 analis di sekitar 50 negara, potensi

penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun. Sebetulnya,

' Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hulkum dan Globalisasi, Cetakan Pertama
(Yogyakarta: Genta Press, 2007) , hlm. 131.



langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik
pembajakan masih tetap saja dilakukan. Mereka terus berusaha mencari celah
untuk dapat memperdagangkan produk produk ilegal tersebut demi meraup
keuntungan tanpa harus susah payah membuat sendin program komputer.”
Padahal program komputer telah diakui sebagai aset yang sangat bernilat bagi
perusahaan atau individu yang menmilikinya.’

Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu
jenis benda/property seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya,
pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan
atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Dari sudut
pandang terscbut, dikembangkanlah suatu kaidah hukum vyang dapat
mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan
bagt teknologi baru yang tercipta selama waktu tertentu, dengan memberikan
hak eksklusif bagi pencipta atau pemiliknya’, seperti memberikan
perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang terdiri dari Hak
Cipta (Copy Rights and Related Rights) dan Hak Kekayaan Industr

(Industrial Property).®

* http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72I-inilah-hukum-
tentang-hak-cipta-dalam-islam, Akses | Desember 2013.

3 . R
Afifah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Menurut Hukum Hak

Kekayaan Intelekiual”, dalam http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.

* Ibid.

> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
Cetakatan Pertama (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), him. 150.

S Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, Cetakan
Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2013), him. 03.



Perlindungan hukum di bidang program komputer pada umumnya
diberikan oleh sistem Hak Cipta. Namun demikian, perlindungan hukum yang
disediakan oleh sistem Hak Cipta seringkali dianggap tidak memberikan
perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta
tidak dapat menjangkau krcasi independen yang mirip atau bahkan sama
dengan ide-ide yang terkandung dalam suatu program komuter. Demikian
juga, hukum hak cipta tidak melindungi pemilik program komputer dari
perbuatan meniru operasional yang sama dari suatu program komputer.7

Perlindungan hukum selain hak cipta adalah dengan menggunakan
sistem perlindungan paten. Hak paten memberikan perlindungan yang lebih
kuat kepada pencipta program komputer dibandingkan hak cipta. Tidak sepert:
hak cipta yang tidak dapat melarang pembuatan program komputer yang
identik asalkan dibuat secara independen/mandiri, paten dapat melarang hal
tersebut. Setiap orang yang membuat, menggunakan, atau menjual suatu
program komputer yang sama dengan program komputer yang sudah
dipatenkan dapat dikenakan tuduhan pelanggaran hak paten walaupun dia
menciptakan program komputernya secara mandiri tanpa menjiplak program

komputer yang sudah dipatenkan tersebut.®

7 RJ. Hart, “The Case for Patent Protection for Computer Program-Related
Invention”, Dikutip dari Robinson Sinaga, “Sofware Related Inventions (Paten Untuk Invensi
Terkait Program Komputer) Perbandingan Jepang, Amerika Serikat Dan Indonesia”, dalam
Media Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Edisi No. 6 Vol. V11, (Desember 2010), him.
09.

¥ Afifah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Memuwrut Hukum Hak
Kekayaan Intelektual”, dalam hitp://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.



Perlindungan paten di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian-
perjanjian internasional yang telah diratifikasi, seperti misalnya Konvensi
Paris, Traktat Kerja Sama Paten (Patent Cooperation Treaty), serta perjanjian
mengenai  berdirinya organisasi perdagangan dunia WTO (Agreement
Establishing The Word Trade Organization) yang kemudian melahirkan
persetujuan TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Righ fs).()

Pasca ratifikasi persetujuan TRIPs, sistem perlindungan paten
mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma maupun
subtansinya. Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dan perjanjian
internasional.'® Pengaruh persetujuan TRIPs misal ada dalam pengaturan jenis
invensi (subject matter) yang dapat dipatenkan maupun yang tidak dapat
dipatenkan.'' Hal tersebut diformulasikan pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten) mengatur, bahwa
invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk
atau proses afau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.'”
Invensi tersebut harus memenuhi persyaratan patentabilitas berupa; unsur

kebaruan (novelty), bisa dipraktikkan dalam industri (industrial aplicability),

? Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., hlm. 14.

' Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelekiual Indonesia, Cetakan
Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2011), him. O1.

" Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 15.

"* Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan intelekiual),
loc. cit. :



mempunyai langkah inventif (inventive step), dan memenuhi syarat formal.”
Selain itu suatu invensi juga harus tidak termasuk dalam invensi yang tidak
dapat diberi paten, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Paten."

Menurut Robinson Sinaga sebagal pemeriksa paten pada Direktorat
Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI! dalam
artikelnya mengatakan bahwa:

Mengingat Pasal 7 UU Paten tidak menyinggung program komputer,
invensi terkait-program komputer bukan termasuk yang tidak dapat
diberi paten, maka perlindungan hukum melafui sistem paten juga
dapat diberikan terhadap invensi terkait-program komputer asalkan
invensi tersebut mengandung kegiatan pemecahan masalah vang
spesifik di bidang teknologi.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya beberapa invensi terkait-
program komputer yang telah diberikan paten oleh Direktorat Jendral Hak
Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI yaitu invensi nomor ID 0
021 842 dengan judul “Jembatan Tipe™ pemohonnya Microsoft Corporation
dan ID 0O 025 791 dengan Judul “Peralatan dan Metode untuk Mendeteksi
Radiasi atau Pelindung Radiasi di dalam Kontainer Pelayaran” pemohonnya
Vertainer Corporation.'®

Perlindungan paten atas program komputer yang behubungan dengan

invensi di beberapa negara masih menjadi perdebatan, tetapi di Jepang dan

Amerika Serikat, paten atas program komputer yang behubungan dengan

I3 Endang Purwaningsing, Pekembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian
Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten,
Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), him. 27.

" Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelekiual),
op. cit,, hlm. 155-156.

> Robinson Sinaga, loc. cit.

' http://paten-indonesia.dgip.go.id/viewdata/P20000275, Akses 31 Oktober 2013.



invensi telah dianggap sebagai jenis invensi (subject matter) yang dapat diberi
paten. Di jepang, paten atas program komputer yang behubungan dengan
invens: ni didasarkan pada petunjuk teknis pemeriksaan paten yang telah
disediakan oleh kantor patennya yaitu Japan Patent office (JPO). Sementara di
Amerika Serikat, paten atas program komputer yang behubungan dengan
invensi mulai diakui setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dalam kasus Diamond v. Dichr.'’ Sebagai tindak lanjut dari
putusan pengadilan tersebut, kantor paten dan merek Amerika Serikat/United
States Patent and Trademark Office (USPTO) mengeluarkan suatu petunjuk
teknis yang dimaksudkan untuk penanganan paten atas program komputer
yang behubungan dengan invensi.'®

Namun di Indonesia, UU Paten tidak secara jelas mengatur apakah
paten atas program komputer yang behubungan dengan invensi dapat
dianggap subject matier yang dapat diberi paten.'® Sebaliknya petunjuk teknis
pemeriksaan subtantif paten Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
(DJHKI)zo telah menyebutkan bahwa jika suatu program komputer
dikombinasikan dengan perangkat keras dan menghasilkan kontribusi teknis
dibandingkan dengan prior art, program komputer yang demikian dapat
dianggap sebagai invensi. Dari inkonsiten dan ketidak jelasan mengenai
pengaturan terhadap program komputer tersebut, yang membuat penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum hak kekayaan

'" Robinson Sinaga, loc. cit.

'S Ibid., him. 10

" Ibid.

% Abdulkadir Muhamad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,
Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007),, hlm 178.



intelektual khususnya hak paten dengan judul “Perlindungan Paten atas

Program Komputer yang Berhubungan dengan Invensi di Indonesia”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan
diteliti antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perlindungan paten atas program

komputer yang berhubungan dengan invensi di Indonesia?

. Tujuan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan
memperjelas pemahaman dengan:
1. Mengkaji perlindungan paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invensi di Indonesia.
2. Mengkaji akibat hukum dari perlindungan paten atas program komputer

yang berhubungan dengan invensi di Indonesia.

. Kerangka Teori
Perlindungan paten khususnya terhadap program komputer yang
berhubungan dengan invensi di Indonesia menjadi pembahasan dalam

penelitian ini karena: Pertama, pembangunan hukum di Indonesia pada saat



sekarang memerlukan arah dan masukan yang memben nilai tambah, yang
sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang
tertib, teratur dan berkeadilan, disamping melindungi hak-hak asasi manusia.
Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk
meningkatkan akselerast reformasi hukum, yang mencakup 4 (empat) aspek
yakni legislasi, sumberdaya manusia, kelembagaan dan insfrastruktur serta
budaya hukum.”' Kedua, konsckuensi Indonesia turut serta sebagai anggota
WTO (Word Trade Organization), Indonesia diwajibkan menyesuaikan segala
peraturan perundangannya di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dengan
standar persetujuan TRIPs (7rade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights) mempunyai dampak yang sangat penting terhadap penyusunan
peraturan perundang-undangan nasional tentang Hak Kekayaan Intelektual
(HKI).* Ketiga, pada hakikatnya perlindungan paten diberikan oleh negara
adalah sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan, karena
penemuari bernilai ekonomis, dapat memacu perkembangan teknologi dan
sekaligus mendorong terjadinya inovasi.”

Mengacu alasan tersebut diatas pendekatan dengan teori ultilitarian
dari penelitian ini akan menjadi pisau analisis bahwa pada hakikatnya hukum
dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagaian besar masyarakat. Teori
ultilitarianisme Bentham tentang hukum, menyatakan bahwa the ultimate end

legislation is the greates happiness of the greatest number.™*

*' Endang Sutrisno, op. cit., him. 104.

ii Agus Sarjono, op. cit., him. 01,

- Endang Purwaningsing, op. cit., him. 48.

* Jeremy Bentham, Legal Theory, Dikutip dari Agus Sarjono, op. cit., him. 32-33.



Menurut Agus Sarjono menelaah pernyataan Bentham tersebut, untuk

mengukur keobjektifan manfaat dari perlindungan hukum adalah jika hukum

yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan kesejahteraan bagi

; 25
sebagian terbesar warga masyarakatnya.

Teori ultilitarian oleh para pendukung rezim HKI dikembangkan

menjadi reward theory. Teori ini mendalilkan bahwa apabila individu-individu

yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan

merangsang individu-individu lainnya untuk berkreasi. Pada gilirannya,

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan semakin meningkat

pula.?®

Sedangkan Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa:*’

Menurut doktrin yang berlaku dalam masyarakat, Hak Kekayaan
Intelektual adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber
dari intelektual seseorang. Setiap harta kekayaan termasuk juga Hak
Kekayaan Intelektual pasti ada pemiliknya yang sah sehingga perlu
dilindungi. Setiap orang wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual
orang lain. Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh digunakan oleh
orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali ditentukan lain oleh
kebiasaan yang berlaku. Agar doktrin perlindungan hukum Hak
Kekayaan Intelektual itu berlaku efektif, hukum nasional menyerapnya
menjadi ketentuan undang-undang (vule of law) yang berlaku dan
mengikat bagi setiap orang. Ketentuan undang-undang (rule of law)
mewajibkan pemilik Hak Kekayaan Intelektual untuk mendafiarkan
haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat.

Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu vyang

ditentukan dalam sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi

Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Apabila orang lain menikmati

memantaatkan ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual orang lain, dia wajb

> Ihid.,
* Ibid.,
*7 Abdulkadir Muhamad, op. cit., him. 153-154.
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memperoleh 1zin tertulis dari pemiliknya, atau dengan memalsukan, atau
meniru, atau mengambil Hak Kekayaan Intelektual orang lain, hal itu
merupakan bentuk perbuatan tercela yang digolongkan sebagai perbuatan
melanggar hukum (illegal action).”®

Kini perlindungan hukum merupakan upaya preventif yang diatur oleh
undang-undang untuk mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, upaya
preventit menjadi upaya represif, yang berarti pelanggaran hak orang lain itu
harus diproses secara hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, dia akan
dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang Hak
Kekayaan Intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang Hak
Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman
hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana atau secara
administrtif.?’

Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (intellectual
property rights) yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri
(Industrial Property Right).”® Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14
tahun 2001 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk

8 1bid.

* Ibid.

 H. OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekavaan Intelektual (Intellectual Property
Rights), Cetakan ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) him. 223.
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selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 1nvensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”'

Suatu mvenst adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesitik di bidang teknologi dapat berupa
produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses.

Perlindungan paten yang berhubungan dengan penemuan baru program
komputer di Indonesia tidak terlepas dari cakupan disiplin ilmu hukum tentang
Hak Kekayaan Intelektual.*> Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik
Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata
“Hak milik intelektual™ Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi hak milik intelektual, yang saat ini lebih dikenal dengan
Hak atas Kekayaan Intelektual.”> Sedangkan Achmad Zen Umar Purba dalam
kutipannya menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan
Menteri  Negara Pendayaan Aparatur Negara dalam surat no.
24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “atas”) telah resm

dipakai dengan singkatan HKIL*

*' Endang Purwaningsing, op. cit., him 26.

2 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Eva Global sebuah Kajian
Kontemporer, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha limu, 2010), him. 08.

3 Mahadi, Hak Milik Immateril, Dikutip dari H. OK Saidin, op. cit., hlm. 09

3 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cetakan
Pertama (Bandung: PT Alumni, 2005), him. 01.
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Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

tentang Paten, menyebutkan ada beberapa istilah yang sering dipergunakan

yaitu:®

Inventor : seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang
secara bersama-sama menjalankan ide yang dituangkan ke dalam
kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan paten.

Permohonan : permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat
Jenderal

Pemeriksa : secorang yang karena keahliannya diangkat dengan
Keputusan Menteri sebagai jabatan fungsional Pemeriksa Paten dan
ditugasi untuk melakukan pemeriksa subtantif terhadap pemohon.
Direktorat Jendral : Dircktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri.
Tanggal penerimaan : tanggal penerimaan permohonan yang telah
memenuhi persyaratan administratif.

Hak Prioritas : hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convection for the
protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the
World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa
tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di
negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu
selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan Paris Convection tersebut.

Lisensi : izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu tertentu dan syarat tertentu.

Hari : hari kerja.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikaji unsur penting paten, yakni

hak paten adalah hak yang diberikan negara untuk melaksanakan penemuan

dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan paten; suatu penemuan harus

memen

uhi persyaratan subtantif tertentu yaitu: *° Kebaruan (novelty), Dapat

Pertama

* Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual), Cetakatan
(Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), him. 150.
* Endang Purwaningsing, loc. cit.
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diterapkan dalam industri (industrial aplicability), Mempunyai langkah
inventif (inventive step), Memenuhi syarat formal.

D1 samping ketentuan mengenai invensi yang dapat diberi paten yang
diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten, suatu invensi juga harus tidak
termasuk dalam invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, berupa:37 1)
Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas
agama, ketertiban umum atau kesusilaan. 2) Metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau
hewan. 3) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau;
4) Semua makhluk hidup kecuali jasad renik; proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecual proses non-biologis atau
proses mikrobiologis.

Mengingat Pasal 7 UU Paten tidak menyinggung program komputer,
dan program komputer adalah hasil pemikiran intelektual dari pembuat
program yang diakui sebagai suatu karya cipta dan patut dilindungi
inovasinya.*® Program komputer tersebut berupa serangkaian kode-kode
numerik (0 dan 1), yang berada di dalam memori komputer untuk

memberitahukan komputer pekerjaan apa yang harus diselesaikan®® dan untuk

*7 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., him. 155-156.

3® Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi), Cetakan
Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 288.

¥ [bid., him. 81.
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mengatur microprocessor” agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang
dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang
diinginkan.”’

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 UU Paten, program
komputer yang berhubungan dengan invensi dapat termasuk invensi yang
dapat diberi paten asalkan invensi tersebut mengandung kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik didalam teknologi. Sayangnya, penjelasan mengenai
pengertian “pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi” tidak
ditemukan undang-undang paten. Demikian juga, pasal-pasal yang terkandung
dalam UU Paten tidak satupun yang menycbut atau menyinggung secara
spesifik mengenai program komputer. Berbeda dengan UU Paten, Petunjuk
Teknis Pemeriksaan Subtantif Paten (selanjutnya disebut Petunjuk Teknis)
telah menyinggung atau menyebut “Program Komputer”."> Karena untuk
menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan paten olch Direktorat
Jendral perlu tahapan berupa pemeriksaan paten, adapun hal-hal dan langkah-
langkah pemeriksaan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
paten, sedang pelaksanaannya dilakukan oleh DJHKI.*

Pasal 11 Undang-Undang Paten Indonesia menyebutkan bahwa yang

dianggap sebagai inventor adalah orang atau beberapa orang yang untuk

* Microprocessor disebut juga frimware atau dalam praktek lebih dikenal dengan
istilah BIOS (Basic Input Output System) membuat program Power on Self Test (POST) yang
akan memeriksa terlebih dahulu kesiapan dari semua komponen-komponen penting dalam
komputer, seperti antara lain; monitor, keybord, RAM dsb.

" Ibid., him. 288.

** Robinson Sinaga, op. cit., him. 9

* Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prateknya di
Indonesia, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) him. 139.
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pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Pasal 13
menetapkan bahwa barang siapa telah menjalankan sebuah invensi pada saat
invensi serupa dimintakan paten oleh pihak lain, orang tersebut tetap dapat
menjalankan invensi sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian
diberi paten. Pasal 15 ayat (1) menetapkan bahwa pihak yang melaksanakan
suatu invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengajukan
permohonan ke kantor DJHKI untuk diakui sebagai “pemakai terdahulu”
sehingga dapat tetap menjalankan invensinya tanpa melanggar invensi yang
telah diberikan.

Paten biasa berlaku selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan paten. Jangka waktu tersebut sesuai dengan tuntutan perjanjian
TRIP’s. sedangkan Paten Sederhana jangka waktu perlindungan patennya
adalah sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.**

Untuk menjamin kelangsungan Paten itu dari tahun ke tahun,
pemegang Paten harus membayar biaya pemeliharaan. Pasal 115 menetapkan
bahwa Paten dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban membayar biaya
tahunan tidak dipenuhi selama tiga tahun berturut-berturut.*’

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Misal
saja dalam hal paten produk yaitu alat, mesin, komposisi, formula, product by
process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus,

komposisi obat dan tinta, dilarang tanpa persetujuan membuat, menggunakan,

* Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit, hlm. 156-157., Pasal 8 ayat (1) dan 9 UU Paten.
 Ibid., hlm. 213
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menjual, mengimpor, menyewa dan menyerahkan. atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Sedangkan
dalam hal paten proses yaitu proses, metode atau penggunaan. Contohnya

® juga dilarang tanpa

proses membuat tinta dan proses membuat tisu,’
persetujuan pemegang paten menggunakan proses produksi yang diberi paten
untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Paten tersebut, pemegang paten wajib
membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia.*’

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk
membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten yang berdasarkan
Undang-Undang in1, pemegang paten proses yang bersangkutan berhak atas
dasar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan upaya hukum terhadap
produk yang diimpor apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan
menggunakan proses yang dilindungi paten.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 beserta dengan
Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diartikan bahwa pemegang paten memiliki hak
untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang
dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan
menggunakan proses yang dilindungi Paten.

Secara filosofis bahwa tingkat ketaatan orang terhadap hukum akan

sangat berkaitan dengan tingkat kemanfaatan yang diperoleh. Semakin taat

orang terhadap hukum dapat dipastikan karena dengan 1a taat maka dia tidak

* id., him. 161-162
7 Ibid,
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merasa dirugikan. Sehingga dalam penelitian int penulis juga mencoba
mengaitkan pokok permasalahan dengan teori kepentingan, melihat masih
rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap pendaftaran
paten atas invensi terkait-program komputer khususnya atau terdapat kendala
lain.

Teori Kepentingan (Lxpectancy-Value Theory) adalah salah satu teori
tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh
pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunanya. Teor: 11 mengemukakan
bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai
yang mereka anut dan cvaluasi mereka tentang media tersebut.*®

Hal tersebut akan terlihat dampaknya secara langsung setiap pemegang
hak paten dengan ia memanfaatkan pendaftaran invensinya sebagai media
perlindungan hukumnya. Sehingga setiap pemegang paten ingin mendaftarkan
invensinya karena ia mempunyai kepentingan yakni tidak ingin dirugikan
sewaktu-waktu jika terjadi perselisihan dan demikian juga sebaliknya orang
tidak mendaftarkan hasil invensinya karena merasa tidak diuntungkan.

Dengan mecermati terhadap undéng-undang tentang paten, apabila
suatu teknologi telah dilindungi paten, hal yang sangat mendasar untuk
diperhatikan adalah mengecek apakah paten atas teknologi tersebut masih
berlaku di negara atau regional di mana paten tersebut mendapat perlindungan.
Bahwa paten yang tidak lagi berlaku karena telah habis jangka waktu

perlindungannya (maksimum 20 tahun) atau karena tidak membayar biaya

* http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kepentingan, akses tanggal 2 maret 2012
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pemeliharaan, atau mungkin sudah dibataikan melalut pengadilan. Sehingga
mungkin saja suatu paten yang telah mendapat perlindungan pada negara
tertentu atau di regional tertentu, tidak memiliki validitas disuatu negara atau
regional yang diinginkan penerima lisensi.*’

Meskipun demikian instrumen hukum yang mengatur tentang hak
paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, masih mendapat
kejanggalan dan kekurangjelasan baik dan matéri maupun pesan moril yang
diusung karena menurut penulis pasal-pasal yang terkandung dalam UU Paten
tidak satupun menyebut atau menyinggung secara spesifik misalnya saja
mengenai paten atas program komputer. Untuk masa depan kepentingan
bangsa dalam menghadapi era-globalisasi khususnya dibidang teknologi
seyogyanya Indonesia sebagai negara berkembang telah merumuskan kembali

aturan-aturan yang lebih rinci khususnya terkait pengaturan tentang paten

teknologi.

. Definisi Operasional

Program komputer yang berhubungan dengan invensi adalah suatu
intruksi-intruksi yang berupa kode-kode numertk (0 dan 1), yang berada di
dalam memori komputer untuk memberitahukan komputer pekerjaan apa yang
harus diselesaikan.” Yang berhubungan dengan ide Inventor yang dituangkan

ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bida’ng teknologi

¥ WIPO, Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Tekniologi, Dirjen HKI, tangerang,
2011, him. 26.

% Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi), Cetakan
Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), op. cit.,hlm. 81.
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dapat berupa produk atau proses. atau penyempurnaan dan pengembangan

produk atau proses.”’

. Metode Penelitian

Objek Penelitian

a. Perlindungan Paten

b. Program komputer yang berhubungan dengan invenst.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder, berupa 3 (tiga) bahan hukum:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang tedir1 dari aturan hukum
dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.7 Tahun
1994 tentang Agreement Establishing the Word Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagéngan Dunia), Keputusan
Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the
protection of Industrial Property, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991
tentang Tata Cara Permintaan Paten, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun
1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten, Keputusan Menkeh No. M.02-
HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten,

Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan,

> UU Paten Pasal 1., Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan
Intelektual), loc. cit.
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Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten, Keputusan
Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan
Permintaan Paten, Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991
tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten, Keputusan
Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun [996 tentang Sekretariat Komisi
Banding Paten, Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991
tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten, dan Petunjuk
Teknis dan Pelaksanaan Pemeriksaan Subtantif Paten Ditjen HKI, serta
instrumen hukum intenasional seperti: Konvensi Paris (Paris Convention),
Traktat Kerja Sama Paten/PCT (Patent Corporation treaty) dan
Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights) tahun 1994, bahan hukum yang ada dianalisis untuk
melihat perlindungan paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invensi di Indonesia, sehingga dapat membantu sebagai dasar
acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan
perundang-undangan paten secara tepat.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku
teks, jurnal-jurnal asing pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta
simposium yang dilakukan para pakar terhadap pembahasan tentang
perlindungan paten program komputer yang berhubungan dengan invensi
di Indonesia.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
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kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, bahan dari internet.
ensklopedia dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang ada dalam penelitian adalah data sckunder berupa
bahan hukum, Imaka pengumpulan data yang digunakan melalur studi
kepustakaan.
Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan
Pendekatan perundang-undangan (sfatue-approach) dan perbandingan
(comparative approach).”* Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk
meneliti aturan-aturan yang penormaannya sesuai dengan perlindungan paten.
Sedangkan, pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana
negara lain mengatur perlindungan paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi di Indonesia. Masukan dari bahan negara lain
akan menjadi bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin
berbeda dalam penormaan, jika pemerintah belum mengatur secara jelas
tetang perlindungan paten tersebut.
Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara diskriptif kualitatif.
Artinya data yang disajikan secara diskriptif kemudian dianalisis secara

kualitatif.

3 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan
Keempat (Malang: Bayumedia Publising, 2011), him. 391.
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TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAH HUKUM HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL TERHADAP PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA

A. Definisi dan Sejarah

1.

Definisi

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah
terjemahan resmi dari /nrellectual Property Rights. Berdasarkan subtansinya,
HKI berhubungan dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya yang
lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun subtansinya jelas, mencari
definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensit dan mencakup
semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum
menemu kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang-
cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu
difokuskan pada cabang-cabang HKI dar pada perumusan sesuatu yang dapat
dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HK1.'

WIPO (Word Intellectual Property Organization), sebuah organisasi
internasional dibawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan
HKI1 sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi:
invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan

di dalam perdagangan”.® Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang

" Tomy Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Cetakan
Pertama, (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), hlm. 01.
* Ibid. Him. 1-2
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paling nyata bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang
ilmu yang melingkupinya.

Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan
Andrew Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak vang
diberikan oleh hukwm untuk melindungi investasi ckonomi dari usaha-usaha
yang kreatif”. Detinisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh
United Nation Conference on Trade and Development-International Centre
for Trade and Sustainable Develoment (UNCTAD-ICTSD). Menurut tembaga
tersebut, HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi
oleh hukum” > Sedangkan Dirjen HKI mendefinisikan HKI sebagai “hak yang
timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu prodik atau proses
yang berguna untuk manusia”.*

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan
tiga elemen penting berikut ini:

a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada
kemampuan intelektual;

c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan nsentif yang
sesual bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui insentit tersebut, orang-
orang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar

dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem

* Ibid.
* Ibid.
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HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan
menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut
tanpa yjin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi
yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi
produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari
dimaksukkannya HK1 ke dalam sistem perdagangan internasional.
Sejarah

Sejarah HKI1 tidak dapat dilepaskan dari cabang utama HKI yaitu
Merek, Paten, dan Hak Cipta. Merek yang dikenal selama ini sebenarnya
melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya
dengan usia perdagangan itu sendiri. Dimasa lampau, untuk membedakan
produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari
pedagang yang lain, digunakan kata atau simbol dengan maksud sebagai tanda
pembeda. Di China, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani dan tempat-tempat
lainnya, tanda-tanda berupa nama dari pengrajin sudah digunakan sebagai
merek sejak 4000 tahun yang lalu.’ Di Inggris, bahkan di Australia, pengertian
merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan
produk di dalamnya.’

Embrio kelahiran paten dapat ditelusuri pada awal tahun 1300-an
ketika sistem paten pertama kali diperkenalkan melalui the Venice Law, di

[talia. Pada saat itu, hukum tersebut digunakan sebagai dasar pemberian hak

> Ibid., hlm. 03

® Endang Purwaningsing, Pekembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian
Hulkum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektnal dan Kajian Komperatif Hukum Paten,
Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), him. 07.
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istimewa pertama kepada ahli teknik dari jerman di tahun 1323, Namun paten
diberikan pada saat itu tidak difokuskan pada aplikasi ide-ide baru tetapi
difokuskan kepada kontruksi model.’

Dari prespektif hak eksklusif yang diberikan pada inventor, dapat
disimpulkan bahwa the venetian patent act dianggap sebagai hukum paten
yang pertama. UU tersebut memperkenalkan hak eksklusif pertama untuk
jangka waktu yang terbatas sebagai sebuah kebijakan ekonomi kepada para
mventor yang tinggal di Venice pada tahun 1474. Melalui statuto Mineraria
tahun 1488, hak monopoli diberikan kepada para inventor untuk
mengembangkan industri—industﬁ lokal. Hal yang paling menarik dari
perkembangan awal sistem paten tersebut adalah alasan dan tujuan pemberian
paten kepada para inventor yang tidak selalu ditujukan untuk mendorong para
inventor untuk menemukan teknologi yang baru tetapi mendorong para
penanam modal asing untuk membawa teknologi mereka ke Venice. Inilah
yang membedakan antara sitem paten Venis dengan sistem paten modern yang
lebih ditunjukkan pada upaya untuk menemukan invensi di bidang teknologi
yang baru. Dari Venice, perkembangan paten kemudian berlanjut di Inggris
yang memperkenalkan sebuah surat paten dengan tujuan untuk melindungi
orang asing.8

Melalui the Statue of Monopolies tahun 1623, status hukum dan
pengakuan berdasarkan undang-undang terhadap paten, telah diperkenalkan.

Banyak pihak sepakat bahwa the Statue of Monopolies merupakan cikal bakal

” Tomy Suryo Utomo, op. cit., him. 04.
* Endang Purwaningsing, op. cit., hlm. 12.
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sistem paten modern karena UU tersebut memperkanalkan prinsip pemberian
hak monopoli kepada para inventor sebenarnya dan yang pertama. Pada akhir
abad ke-18, Perancis dan Amerika Serikat membuat UU Paten yang pertama.
Dalam perkembangan selanjutnya, sistem paten AS dianggap sebagai yang
paling dinamis di dunia karena UU Paten negara tersebut sangat sensitif dalam
mengatur dan melindungi perkembangan terbaru di bidang teknologi ke dalam
hukum paten, seperti pelindungan bioteknologi, metode bisnis, soffware dan
metode perawatan keschatan.”’

Istitah Hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut
common law, yakni copyright, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal
droit d’autenr dan di Jerman sebagai urheberecht'® Sejarah hak cipta di
dalam common law paralel dengan sejarah paten. Kedua cabang HKI ini
tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemberian monopoli kepada
pedagang gilda. Hak cipta pertama diberikan di Inggris berdasarkan keputusan
kerajaan pada tahun 1556. Dikarenakan alasan politis, bisnis penerbitan ini
diserahkan ke tangan perusahaan alat-alat tulis. Melalui keputusan tersebut,
hak eksklusif terkait penerbitan buku diserahkan ketangan penerbit bukan
pengarang yang mencakup hak untuk mengontrol penerbitan dan penjualan
buku yang berlaku selamanya. Setelah hak eksklusif ditangan perusahaan alat-
alat tulis tersebut berakhir pada tahun 1694, para pengusaha tersebut

mengajukan bantuan ke parlemen karena perusahaan tersebut menghadapi

kompetisi terkait penerbitan buku. Pada tahun 1710, parlemen merespon

? Tomy Suryo Utomo, op. cit., him. 05
0 Endang Purwaningsing, op. cit., him. 01.
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permohonan perusahaan tersebut dengan membuat the statute of anne. Hal
yang paling menarik dari the statute of anne adalah subyek perlindungannya.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya hak eksklusif diberikan kepada perusahaan
penerbit, melalui the statute of anne hak eksklusit diberikan kepada pengarang
selama [4 tahun dengan kemungkinan diperpanjang untuk jangka waktu 14
tahun berikutnya. the statute of anne kemudian menjadi model bagi negara
Perancis yang juga menekankan pada perlindungan terhadap pengarang. Hal
serupa juga terjadi di Amerika Serikat dimana keberadaan the statute of anne
menjad: inspirasi kebanyakan negara bagian untuk membuat UU Hak Cipta.
Dalam perkembangan selanjutnya, fokus hak cipta yang semula hanya hak
untuk mengcopy (the rigt make copy) ternyata telah berkembang lebih luas
yang mencakup sekumpulan hak-hak eksklusif, seperti hak mengumumkan,
mempertunjukkan hak-hak terkait karya turunan (the rigt to use a work).
Bahkan didalam UU Hak Cipta yang sedang berkembang saat ini cakupannya
lebih luas tidak hanya karya seni (artistic works) sastra (literary works), dan
musik (musical works) tetapi perangkat lunak komputer (computer sofware),

databes (databases) dan karya arsitektur (architectura works)."

. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual
Untuk memahami lingkup Hak Kckayaan Intelektual, perlu diketahui
dulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda tidak

berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak

" Tomy Suryo Utomo, op. cit., hlm. 06
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berwujud ini dalam pasal 499 BW disebut hak. Contoh hak adalah hak tagih,
hak guna usaha, hak tanggungan dan hak kekayaan intelektual. Baik benda
berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Jadi
hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek hak, apalagi jika ikut serta
dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut
absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut
hak absolut atas suatu hak, dalam hal in1 hak kekayaan intelektual.

Menurut sitem hukum Anglo saxon, hak kekayaan intelektual
diklasifikasikan menjadi dua cabang utama yaitu: '’
1. Hak Cipta (Copy Right) dan Hak Kaitannya (Neighbouring Rights)

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi
pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri atas buku,
program komputer, ceramah, seminar, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang
sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara
dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku misainya penyanyi atau
penart yang merupakan hak yang terkait dengan hak cipta.'® contohnya
adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau

lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama, ataupun lagu adalah hak cipta

12

* Abdulkadir Muhamad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelekiual,
Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), him. 03

"* Ibid., him. 04-05

" Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, Cetakan
Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 05



29

(Hak Asli), sedangkan sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan
itu adalah Hak Kaitannya."

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak
eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata
diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan
memantaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan
mengumumkan atau memperbanyak diartitkan sebagai  kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengarasemen, mengalih wujudkan,
mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada
publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan ciptaannya kepada
publik melalui sarana apapun.'®
Hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights).

Menurut Convention Estabilishing the World Intellectual Property
Organization (WIPO), Hak Kekayaan Perindustrian masih diklasifikasikan
lagi menjadi:

a. Paten
Pada hakikatnya, hak paten merupakan suatu perlindungan
yang diberikan oeh negara bagi inventor yang telah melakukan suatu
invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu
terbatas, dan tujuannya adalah mencegah pihak lain termasuk inventor
independen melakukan suatu invensi di bidang teknologi yang sama,

selama jangka waktu perlindungan paten supaya inventor atau

'’ Abdutkadir Muhamad, op. cit,, him. 04
' Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 05
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pemegang paten mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas
invensinya. Sebagai gantinya pemegang paten harus mempublikastkan
semua perincian invensinya kepada masyarakat. v

b. Merek Dagang (Trade Mark) dan Merek Jasa (Service Mark)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurut-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa.'®

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-
barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang
digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. '’

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang
dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan
oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.*

"7 Ibid., him. 06

'® Indonesia, Undan g-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
Cetakatan Pertama (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), him. 238.

" DIHKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama (Tangerang:
DJHKI Kg:mmrian Hukum dan HAM RI, 2010), him. 44,

* Ibid.
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Indkasi Geografis .

Sumber Tanda atau Scbutan Asal (Indication of Source or
Appelatin of Origin) adalah bentuk khusus dari indikasi geografis yang
dipergunakan pada suatu produk dengan memperhatikan hal yang
sangat eksklusif dan mempersyaratkan kualitas serta reputasi dari
produknya. Kualitas produk tersebut berkaitan erat dengan lingkungan
geografisnya  termasuk  faktor-faktor alam dan manusianya.
Penamaannya menggunakan nama-nama geogratis yang merupakan
tempat asal produk tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh
penamaan tempat asal tidak mencakup nama-nama non geografis atau
lambang-lambang dari suatu daerah.”’

Indikasi geogratis dilindungi sebagai suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari
kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada
barang yang dihasilkan.”” Perlindungan atau indikasi geografis tidak
hanya menyangkut masalah produk tetapi juga tanda atau simbol-
simbol yang menunjukkan asal produk yang bersangkutan.

Desain Industri (Industrial Design)

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,

atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

' Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 07.
** Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),

op. cit., hlm. 269.
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memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
Rahasia Dagang (7rade Secret)

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik rahasia dagang. Adapun, ruang lingkup perlindungan Rahasia
Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode
penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang
memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”*
Perlindungan dari persaingan curang (Unfair Competition Protection)

Perlindungan dari persaingan curang (Unfair Competition
Protection) atau melawan praktik persaingan tidak sehat mendukung
perlindungan terhadap invensi, desain industri, merek dan indikasi
geografis. Hal ini khususnya penting untuk melindungi pengetahuan,
teknologi atau informasi yang tidak dilindungi oleh suatu paten, tetapi
diperlukan untuk membuat penggunaan terbaik dari suatu invensi yang
dipatenkan.

Disamping yang dituliskan diatas, Word Trade Organization (WTO),

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

menambah dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu:

= Ibid., him. 80.
* Ibid., hlm. 64-65.
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Perlindungan Varietas Tanaman (Varieties of Plants Protection)

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan yang
diberikan negara, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh penemu
atau pengembang suatu varietas tanaman melalui kegiatan penelitian dan
pengujian.”’
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integraten Circuit)

Meningkatnya kepentingan dan kebergantungan kepada komputer
di dunia modern telah mendorong pentingnya perlindungan yang khusus
terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang digunakan
pada komputer dan berbagai produk elektronik lainnya seperti radio dan
televisi. Secara garis besar, istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagi
menjadi dua yaitu: desain tata letak dan sirkuit terpadu.™

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian
étau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam
sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan
fungsi elektronik.”’

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen

tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam

® Ibid., him. 03
*¢ Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., hlm. 08.
*" Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),

Cetakatan Pertama (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), hlm. 119.
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suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan
untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.”®
Secara skematis pembagian atas dua cabang utama ini digambarkan
sebagai berikut:*’
Gambar 2.1

Bagan tentang Pembagian Hak Kekayaan Intelektual

: Hak Cipta
Material . Hak Cipta (Copy Rights)
(Benda Berwujud)

Hak Terkait

(Neighbouring
Rights)

Immaterial Hak  Kakayaan = Paten (Patent)
(Benda Tidak Intelektual * Desain Industri
Berwujud) (Industrial Design)

= Merek Dagang
(Trade Mark) dan

- Merek Jasa
Do (Service Mark)
Ierl’n us rl1an * Indikasi Geografis
Unaustria . » Rahasia  Dagang
Property Rights) ]

(Trade Secret)

= Perlindungan dari
persaingan curang
(Unfair
Competition
Protection)

» Perlindungan
Varietas Tanaman

® Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu

28 .
1bid.
* H. OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights), Cetakan ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 16.
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Setelah menjadi anggota penandatanganan wruguay round tahun 1994,

kini Indonesia sudah memiliki undang-undang, yang meliputi tujuh bidang,

yaitu:30

a)

b)

d)

e)

g

Hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi
oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diganti oleh
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001

Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001

Perlindungan Varietas Tanaman .diatur dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2000

Desain Industn diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2000

Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui sistem HKI

tersebut secara umum untuk:*!

(1) Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara suatu kckayaan

intelektual dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai,

30 Abdulkadir Muhamad, op. cit., him. 06-08
*! Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 09.
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perantara, yang menggunakannya, wilayah kerja pemantaatannva dan yang
menerima akibat pemanfaatan HK] untuk jangka waktu tertentu.

(2) Memben penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya
menciptakan suatu karya berupa suatu kekayaan intelektual.

(3) Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen
HKI yang terbuka bagi masyarakat.

(4) Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual
serta alih teknologi melalui paten.

(5) Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru, karena adanya
jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan

kepada yang berhak.

. Tinjauan Umum Perlindungan Paten
Arti Penting Perlindungan

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan
sehari-hart dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut
sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti
komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang
mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula
kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang
sederhana.

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang

melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah.
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Namun. perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang
diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab 11 yang
menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara
berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum
memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan
global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, Qiperlukall adanya
suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud
perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk perlindugan Paten.>”
Pengaturan paten dimuat dalam undang-undang HKI pertama kali di
Vanesia, [talia tahun 1470. Caxton, Galileo, Guttenberg tercatat sebagai
inventor-inventor yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai
hak monopoli atas invensi mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut
kemudian diadobsi oleh kerajaan inggris di zaman tudor pada tahun 1500-an
dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu statutte
of monopolies (1623). Sistem paten terus berkembang seiring dengan pesatnya
perdagangan antara negara-negara di Eropa saat itu, hal tersebut
mengakibatkan suatu paten pada suatu negara dapat dilanggar patennya di
negara lain, dengan kata lain perlindungan paten hanya berada dalam ruang
lingkup regional negara asal saja. Hal tersebut merupakan salah satu alasan

ditandatanganinya konvensi paris (Paris Convention) untuk perlindungan

32 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., hlm. 228.
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kekayaan intelektual tahun 1883, pada konvensi tersebut diberikan hak lebih

detail kepada inventor yang telah menemukan cara-cara baru dalam produksi

dan bahan pengaturan dalam konvensi paris tersebut berlaku secara
internasional bagi negara-negara anggotanya.>
Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangant Final Act:

Embdiying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Troc: Negotz'@uy

yang mencakup Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights). Penandatanganan tersebut berpengaruh terhadap

peraturan perundang-undangan dalam bidang paten yakni undang-undang

paten nasional turut menyesuaikan diri dengan persetujuan TRIPs, sehingga
pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor

14 tahun 2001 tentang Paten. Adapun peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengaturan paten yang ada di Indonesia adalah sebagai

berikut:**

a. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);

b. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the Word Trade
Organization).

a. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi
Paris (Paris Convention for the protection of Industrial Property)

b. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintaan

Paten;

3 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, Cetakan
Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2013), him. 11-12
* Ibid., him. 29-30.
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Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat
Paten;

Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten
Sederhana;

Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang
Penyelenggaraan pengumuman paten;

Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan,
Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;

Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Pengajuan Permintaan Paten;

Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan
Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;

Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan
dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;

Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat
Komisi Banding Paten;

Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara
Pengajuan Permintaan Banding Paten.

Paten adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (intellectual

property rights) yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri

(Industria Property Right),”” menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14
Yy g g

tahun 2001 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

¥ H. OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property

Rights), Cetakan ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) him. 223.
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negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.*

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di
Indonesia adalah untuk menggantikan istilah octrooi yang berasal darr bahasa
Belanda. lstilah oktroi ini  berasal dari bahasa Latin, dari kata
auctor/auctorizare. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya dalam
hukum kita, istilah patentlah yang lebih populer. Istilah paten tersebut diserap
dari bahasa Inggns yaitu patent. Di Prancis dan Belgia, untuk menunjukkan
pengetian yang sama dengan paten dipakai istilah “brevet de inventior”.
[stilah paten bermula dari bahasa latin, dari kata auctor, yang berarti dibuka.
Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi
terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya penemuan tersebut
tidak berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut, hanya
dengan izin dari penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang
lain. Baru kemudian setelah habis masa perlindungan patennya maka
penemuan tersebut menjadi milik umum.”’

Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk
kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan

teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, maka memben

informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya

3% Endang Purwaningsing, Pekembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian
Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten,
Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), him 26,
37 g
Ihid.
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berdasarkan penemuan tersebut dan untuk member petunjuk kepada mereka
yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang
ingin melakukan penelitian paten sendiri karena penelian ini merupakan
pengalaman yang menantang dan menyenangkan.

Suatu invention adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa
produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses.”® Invensi tersebut harus memenuhi persyaratan patentabilitas berupa;
unsur kebaruan (novelty), bisa dipraktikkan dalam industri (industrial
aplicability), mempunyai langkah inventit (inventive step), dan memenuhi
syarat formal.”’

Menurut Smith, dasar pembenaran sistem paten (justification of the
patent system) antara lain:® ’

1) Advance a countries technological and economic development
(memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi)

2) Stimulation of indigenous industrialization (merangsang industrialisasi asli
pribumi);

3) Patent can contribute to tachnological and economic throug licensing in

oher countries (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi

melalui lisensi di negara lain);

% Indonesia, Undang-Undung Perlindungan HaKI (Hak atas kekavaan intelektual),
op. cit., him. 150.

% Endang Purwaningsing, op. cit., him. 27.

“ Ibid., him. 27-28.
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4) Patents help in dissemination of technological information (membantu
penyebaran intormasi teknologi)

S) Availability of patent protection provides an in flow of technology from
other countries and incentive for investment (adanya perlindungan paten
memberikan aliran teknlogi dari negara lain dan insentif bagi penanaman
modal)

Dengan diberikannya sertifikat paten, parentee (sipenerima paten)
mempunyai hak monopoli (eksklusif right/monopoly patent right). Patentee
dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa izinnya
membuat apa yang telah dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi
ruang lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan
untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu
tertentu. Demikian pula di Indonesia, paten dimaksudkan sebagai hak
eksklusit yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasi invensinya
dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya, pemilik paten adalah inventor atau pihak lain yang
menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, dan

4) lisensi.”’

! Ibid.
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2. Pengaturan Paten Internasional
a. Konvensi Paris (Paris Convention) sebagai Dasar Perlindungan Paten

Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional pertama
mengenai hak kekayaan intelektual. Konvensi ini ditandatangani di Paris,
Perancis pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini kemudian direvisi pada |
tanggal 14 Desember 1900 di Brussel, tanggal 2 Juni 1911 di Washington,
tanggal 6 November 1925 di Den Haag, tanggal 2 Juni 1934 di London,
tahun 1958 di Lisbon, tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dan
diamandemen pada tanggal 28 September 1979.*2

Konvensi paris ini mengatur berbagai kekayaan intelektual dalam
arti yang luas. Yang diatur di dalamnya adalah paten, merek, desain
industri, utility model, nama dagang, indikasi geografis, dan perlawanan
terhadap persaingan usaha tidak sehat. Konvensi ini pada dasarnya
mengatur ketentuan-ketentuan subtantif yang dikelompokkan menjadi tiga
kategori utama, yaitu perlakuan nasional (national treatment), hak
prioritas (right of prioritas), serta ketentuan umum (common rules).”

Pemerintah Indonesia memberlakukan Konvensi Paris (London
Act) pada tanggal 24 Desember 1950, sedangkan amandemen dari Paris
Convention yaitu Stockholm Act 1967 Pasal 13-30 diratifikasi pada tanggal
18 Desember 1979, yang dilaksanakan dengan adanya UU Nomor 6 Tahun
1989 tetang Paten. Pasal 1-12  Stockholm Act 1967 diratifikasi pada

tanggal 6 juni 1997. Konvensi Paris merupakan suatu konvensi terbuka

* Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 15.
* Endang Purwaningsing, loc. cit.
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yang dapat diikuti oleh negara-negara di dunia dengan mudah, yakni
cukup dengan adanya pernyataan septhak berupa suatu aksesi oleh negara
yang hendak ikut serta. Angota-anggota peserta lain tidak diberi hak untuk
menolak keanggotaan baru tersebut. Dengan berlakunya konvensi paris
berpengaruh terhadap diakuinya hak prioritas, yakni tanggal penerimaan
dinegara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang
merupakan salah satu anggota dari konvensi paris tersebut.**
b. Traktat Kerja Sama Paten/PCT (Patent Corporation treaty)

Traktat kerjasama paten ditandatangani pada tanggal 19 Juni 1970,
dan diamandemen pada tahun 28 September 1979, dan dimodifikasi pada
tanggal 3 februari 1984. PCT merupakan suatu traktat yang bersifat
terbuka bagi negara-negara anggota Konvensi Paris. Peserta awal traktat
ini adalah 18 negara dan saat ini negara peserta PCT adalah 142 negara.*

Indonesia mengaksesi traktat ini pada 5 Juni 1997 dengan memberikan
notifikasi No. 119 kepada WIPO dengan melakukan pengecuahian
(reservasi) terhadap Pasal 59 PCT, dan memberlakukan traktat dalam
hukum nasional pada tanggal 5 September 1997.%

Keuntungan Memudahkan warganegara anggota PCT atau non-

warganegara yang berdomisili di negara anggota PCT dapat mendaftarkan

permohonan paten untuk invensi yang sama secara serentak pada beberapa

“ Ibid.

45 WIPO, PCT Contracting States, http://
www.wipo.int/treaties/en/showresults.jsp?lang=en&treaty id, Akses 12 Desember 2013,

* WIPO, PCT Notification No. 119 Accesion by Republic of Indonesia,
www.wipo.int/treaties/en/html.jsp?file=/redocs/notdocs/en/pct/treaty _pet 119.html, Akses
Akses 12 Desember 2013.
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negara anggota PCT. Kemudian Memberikan tenggang waktu yang cukup
lama bagi pemohon untuk memutuskan apakah akan melanjutkan
permohonan patennya ke tahapan pemeriksaan substantif atau tidak.*’
c. Implikasi TRIPs dalam Pengaturan Paten Indonesia

Meningkatnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual sebagi aset
yang mendukung perekonomian ditandai dengan lahimya Persetujuan
TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights) pada tahun 1994, persetujuan tersebut merupakan lampiran 1-C
dari Marakesh Agreement yang ditandatangani di Marakesh, Maroko.
TRIPs mengatur standar minimum peraturan mengenai kekayaan
intelektual bagi negara-negara anggotanya. Dalam persetujuan tersebut
juga diatur pelaksanaan TRIPs, pemulihan dan penyelesaian sengketa bagi
negara-negara anggota WTO. Sifat dari persetujuan TRIPs ini adalah
mengikat secara langsung semua negara yang meratifikasi perjanjian
mengenat berdirinya badan perdagangan dunia WTO (Agreement
Establishing The Word Trade Organization). Dengan diberlakukanya
persetujuan TRIPs tersebut, hak prioritas juga berlaku bagi seluruh
anggota WTO dan pemberlakuan TRIPs juga mempengaruhi masa
perlindungan paten yang berubah menjadi 20 tahun.*®

Indonesia meratifikasi WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994 yang
diberlakukan tanggal 1 Januari 1995. Tujuan konvensi ini Untuk

mengurangi  penyimpangan dan hambatan dalam perdagangan

*7 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 19-21.
* Peter van den bossche, et. al., Pengantar Hukum WTO (Word Trade Organization),
Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), him. 13.
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internasional. menciptakan perlindungan yang efektit dan cukup bagi HK1,
dan menjamin agar tindakan dan prosedur penegakan hukum di bidang
HKI tidak menghambat perdagangan internasional. Menetapkan aturan
minimal bagi perlindungan HKI: jenis HKI yang harus dilindungi dan
masa perlindungannya, hak pemegang HKI, dan lingkup perlindungan dan
pelanggaran HKI.*

Implikasi TRIPs dalam Pengaturan Paten Indonesia dibuat
memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan dalam TRIPs. Sehingga UU
Paten diamandemen terahir yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2001
tujuannya untuk disesuaikan dengan ketentuan TRIPs.

3. Lingkup Pertindungan

Hak paten adalah salah satu bagian dari hak kekayaan indutri, sehingga
ruang lingkup hak paten berkaitan dengan teknologi industri. Sebagaimana
kita ketahui, teknologi merupakan penemuan yang bersifat praktis yang
berasal dari kajian ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, hasil-hasil ilmu
pengetahuan pada akhirnya berperan besar dalam memberikan ilham bagi
penemuan berbagai macam teknologi yang bersifat praktis dan langsung bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat.*

Hasil-hasi ilmu pengetahuan, umumnya berwujud tulisan ilmiah dan
teori ilmiah baru, digolongkan sebagai hasil ciptaan (kreasi) sedangkan

Ilmuwannya disebut pencipta (Kreator). Sebaliknya, pihak yang berhasil

fo Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., hlm. 22-26.
*® Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual yang
Benar, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 130-131.
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menemukan teknologi baru disebut Penemu (Inventor), sedangkan hasil
teknologinya disebut Penemuan (Invenst).

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk
atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Tidak semua invensi dapat dipatenkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
14 tahun 2001 tentang Paten, invensi yang dapat dimintakan perlindungan
Paten adalah invensi yang memenuhi persyaratan patentabilitas yaitu:

a. Kebaruan (Novelty)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Paten No. 14 tahun 2001, suatu
invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak
sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (teknologi
terdahulu). Teknologi terdahulu yang dimaksud adalah yang telah
diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian
lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan
seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal
penerimaan atau tanggal prioritas, dan mencakup permohonan yang
diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal
penerimaan yang pemeriksaan subtantifnya sedang dilakukan tetapi
tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari tanggal penerimaan atau

tanggal prioritas permohonan.”’

°! Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., hlm. 34.
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Suatu teknologi terdahulu yang diungkapkan sebelumnva dikenal
juga dengan sebutan stafe of art atau prior art yang mencakup baik berupa
literatur paten maupun bukan literatur paten. Sedangkan jika seorang
pemohon paten mengumumkan sendiri hasil invensinya pada suatu
pameran baik di Indonesia maupun luar negeri yang resmi dan diakui,
selama hal tersebut dilakukan kurang dari 6 bulan sebelum tanggal
penerimaan, pengumuman tersebut tidak termasuk kategori prior art.
Ataupun jika invensi tersebut digunakan dengan tujuan untuk percobaan
maupun penelitian dan dilakukan dalam 6 bulan sebelum tanggal
penerimaan, penggunaan tersebut dalam kategori prior art.”

Langkah Inventif (/nventive Step)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Paten Nomor 14 tahun 2001,
suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi
seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan
hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keahlian itu sendiri adalah
pengetahuan yang diperoleh dari teknologi terdahulu pada tanggal
penerimaan permohonan atau tanggal prioritas jika mengklaim prioritas.
Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dapat diduga adalah sesuatu yang
tidak dapat diperoleh secara logis dari teknologi sebelumnya.

Dibanding dengan syarat-syarat paten yang lain, syarat
“mengandung langkah infentif” merupakan syarat yang paling subyektif.

Patokan atau ukuran yang digunakan oleh UU Paten Indonesia untuk

32 Ibid.
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menguji svarat ini didasarkan pada kualitas invensi “yang tidak dapat
diduga (non-obvious) bagi seseorang yang mempunyai “‘keahliah tertentu”
di dalam UU ini adalah keahlian yang dimiliki oleh pemeriksa paten.”

c. Penerapan Paten dalam Industri (Industrial Aplicable)

Invensi tersebut harus dapat dilaksanakan dalam industri seperti
yang diuraikan dalam permohonan. Jika invensi tersebut berupa produk,
produk tersebut dapat dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan
kualitas yang sama, jika invensi berupa proses, proses tersebut dapat
dilaksanakan atau digunakan secara massal.”*

d. Memenuhi syarat formal.

Syarat formal adalah syarat bersifat admistratif yang meliputi
dokumen permohonan paten. Persyaratan telah terpenuhi apabila surat
aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis, gambar
teknis dari penemuan yang dimintakan patennya. Pemeriksaan
kelengkapan dokumen permintaan paten dilakukan untuk mengetahui ada
atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi. Dalam hal ini, yang
dimaksud adalah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24
UU Paten, serta Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.”’

Di samping ketentuan mengenai invensi yang dapat diberi paten yang

diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten, suatu invensi juga harus tidak

?3 Tomi Suryo Utomo, op. cit., him. 120.
>* Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, loc. cit.
> Endang Purwaningsing, op. cit., him. 223.
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termasuk dalam invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang Paten.’®
Hak dan Kewajiban Pemegang Hak

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Paten, Pemegang Paten Produk
memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Pemegang
Paten Proses juga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan proses produksi
yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana
hak eksklusif bagi Paten Produk. Hak eksklusit adalah hak yang hanya
diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut
untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang
melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Yang
dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, product
by process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus,
komposisi obat, dan tinta. Yang dimaksud dengan proses mencakup proses,
metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses
membuat tisu.”’
Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa

~ persetujuannya melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang

%% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., hlm. 155-156. .
>" Ibid., hlm. 161-62. Pasal 16 UU Paten.
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semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
Kecuali apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari Pemegang Paten. yang dimaksud dengan untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan
untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Yang
~ dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang
Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan Invensi tersebut tidak
digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk
kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi
kompetitor bagi Pemegang Paten.>®

Pemegang Paten berdasarkan Pasal 17 (1) UU Paten wajib membuat
produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia, ketentuan ini
dimaksudkan untuk menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi,
penyediaan lapangan kerja. Kewajiban tersebut tidak berlaku apabila
pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan
secara regional. Beberapa cabang industri menghadapi persoalan ini, misalnya
industri di bidang farmasi. Di cabang industri seperti itu skala kelayakan
ekonomi seringkali meliputi pasar yang berskala regional misalnya kawasan
Asia Tenggara. Untuk itu, kelonggaran diberikan atas dasar penilaian objektit.
Apabila Paten tidak akan dilaksanakan di Indonesia, Pemegang Paten harus

mengajukan permintaan kelonggaran yang disertai alasan dan bukti yang

3% Ibid. Pasal 16 ayat (3) UU Paten.
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diberikan oleh instansi yang berwenang. Misalnya di bidang obat atau farmasi
bukti serupa diberikan oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial,
sedangkan di bidang elektronik diberikan oleh Departemen Perindustrian dan
Perdagangan. Apabila Invensi tersebut menyangkut teknologi untuk keperluan
di bidang eksplorasi, keterangan diberikan olehh Departemen Pertambangan
dan Energi. Pengecualian ini hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal
HKI apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan
disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.*

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan
lisensi, Pemegang Paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar
biaya tahunan (annual fee). Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai
biaya pemeliharaan (mmaintenance fee). Jika suatu produk diimpor ke Indonesia
dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten
yang berdasarkan Undang-Undang Paten, Maka Pemegang Paten-proses yang
bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor
apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses
yang dilindungi Paten.*’
Permohonan

Berdasarkan Pasal 20 UU Paten, paten diberikan atas dasar
Permohonan dan memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sistem paten
yang diterapkan di Indonesia menganut sistem fisz-to-file. Sistem fist-to-file

adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa

> Iswi Hariyani, op. cir., him. 138.
% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., hlm, him. 163-164. Pasal 18 UU Paten.
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seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai
pemegang paten bila semua persyaratannya dipenuhi.®' Dalam Pasal 34 UU
Paten menyebutkan:
“Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari
satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang
diajukan pertama yang dapat diterima”
Oleh karena itu, sebaiknya suatu permohonan paten diajukan secepat

mungkin. Adapun alur permohonan paten dapat digambarkan dalam skema

sebagai berikut ini:

8 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., hlm. 36.
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Gambar. 2.2

2l
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Pendaftaran Paten

Permohonan paten diajukan pemohon secara tertulis kepada
DJHKI Kementrian Hukum dan HAM RI dalam bahasa Indonesia. Untuk
pemohon yang berada di Indonesia dapat mengajukan langsung
permohonan kepada DJHKI Kementrian Hukum dan HAM R1 atau kantor
wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI setempat, sedangkan untuk
pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di
wilayah negara Republik Indonesia pemohon dapat mengajukan melalui
konsultan HK1 yang terdaftar.®’

Permohonan yang diajukan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis
permohonan yaitu:®*
1) Permohonan paten yang melalui PCT (kode W)
2) Permohonan paten konvensional yang tidak melalui PCT (kode P); dan
3) Permohonan paten sederhana (kode S).

Permohonan yang diterima di DJHKI Kementrian Hukum dan
HAM RI harus memenuhi persyaratan minimum, permohonan tersebut
harus dilampiri formulir permohonan paten yang telah diisi, deskripsi
berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris dan bukti pembayaran biaya
permohonan paten. Adapun biaya yang harus dibayar untuk masing
masing permohonan tersebut adalah yang sesuai dengan Peraturan-
Pemerintah Nomor 38 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP

pada DJHKI Kementrian Hukum dan HAM R, untuk paten murni (kode

83 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., hlm. 37.
8 Iswi Hariyani, op. ciz., him. 140-141
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W dan P) Rp. 575.000,00 dan unwuk paten sederhana Rp. 457.000,00
(untuk paten sederhana biaya sudah termasuk pemecriksaan subtantif).
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum tersebut diterima
oleh DJHKI dan pada saat yang sama ditetapkan sebagai tanggal
penerimaan, kecuali untuk paten yang melalut PCT (kode W) tanggal
penerimaan yang diakui adalah tanggal penerimaan Internasional.®®
Permohonan paten juga dapat diajukan dengan menggunakan Hak

Prioritas yaitu hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection
of Industrial Property atau Agreement FEstabilishing the Word Trade
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di
negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga
anggota salah satu dari kedua perjanjian itu yang juga anggota salah satu
dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.*®
Pemeriksaan Formalitas Paten

Pemeriksaan tormalitas adalah pemeriksaan secara admistrasi terhadap
permohonan paten yang telah diterima di DJHKI. Pemeriksaan formal
bertujuan untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan administratif dan
permohonan paten yang diajukan sebelum dilakukannya pengumuman

permohonan paten. Permohonan yang telah memperoleh tanggal

% Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 37-38.
* Ibid.
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penerimaan selanjutnya diperiksa secara administrasi dan permohonan

paten harus memuat:®’

)

2)

3)

4)

5)

6)

Formulir yang telah diisi dengan jelas (tanggal, bulan, dan tahun

permohonan; alamat lengkap dan alamat jelas pemohon; nama lengkap

dan kewarganegaraan inventor; nama dan alamat lengkap kuasa

apabila permohonan diajukan melalui kuasa).

Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan

HKI yang terdatftar selaku kuasa.

Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain

yang bukan inventor.

Deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia yang dibuat tiga

rangkap sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup:

a) Deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan
tentang cara melaksanakan invensi;

b) Klaim yang terkandung dalam Invensi; memuat pokok dari invensi
akan dilindungi;

c) Abstrak;

d) Gambar, jika ada yang diperlukan untuk memperjelas invensi.

Bukti pembayaran biaya permohonan paten sebesar Rp. 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lia ribu rupiah)

Bukti pembayaran biaya permohonan paten sederhana sebesar Rp.

125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk biaya

% Ibid., him. 38-39.
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permohonan substantif paten sederhana sebesar Rp. 350.000.00 (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah)..

7) Tambahan biaya klaim, apabila invensi yag diajukan memiliki lebih
dari 10 klaim; biaya setiap klaim Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu
rupiah).

Seluruh persyaratan administrasi tersebut harus sudah terpenuhi
selama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jika persyaratan
tersebut belum dapat terpenuhi sampai batas waktu yang ditentukan,
pemohon dapat mengajukan perpanjangan waktu maksimum 3 bulan dan
apabila seluruh pesyaratan dengan batas waktu tersebut tidak dipenuhi,
DJHKI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa
Permohonan dianggap ditarik 'kembali.(’x
Pengumuman

Pengumuman dilakukan untuk permohonan yang telah memenuhi
persyaratan administrasi paten (persyaratan pemeriksaan formalitas)
segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan atau 18 bulan sejak
tanggal prioritas untuk permohoan yang diajukan menggunakan hak
prioritas. Untuk paten sederhana pengumuman dilakukan 3 bulan setelah
tanggal penerimaan.®’

Pengumuman  permohonan paten ini  bertujuan  untuk
memberitahukan kepada masyarakat bahwa sutu permohonan paten telah

diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan

% Ibid, hlm. 39-40
 Tswi Hariyani, op. cit., him, 145,
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penmruan atau tindak pelanggaran terhadapnya dan juga memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat yang
berkepentingan untuk melihat permohonan paten yang diumumkan.”

Pengumuman dilakukan melalui Berita Resm: Paten (BRP) yang
diterbitkan secara berkala oleh DJHKI dan atau sarana khusus yang
disediakan direktorat schingga mudah dilihat dan diakses masyarakat.
Pelaksanaan pengumuman adalah 6 bulan untuk paten dan 3 bulan untuk
paten sederhana. Pada waktu pelaksanaan pengumuman tersebut, pihak
lain dapat mengajukan pandangan atau keberatan secara tertulis atas
permohonan tersebut dengan mencantumkan alasan ke DJHKI, demikian
sebaliknya pihak pemohon juga dapat mengajukan secara tertulis
sanggahan atau penjelasan terhadap keberatan tersebut.”’
Pemeriksaan Subtantif

Pemeriksaan subtantif adalah pemeriksaan subtansi terhadap
klaim-klaim dari permohonan yang diajukan. Klaim adalah uraian tertulis
mengenai inti dari invensi atau baglan-bagian tertentu dari inti invensi
yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten. Pemeriksaan
subtansi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah invensi yang
dimintakan paten dapat diberi paten atau tidak.”

Permohonan subtantif diajukan setelah habis masa waktu
pengumuman (18 bulan setelah tanggal penerimaan). Permohonan

subtantif diajukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal

" Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 40.
" Ibid.
2 Abdulkadir Muhammad, op. cit, him. 190-19
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penerimaan, dan apabila permohoan subtantif tidak diajukan sampai batas
yang telah ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.
Permohonan pemeriksaan subtantif diajukan dengan cara mengisi formuir
yang ftelah disediakan oleh DJHKI dengan bahasa Indonesia dan
melampirkan bukti biaya permohonan pemeriksaan subtantif sebesar Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah). Permohonan pemeriksaan subtantif atas
paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan
permohonan atau paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan paten sederhana dengan dikenai biaya.”

Pemeriksaan  subtantif  dilakukan  antara lain  dengan
mempertimbangkan aspek kejelasan invensi, kesatuan invensi dan
pesyaratan patentabilitas (kebaruan, langkah inventif, dan penerapan
dalam industri), mempertimbangkan apakah invensi yang bersangkutan
termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok invensi yang tidak dapat
diberi paten, apakah invensi tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Pemeriksaan
subtantif dilakuakan paling lama 36 bulan terhitung tanggal pengajuan
permohonan subtantif atau sejak berakhirnya masa pengumuman (untuk
permohonan paten) dan untuk permohonan paten sederhana pemeriksaan
subtantif dilakukan paling lama 24 bulan sejak tanggal penerimaan atau

penolakan permohonan paten yang diajukan tersebut.”*

7 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, op. cit., him. 41.
™ Ibid., him. 42.
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Apabila berdasarkan pemeriksaan subtantit’ dihasilkan kesimpulan
bahwa invensi yang dimintakan paten dapat diberi paten, DJHKI
memberikan Sertifikat Paten kepada pcmohon yang mengajukan
permintaan paten. Paten dianggap diberikan pada tanggal pencatatan
Sertifikat Paten dalam Daftar Umum Paten dan selanjutnya diumumkan
dalam Berita Resmi Paten. Sertifikat paten merupakan bukti hak atas
paten. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan sertifikat Paten dan
berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

Apabila hasil pemeriksaan subtantit yang dilakukan oleh pemeriksa
menunjukkan bahwa invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi
persyaratan, DJHKI memberikan surat pemeberitahuan penolakan
permohonan yang disertai dengan alasan dan pertimbangan yang jelas
yang menjadi dasar penolakan tersebut. Jika permohonan paten ditolak,
pemohon dapat mengajukan permohonan banding ke komisi banding paten
secara tertulis dengan disertai alasannya. Permohonan banding diajukan
paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat
pemberitahuan  penolakan  permohonan dan selanjutnya dapat
meneruskannya ke Pengadilan Niaga apabila komisi banding tersebut

menolaknya.”

7 Ibid.
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6. Pengalihan

d.

Pengalihan Hak Paten

Prinsip ideal perlindungan paten adalah sama dengan perlindungan
HKI lainnya sepanjang kesemuanya bermaksud untuk melindungi seorang
yang menemukan hal sesuatu agar supaya buah pikiran dan pekerjaannya
tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya
dengan melupakan jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir
dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara
hak cipta dengan paten, perbedaan antara keduanya adalah wujud hak cipta
oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak semula, dan hukum hanya
mengatur dalam hal perlindungannya. Sedangkan paten adalah hak yang
diberikan oleh negara kepada seseorang yang menemukan sesuatu hal
(invensi) dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam bidang
industri, terhadap satu-satunya orang (eksklusif) yang menemukannya,
kecuali atas izinnya.76

Oleh karena itu, lahirnya paten tergantung dari pemberian negara.
Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya
maupun sebagian. Berdasarkan Pasal 66 UU Paten, Paten dapat beralih
atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. pewarisan; b.
hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab lain yang dibenarkan
oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya dengan hak

kekayaan intelektual yang lain seperti Hak Cipta dan Merek, Paten pada

" H. OK Saidin, op. cit., hlm. 251.
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dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul
karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat
dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada
perorangan atau kepada badan hukum. Adapun sebab lain yang dibenarkan
oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pemilikan Paten karena
pembubaran badan hukum yang semula merupakan Pemegang Paten.
Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten didasarkan atas peraturan
di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Paten. Pengalihan Paten karena pewarisan, hibah,
wasiat harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan
dengan Paten itu. Segala bentuk pengalihan Paten wajib dicatat dan
diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan Paten yang tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.”’

Hak sebagai pemakai terdahulu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 UU Paten tidak dapat dialihkan, kecuali dalam hal pewarisan.
Pemakai terdahulu adalah hak untuk melaksanakan suatu Invensi
se‘bagaimana halnya dengan hak Pemegang Paten. Hak sebagai pemakai
terdahulu bukan merupakan hak yang bersifat sepenuhnya eksklusif,
seperti halnya Paten, melainkan diberikan dalam keadaan khusus.
Pengalihan hak sebagaimana pewarisan wajib dicatat dan diumumkan'

dengan dikenai biaya. Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk

7 Yswi Hariyani, op. cit., him. 151.
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tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang
bersangkutan.”
Lisensi Paten

Pasal 69 UU Paten mengatur bahwa, Pemegang Paten berhak
memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Pasal 16 ayat (1) UU Paten menyatakan Pemegang Paten memiliki hak
eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak
lain yang tanpa persetujuannya, dalam hal Paten-produk: membuat,
menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang
diberi Paten, sedang dalam Paten-proses: menggunakan proses produksi
yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Berbeda
dari pengalihan Paten yang pemilikan haknya juga beralih, Lisensi melalui
suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat-
syarat tertentu pula. Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi
meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.”
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh

melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga

™ Ibid., hlm. 152-153.
" Ibid.



65

lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 UU Paten. Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik
langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian
Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan
bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat di DJHKI perjanjian Lisensi tersebut
tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.*

Perjanjanjian Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh
Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.®’

Lisensi Wajib

Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang
diberikan berdasarkan keputusan DJHKI atas dasar permohonan. Setiap
pithak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat
Jenderal untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan setelah lewat
jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
pemberian Paten dengan membayar biaya. Permohonan lisensi wajib
hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa Paten yang bersangkutan

tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia.

Permohonan lisensi-wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah Paten

8 Ibid.
8 1bid.
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diberikan atas alasan bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang
Paten atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang
merugikan kepentingan masyarakat.™
7. Berakhirnya Hak Perlindungan Paten
Dalam Undang-Undang Paten mengatur ada 3 (tiga) cara berakhirnya
hak paten yaitu:
a. Berakhirnya jangka waktu
Paten berakhir perlindungannya dan menjadi mihk umum karena
jangka waktu perlindungan paten 20 tahun, dan 10 tahun untuk paten
sederhana.®
b. | Karena pembatalan
Paten tidak bersifat mutlak. la dapat dibatalkan, jika pemegang
paten tidak memenuhi kewajiban biaya tahunan dalam jangka waktu yang
ditentukan. Selain itu pemegang paten sendiri dapat mengajukan
permohonan agar patennya dibatalkan. Namun dalam paten telah
dilisensikan, pembatalannya hanya dapat dilakukan jika telah disetujui
oleh penerima lisensi.*
c. Karena gugatan
Pembatalan juga dapat dilakukan berdasarkan gugatan apabila:®

1) Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Pasal 6, atau Pasal 7 UU Paten seharusnya tidak diberikan;

8 Ibid., him. 254.

%3 Abdulkadir Muhamad, op. cit., him. 137.
Y Ibid., him. 143-144

8 Ibid
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2) Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada
pithak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang
Paten;

3) Pemberian lisensi-wajib  temyata tidak mampu  mencegah
berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang
merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak
tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa

lisensi-wajib.

D. Perlindungan Terhadap Program Komputer Menurut Hukum Hak
Kekayaan Intelektual
Program komputer telah diakui sebagai aset yang sangat bernilai bagi
perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum,
program komputer mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/property
seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, pemilik program
komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan
program komputernya tanpa ijin darinya.®® Dari sudut pandang tersebut,
dikembangkanlah suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan
pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi teknologi baru yang

tercipta selama waktu tertentu, dengan memberikan hak eksklusif bagi

% Afifah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Menurut Hukum Hak

Kekayaan Intelektual”, dalam http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.
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pencipta atau pcmiliknya87, seperti memberikan perlindungan hukum terhadap
hak kekayaan intelektual.
Definisi dan Kategori Program Komputer

Menurut John J. Borking, “In esence, a computer program is a a set of
intructions in the form of numeric codes, which a loaded into the computer's
memory in order to tell the computer in what way a problem has to be
solved %

Menurut David 1. Bainbridge, “Program komputer adalah serangkai
intruksi yang mengendalikan atau mengubah operasi-operasi komputer”.
Sedangkan World Intelektual Property Organization (WIPO) mendefinisikan:

“For the purpose of the law: computer program means a set of

intruction capable, when incorporated in a machine-readable medium,

of cousing a machine having information-processing capabilities to
indicate, perform or achieve a particular function, task or result;™

Menurut pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,
program komputer adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga
memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Dalam penjelasan pasal
itu, dijelaskan bahwa pengertian komputer dalam rangka komputer atau

komputer program atau “computer programs” tersebut adalah peralatan

clektronik yang memiliki kemampuan mengolah data atau informasi.”

¥ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HuKl (Hak atas kekayaun Intelekiual),
Cetakatan Pertama (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), him. 150.

% John . Borking, “Third Party Protection of Software and firmware”, Dikutip dari
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi), Cetakan Pertama
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), him. 80.

¥ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi), Cetakan
Perte;gna (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), him. 81.

Ibid.
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Program komputer bukanlah seperti program yang ditemukan di daiam
radio dan televi. Program yang dimaksud disini adalah intruksi-intruksi yang
berupa kode-kode numerik (0 dan 1), yang berada di dalam memori komputer
untuk memberitahukan komputer pekerjaan apa yang harus diselesaikan.
Komputer tidak dapat berpikir. Komputer hanya dapat mengerjakan sesuai
dengan intruksi yang diberikan kepadanya.’’

Perangkat keras komputer mempunyai beberapa kegunaan yang sudah
dibentuk dan dipasang di dalamnya untuk menanggapi intruksi-intruksi
tersebut. Namun, apabila kita hendak menulis sofiware yang dapat langsung
berhubungan dengan harware, hal ini sangatlah sulit karena seorang penulis
program (programer) harus dapat mengerti dan mengetahui karakteristik dari
perangkat keras (hardware) tersebut. Masalahnya adalah sesuai dengan
karakteristiknya, cara beroprasi dari setiap perangkat keras tentunya akan
berbeda-beda sesuai dengan standar pabrikan yang membuatnya. Untuk
mengatasi hal ini, dibuatlah suatu perangkat lunak yang disebut dengan
operating system. Operating system (sistem operasi) ini sudah ditulis oleh
pabrik yang berfungsi sebagai penengah antar perangkat keras dengan
perangkat lunak sehingga seorang penulis program tidak perlu mengerti benar
bagaimana teknis perangkat keras itu bekerja, namun cukup mengikuti
sintaksis bahasa yang dikenal oleh utilitas program tersebut. Selanjutnya,
intruksi-intruksi yang dibuat untuk menyelesaikan aplikasi tertentu adalah

dengan menggunakan kaidah bahasa pemrograman tertentu (Janguage

3 bid.
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sofware/utility programsdeveloping rools). Kemudian, intruksi tersebut akan
diterjemahkan lebih lanjut ke bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer.
Perangkat lunak yang dibuat dengan bahasa pemrograman itu selanjutnya
disebut sebagai perangkat lunak aplikasi (application software).”

Secara teknis, program komputer dibedakan atas program komputer
sistem operasi dan program komputer aplikasi:”
a. Program sistem operasi (Operating System)

Sistem operasi (singkatnya disebut OS) merupakan program yang
ditulis untuk mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan sistem
komputer.

OS berfungsi seperti manajer di dalam suatu perusahaan, yaitu
bertanggung jawab, mengendalikan dan mengoordinasikan semua operasi
kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. Disamping itu, OS dapat
juga bertindak pelayan restoran yang merupakan penghubung antara tamu
yang dilayani dengan kegiatan dapur yang mempersiapkan hidangan yang
dipesan. Di lain pihak, OS dapat juga bertindak seperti sutradara di balik
panggung. Penontoh hanya mengetahui bahwa pertunjukan telah berjalan
dengan baik dan lancar, tetapi pertunjukan tersebut tidak akan berjalan
sesuai dengan yang diharapkan jika tidak ada sutradara yang mengatur
semua kegiatan pertunjukan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang

pokok.”*

*2 Jbid., him. 81.
3 Jbid., him. 83.
™ Jogiyanto H. M, Pengenalan Komputer, Dikutip dari /bid.
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OS menjaga dan mengatur bahwa pengguna komputer dapat
menggunakan komputer dengan efisien. Hal in1 disebabkan karena CPU
beroperasi jauh lebih cepat daripada alat input dan output yang relatif
lambat, terutama dalam hal sistem internal networking, ataupun beberapa
komputer yang menggunakan/berbagi suatu perangkat yang sama
(biasanya mother board). Sistem operasi terdirli dari program kontrol
(cotrol program) dan OS service.

Program Aplikasi

Dari sisi pembuatannya, perangkat lunak dapat dikategorikan
dalam dua bagian, yakni: (1) program paket yang telah ditulis sebelumnya
(prewitten packages), yang terdiri dan paket aplikasi umum (application
plackages) dan paket sistem software (system sofiware packages), serta (2)
program yang dibuat. secara khusus berdasarkan pesanan pengguna
(custom-made program).

Berdasarkan distribusinya, sofiware dibedakan menjadi dua
macam, yaitu soffware berbayar dan software gratis atau free (freeware,
[free softare, shareware, dan aa’ware):95
1) Software Berbayar

Software berbayar merupakan sofiware yang didistribusikan
untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan
atau mendapatkan software in1 bisa membeli atau membayar pada

pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan

> Rully Charitas Indra, dkk., Mengenal Sofware for Beginers, Cetakan Pertama

(Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 04-05.
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software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menvebarluaskan
software tersebut secara bebas tanpa izin pemiliknya. Contoh sofhvare
berbayar adalah sistem Microsott Windows, Microsoft Oftice, Adobe
Photoshop dan lain-lain.”
2) Sofiware Gratis |

Freeware atau software gratis adalah sofiware komputer berhak
cipta yang gratis digunakan tanpa batas waktu. Freeware berbeda
dengan shareware yang mewajibkan penggunanya membayar
(misalnya, setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk
memperoeh fungsi tambahan). Para pengembang perangkat gratis
sering kali membuat freeware “untuk disumbangkan kepada
komunitas”, namun tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai
pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembang selanjutnya.
Freeware juga bisa didefinisikan sebagai program apa pun yang
didistribusikan secara gratis, tanpa biaya tambahan. Sebuah contoh
utama adalah suite browser dan mail client dan Mozilla news, juga

didistribusikan di bawah GPL (fiee software).””’

2. Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer
a. Perlindungan Menurut Hak Cipta

Pemberian perlindungan hak cipta terhadap program komputer di
dunia ini baru dilakukan pada akhir tahun 1980-an. Sebelum itu, para ahli

hukum dan juga pengadian‘-pengadilan di dunia beranggapan bahwa

% Ibid.
% bid.
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program Komputer tidak termasuk kategori karya yang dapat dilindungi
oleh hak cipta karena program komputer tidak memiliki ciri-ciri sebuah
karya tulis atau seni (/iterary or artistic) dan bentuknya tidak berwujud,
padahal untuk memperoleh perlindungan hak cipta suatu karya hendaklah
merupakan karya tulis atau karya seni dan harus dapat ditampilkan dalam
bentuk yang berwujud.”

Akan tetapi, sebagai respon dari tekanan pemerintah Amerika
Serikat dan perusahaan-perusahaan soffware multinasional yang menuntut
perlindungan hak cipta atas program komputer mereka, maka di akhir
tahun 1980-an banyak negara di dunia, termasuk indonesia,
mengamandemen Undang-Undang Hak Cipta mereka untuk memasukkan
program komputer dalam kategori literary work (karya tulis) untuk dapat
memperoleh perlindungan hak cipta.”

Perlindungan hak cipta atas program komputer secara otomatis
diberikan sewaktu program komputer tersebut telah tampil dalam suatu
medium atau bentuk wujud lainnya. Oleh karena itu, tidak diperlukan
prosedur formal seperti pendaftaran program komputer, untuk memperoleh
perlindungan hak cipta. Walau demikian, saﬁgat disarankan bagi pencipta
atau pemilik program komputer untuk mencantumkan copyright notic pada
program komputer mereka, khususnya untukv memperoleh perindungan

hak cipta secara mendunia dan untuk mencegah pembelaan berdasarkan

98.Aﬁfah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Menurut Hukum Hak
Kekayaan Intelektual”, dalam http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.
99 4 .
Ibid
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innocent infringer (ketidak sengajaan dalam membajak). Copyright notic

pada umumnya ditulis dalam format: © Nama Pemilik Hak Cipta, tahun

dimana program komputer itu pertama kali dipublikasikan, All Rights

Reserved (contoh: © faik foundation, 2013, All Rights Reserved). Pemilik

hak cipta hendaknya menampilkan Copyright notic dengan cara dan pada

tempat yang memungkinkan nofice itu terbaca dengan mudah oleh

pengguna program komputer. Tempat-tempat untuk menampilkan

copyright notic yang umumnya ada di:'%

1) Program komputernya sendiri, sehingga notice tersebut akan muncul
sewaktu kode asalnya (source code) dicetak

2) Dilayar monitor pengguna program komputer

3} Di medium di mana program komputer itu disimpan (misalnya, di
floppy disc atau CD-ROM)

4) Di manual komputer

5) Diseluruh hasil cetakan (printed output) dari program komputer
tersebut.

Hak cipta memberikan hak eksklusif yang sangat luas terhadap
pencipta atau pemegang hak cipta dart program komputer, tetapi terdapat
batas-batas perlindungan yang dapat diberikan oleh hak cipta.'"'
Berdasarkan doktrin fair use (penggunaan yang wajar), pengguna program

komputer diijinkan untuk menggandakan program komputer yang

' bid.
O 1bid.
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dibelinya untuk kepentingan pribadi tanpa perlu ada ijin dari pemegang
hak cipta program komputer tersebut. 102

Terbatasnya perlindungan hak cipta yang lainnya adalah dalam hal
terjadinya  reserved  engineering atas suatu  program  komputer.
Sebagaimana diketahui, hak cipta tidak memberikan perlindungan
terhadap ide dasar, t-etapi memberikan perlindungan terhadap karya yang
telah diwujudkan dalam bentuk material. Oleh karena itu, para programer
dapat terhindar dari gugatan hak cipta apabila mereka mengambil kode
dasar suatu program komputer, mempelajari flowchart dan fungsi kode-
kode itu dalam menjalankan program komputer, dan kemudian
menciptakan kode-kode baru berdasarkan flowchart yang telah dipelajari
untuk menghasilkan suatu program komputer baru yang fungsinya sama
dengan program komputer sebelumnya yang telah mereka reserved
engineering. Program komputer baru hasil reserved engineering ini secara
hukum tidak melanggar hak cipta dari program komputer sebelumnya.'%

Demikian pula dalam dalam hal penciptaannya suatu program
komputer yang identik dengan program komputer yang telah ada
sebelumya, maka program komputer yang baru tidak akan melanggar hak
cipta dari program komputer yang telah ada, sepanjang program komputer

yang baru, itu dibuat tanpa menjiplak. Oleh karena itu, untuk

membuktikan apakah memang suatu program komputer yang baru dibuat

' Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
Cetakatan Pertama (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), hilm. 314-315.

' Afifah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Menurut Hukum Hak
Kekayaan Intelektual”, dalam http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.



76

secara independen ataukah menjipak program komputer yang sudah ada,
maka perusahaan-perusahaan soffware biasanya menaruh “hidden
identifiers” (tanda tersembunyi), seperti salah eja atau variabel-variabel
tanpa makna, dalam program komputer mereka. Sehingga apabila ada
yang penjiplak program komputer mereka, maka tanda tersembuny:
tersebut akan muncul dan si penjiplak tidak akan dapat mengklaim bahwa
program komputer itu adalah ciptaan dia.'"

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam perlindungan hak cipta
program komputer adalah masalah siapa yang memiliki hak cipta atas
program komputer yang dibuat berdasarkan kontrak kerja. Pada umumnya,
terdapat dua jenis karyawan dalam industri software:'®’

a) Programer yang menjadi pegawai perusahaan. Hak cipta atas program
komputer yang dibuat mereka sesuai dengan kontrak kerjanya, secara
hukum dianggap milik dari perusahaan atau institusi yang
mempekerjakan dia, kecuali antara mereka diperjanjikan sebaliknya.'®

b) Programmer idependen (free lance) dan konsultan. Mereka secara
hukum dianggap sebagai pemilik hak cipta dari program komputer
yang dibuatnya, kecuali antara mereka dan pihak yang
mempekerjakannya membuat perjanjian tertulis yang

mengkualifikasikan pekerjaan pembuat program komputer itu sebagai

"% Ibid.

' Ibid.

'% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., hlm. 306.
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bl

“work for hire”, sehingga pemilik hak cipta dari program komputer

tersebut adalah pihak yang mempekerjakan mereka.'’’

Pemilik hak cipta program komputer dapat mengalihkan atau
melisensikan hak ciptanya kepada orang lain. Akan tetapi, yang dapat
dialihkan hanyalah hak ekonomi dari program komputer itu saja,
sedangkan hak moralnya tetap melekat pada pencipta/pengarang dari
program komputer tersebut dan hak moral tersebut tidak dapat dialihkan
atau dilisensikan dengan cara apapun, walaupun program komputer
tersebut diciptakan oleh s1 penciptanya berdasarkan hubungan kedinasan
atau work for hire.'®

Disamping penting untuk melindungi hak cipta dari program
komputer, maka tidak kalah pentingnya pula menghindari melakukan
pelanggaran hak cipta dari program komputer orang lain, baik secara
sengaja maupun tidak sengaja, karena hal tersebut dapat menimbukan
gugatan bernilal jutaan dolar. Untuk disebut melakukan pelanggaran hak
cipta atas suatu program komputer, maka banyak pengadilan cukup
melihat apakah ada “persamaan subtansial” antara dua program komputer.
Jadi walaupun yang dijiplak hanyalah sebagian kecil dari suatu program
komputer, tetapi sepanjang bagian yang kecil tersebut adalah subtansial,

maka pengadilan akan memutuskan telah terjadi pelanggaran hak cipta

atas program komputer tersebut. Subtansial juga dapat diartikan bahwa

107 71
Ibid.
Y% Afifah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Menurut Hukum Hak
Kekayaan Intelektual”, dalam http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.
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bagian dari program komputer vany dijiplak tersebut mensyaratkan tingkat
keahlian yang tinggi dan spesitik dari si penciptanya.'og
b. Perlindungan Menurut Hak Paten

Memperoleh perlindungan paten untuk program komputer adalah
lebih sulit daripada memperoleh perlindungan hak cipta untuk program
komputer karena untuk memperoleh perlindungan paten, suatu program
komputer harus memenuhi syarat patentabilitas yaitu program komputer
itu harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam
industri."" Disamping itu, program komputer tersebut juga harus memiliki
karakter teknis seperti metode atau prosedur teknis yang dapat digunakan
untuk memecahkan masalah teknis, agar program komputer tersebut dapat
diberi perlindungan paten.

Walaupun lebih sulit memperoleh perindungan paten, hak paten
memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pencipta program
komputer dibandingkan hak cipta. Tidak seperti hak cipta yang tidak dapat
melarang pembuat program komputer yang identik asalkan dibuat secara
independen/mandiri, paten dapat melarang hal tersebut. Setiap orang yang
membuat, menggunakan, atau menjual suatu program komputer yang sama
dengan program komputer yang sudah dipatenkan dapat dikenakan
tuduhan pelanggaran hak paten walaupun dia menciptakan program

komputernya secara mandiri tanpa menjiplak program komputer yang

109 -
Ibid.
_ "% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., him. 151-152.
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sudah dipatenkan tersebut. Hak paten juga melindungi program komputer
dari terjadinya reversed engineering,l '

Untuk memperoleh perlindungan paten, pencipta program
komputer harus mendaftarkan program komputernya di kantor paten di
tiap negara dimana dia menghendaki adanya perlindungan paten atas
program komputernya. Dengan berlakunya Patent Cooperation Treaty
(PCT) dimana Indonesia juga menjadi anggotanya, pencipta program
komputer dapat memperoleh perlindungan paten di negara-negara anggota
PCT yang dikehendakinya secara bersamaan.''”

Setelah pencipta program komputer memperoleh hak paten atas
program komputernya, maka dia berkewajiban membayar biaya tahunan
kepada kantor-kantor paten di negara-negara yang memberikan hak paten
kepada dia untuk mempertahankan hak paten yang diperolehnya. Dengan
prosedur seperti ini, maka biaya permohonan dan perlindungan paten
dapat menjadi sangat mahal. Untuk menentukan apakah memang perlu
memperoleh hak paten atas suatu program komputer, maka pemilik
program komputer harus membandingkan nilai ekonomi dan jual dari
program komputernya dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan
untuk memperoleh perlindungan paten. Apabila jangka waktu komersial

dar1 suatu program komputer hanyalah untuk beberapa tahun saja, maka

upaya mengajukan permohonan perlindugan paten atas program komputer

"' Afifah kusumadara, “Perlindugan Program Komputer Menurut Hukum Hak

Kekayaan Intelektual”, dalam http:/karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-
perlindungan-program.pdf, Akses 28 November 2013.
2 g
Ibid.
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tersebut menjadi mubadzir karena perlindungan paten dimaksudkan untuk
berlangsung selama 20 tahun dan bukan beberapa tahun saja. '
Untuk mengetahui perbedaan antara sistem perlindungan Hukum
Hak Cipta dengan Paten lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:
Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Paten

Sistem Perlindungan Hak Cipta Paten

Subyek _ Pencipta Inventor

Obyek Sent, Sastra dan [lmu Invensi Teknologi
Pengetahuan (Proses atau Alat)

Cara E\l}\’[endapatkan Deklaratif (Tanpa Konstitutif (Pendaﬂaran)

Peﬂ)i:n;ciung\‘én' Pendaftaran)

Jangka Wak{tli‘ Meninggal Ditambah 50 Biasa 20 Tahun,
Tahun Sederhana 10 Tahun

Sumber: Materi Kuliah Pengenalan HKI oleh Budi Agus Riswandi

E. Perlindungan Paten Menurut Hukum Islam
Paten adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (intellectual
property rights) yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri
(Industria Property Right). Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan
bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Pengertian

benda secara juridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak.

3 pid.
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Sedangkan yang dapat menjadi menjadi objek hak itu tidak hanya benda
berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.'"*

Dart pengertian tersebut, hukum islam juga mengenal istilah Hagq
Maaliyah (harta/benda) yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu
yang legal menurut hukum syara’, seperti jual beli, pinjam meminjam,
konsumsi dan lain-lain. Sedangkan menurut terminologi fiqih, hasil
pembahasan jumhur ulama tentang harta (benda) tidak hanya bersifat materi,
tetapi juga termasuk mantaat dari suatu benda. Lebih lanjut lagi Ibn *Arafah
berpendapat bahwa; “harta secara lahir mencakup benda yang dapat diindra
dan benda yang tidak dapat diindra (manfaat).'” Oleh karena itu, Melihat
kasus di Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara
dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak kekayaan intelektual
(HKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk produk
software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data International Data
Corporation (IDC), potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS
per tahun. Sebetulnya, langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan.
Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan. Para pembajak
terus berusaha mencari celah untuk dapat memperdagangkan produk-produk
ilegal tadi demi meraup keuntungan tanpa harus susah payah membuat sendiri

program komputer tersebut.'

""" H. OK Saidin, loc. cit.

"> Aunur Rohim Faqih, et. al., HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, Cetakan Pertama
(Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), him. 21.

! http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/1yc721-inilah-
hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam, Akses 1 Desember 2013, 05.35
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Kaitan dengan perlindungan hak kekyaan intelektual termasuk hak
paten para Ulama di Indonesia turut memberikan perhatian serius terhadap
maraknya praktik pelanggaran HKI yang akhimya Majelis Ulama Indonesia
(MUI) menetapkan Fatwa Nomor: 1I/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Paten.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menctapkan Fatwanya didasarkan
pada sumber hukum islam. Pertama pada ayat-ayat Al-Qur'an yang kedua
adalah hadis dan yang ketiga adalah hasil ijtthad para ulama’ figih terdahulu.
Hal ini dapat dilihat dart ayat-ayat yang digunakan dalam fatwa tersebut
adalah:'"’

1. Q.S. An Nisa’: 29

L ] s, = E, 38 2. - 5

| Jodb e el (Sl Bylesl V1,50 RNV

z Lo zegwe S LS Es a2 T L

T2 be) V.i) OF Al o) el e ¥y A5

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

Jjanganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.

?,..

y'p‘}o;%ii‘-\.)/'ﬁﬁo

2. Q.S.AsySyua’ara’: 183

r—

) st 2D 3 5555 N5 At lAT T 55 Y5

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
Jjanganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

"7 Aunur Rohim Faqih, et. al., op. cit., him 59.
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3. Q.S. Albagoroh: 279

&=
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Seats wEml 25 0l cdsads Al G e 15050 Tsaas 3 o

R

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan
Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Menurut Aunur Rohim Faqih dkk.,:

“Ketiga ayat Al Quran yang digunakan oleh MUI sebagai dasar untuk
mengeluarkan fatwa tentang perlindugan paten di rasa belum optimal.
MUI dalam fatwanya tersebut lebih banyal menggunakan dasar hukum
avat perbuatan curang dalam jual beli, riba dan berjudi. Sehingga
dirasakan belum optimal. Karena pembajakan HKI bukan termasuk dalam
kategori judi, riba atau praktek curang dalam jua beli melainkan lebih
cenderung kepada pencurian, yaitu pencurian hasil ide dan kreasi
manusia.”

Maka, sejalan dengan itu dasar hukum islam tentang pencurian
semestinya juga menjadi dasar rujukan dalam mengeluarkan fatwa
sebagaimana sabda Rasullullah SAW: “Tidak halal harta milik orang islam
kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Imam Daruquthni; melalui Annas

119

ra.). ~ Namun meskipun demikian, fatwa tentang perlindungan HKI termasuk

Paten yang sudah ada telah memberikan kontribusi positif terhadap
perlindungan paten dan dapat digunakan sebagai filter dalam proses

pendaftaran paten di Indonesia.'*’

"8 Ibid., him. 74.

"' Fatihudin Abdul Yasin, Kita Bertanya Islam Menjawab, Cetakan Pertama
(Surabaya: Terbit Terang) him. 517.

2% Aunur Rohim Fagqih, et. al., loc. cit.
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PERLINDUNGAN PATEN ATAS PROGRAM KOMPUTER YANG
BERHUBUNGAN DENGAN INVENSI DI INDONESIA DAN AKIBAT

HUKUM DARI PERLINDUNGANNYA

A. Perlindungan Paten atas Progam Komputer yang Berhubungan dengan
Invensi di Indonesia
Perundang-undangan mengenai paten lahirnya tidak lepas dari
kepentingan perdagangan (ekonomi). Indonesia mengenal paten sejak masa
kolonial Belanda yakni dengan berlakunya Octrooiwet 1910, yang berlaku 1
Juli 1929. Kemudian sejak tahun kemerdekaan, sebenarnya Indonesia belum
memiliki UU yang mengatur paten, kecuali warisan Belanda, yang dikenal
saat itu Octrooi. Kekosongan perlindungan mengenai paten saat itu
sebenarnya telah diusahakan untuk diatasi dengan menyusun RUU Paten.
Tahun 1984, UU paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan
menghasilkan UU No. 6 tahun 1989, yang berlaku efektif tahun 1991. Dengan
tyjuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia direvisi
dengan UU No. 13 tahun 1997 tentang Paten dan selanjutnya direvisi kembali
dengan UU No, 14 tahun 2001."
Menurut Pasal 1 UU No, 14 tahun 2001 tentang Paten, disebutkan
bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor

atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

' Endang Purwaningsing, Pekembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian
Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten,
Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 13.
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melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di indonesia, devinisi invensi yang
dapat diberi paten diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Tahun
2001 Tentang Paten, yang berbunyi sebagai berikut:*

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa

produk atau proses, atau penyempurnaan atav pengembangan produk
atau proses”

Di samping ketentuan mengenai invensi yang dapat diberi paten yang
diatur dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, suatu invensi juga harus tidak termasuk
dalam invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana diatur dalamn Pasal 7
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.’

Mengingat Pasal 7 UU Paten tidak menyinggung program komputer,
invensi terkait-program komputer bukan termasuk program komputer yang
tidak dapat diberi paten.

Perlindungan Paten atas Program komputer yang berhubungan dengan
Invensi di Indonesia telah mendapatkan perlindungan. Hal tersebut, dikuatkan
dengan adanya beberapa invensi yang berhubungan dengan program komputer
telah diberikan paten oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
Kementrian Hukum dan HAM RI yaitu Paten dengan nomor ID 0 021 842, judul

invensi “Jembatan Tipe” pemohonnya Microsoft Corporation dan ID 0 025

791 dengan Judul Invensi “Perlatan dan Metode untuk Mendeteksi Radiasi

? Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
Cetakatan Pertama (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), him. 150.
* Ibid., him. 157-156

4
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atau Pelindung Radiasi di dalam Kontainer Pelayaran™ pemohonnya Vertainer
Corporation.4

Selain itu dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Arif selaku
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Paten DJHKI mengatakan bahwa:
terkait perlindungan paten atas program komputer di Indoneisa, Direktorat
Paten dalam memberikan perlindungan paten berdasarkan interprestasi
terhadap UU Paten dan aturan terkaitnya, maksudnya perlindungan terhadap
suatu invensi, hukum tidak boleh mendikotomi antara Hak Cipta dengan Hak
Paten, karena ilmu pengetahuan semakin lama semakin berkembang tuntutan
terhadap perlindungan invensi yang dihasilkan para inventor harus
diperhatikan untuk menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi,
dan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri. Beliau mencontohkan
liberasisasi perlindungan paten atas program komputer di negara Cina yang
sukses dengan industri teknologinya dibidang teknologi informasi (TI).
Kemudian beliau mengatakan perlindungan paten atas program komputer
dapat diberikan apabila memenuhi kriteria invensi yang dapat diberikan
perlindugan paten yaitu : (a) dianggap berfungsi berupa Produk/alat, (b)
Invensi tersebut, menyelesaikan efek teknis dalam suatu solusi permasalah di
bidang teknologi. Hal tersebut, sangat terkait dengan keyakinan pemeriksa
paten dengan keahlian keilmuan yang dimilikinya.” Karena itulah diberikan

atau tidaknya paten tergantung dari keahlian pemeriksa paten di bidangnya.

‘_' http://paten-indonesia.dgip.go.id/viewdata/P20000275, Akses 31 Oktober 2013.
> Wawancara dengan Arif, Kasubag Tata Usaha Direktorat Paten DJHKI, Kantor
Direktorat Paten, Tangerang, 04 November 2013.
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Robinson Sinaga sebagal pemeriksa paten pada Direktorat Jendral Hak
Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI dalam artikelnya
mengatakan bahwa:"

“Berdasarkan ketentuan Pasal | angka 2 dan Pasal 7 UU Paten,

invensi terkait program komputer dapat termasuk invensi yang dapat

diberi  paten asalkan invensi tersebut mengandung kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik didalam teknologi.

Sayangnya, penjelasan mengenai pengertian “pemecahan masalah
yang spesifik di bidang teknologi” tidak ditemukan undang-un.dang paten.
Demikian juga, pasal-pasal yang terkandung dalam UU Paten tidak satupun
yéng menyebut atau menyinggung secara spesifitk mengenai program

- komputer. Berbeda dengan UU Paten petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtantif
Paten (selanjutnya disebut Petunjuk Teknis) telah menyinggung atau
menyebut “Program Komputer”.?

Berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut, program komputer aplikasi
sendinn tidak termasuk dalam lingkup invensi yang diberi paten karena
program komputer tersebut hanyalah serangkaian intruksi untuk
mengendalikan suatu urutan operasi dari sistem pemrosesan data sehingga
cenderung merupakan metode dalam bidang ilmu pengetahuan, meskipun di-
instal dalam suatu komputer.® Namun demikian, jika program komputer
tersebut dapat dikombinasikan dengan perangkat keras dan menghasilkan

kontribusi teknis dibandingkan dengan prior art, kombinasi yang demikian

dapat termasuk dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten. Demikian

® Robinson Sinaga, op. cit., hlm 09.

” Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Paten,
him. 48

® Ibid.
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juga, suatu alat yang dapat dijalankan oleh suatu program komputer dapat
dianggap sebagai invensi.’ Petunjuk teknis tesebut lebih lanjut memberi
penjelasan bahwa klaim dari paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invensi dapat berupa klaim metode dan klaim peralatan.

Klaim merupakan bagian terpenting dari suatu permohonan paten.
Bagian inilah yang menentukan luas tidaknya lingkup perlindungan suatu
paten. Bagian ini pulalah yang terutama diperiksa oleh pemeriksa paten untuk
menentukan kebaruan (novelty), langkah inventit (inventive step), dan dapat
diterapkan dalam industr1 (industrial applicability) suatu invensi. Oleh karena
itu, pemahaman mengenai klaim dan cara penulisan sangat penting bagi
inventor dan pemohon paten untuk memperoleh lingkup perlindungan paten
yang maksimal."

Selain penjelasan mengenai program komputer yang diatur dalam
petunjuk teknis'', penjelasan atau tuntutan lebih lanjut mengenai paten atas
program komputer yang berhubungan dengan invensi tidak ditemukan
didalam petunjuk teknis tersebut. Petunjuk teknis tidak memuat bagaimana
cara menentukan apakah paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invensi dapat masuk sebagai jenis invensi (subject matter) yang dapat
diberi paten, padahal hal ini sangat diperlukan mengingat kekhasan paten atas

program komputer yang berhubungan dengan invensi. Hal i1 sangat terkait

dengan pengertian atau penjelasan dari terminologi “pemecahan masalah yang

? Ibid., him. 49

'® Andrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Cetakatan Pertama (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), him. 85.

" DJHKI, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtantif Paten, him. 48-49.
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speéiﬁk di bidang t'ekhologi”. Untuk dapat memenuht termineclogi tersebut,
suatu invensi harus mempunyai karakter teknis (rechnical character) dan
menunjukkan efek teknis (technical effect).

Sementara 1tu, paten atas program komputer yang berhubungan dengan
invensi akan kesulitan memenuhi karakter teknis dan efek teknis tersebut.
Oleh karenanya, jika tidak ada penjelasan atau tuntunan yang rinci mengenai
penilaian (fest) untuk paten atas program komputer yang berhubungan denéan
invensi, bisa jadi setiap invensi yang ada kaitanya dengan program komputer
dapat saja dianggap sebagai jenis invensi (subject matter) yang dapat diberi
paten, atau sebaliknya, setiap invensi yang ada hubungannya dengan program
komputer akan dianggap sebagai invensi yang tidak dapat diben kpaten karena
tidak memenuhi pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten.'”

Selain tidak adanya penjelasan mengenai test subject matter untuk
paten atas program komputer yang berhubungan dengan invens¥, petunjuk
teknis tersebut juga tidak memuat pengaturan cara penulisan atau penyusunan
diskripsi dan paten atas program komputer yang berhubungan dengan invensi.
Karena tidak adanya tuntunan yang jelas mengenai penulisan diskripsi dalam
petunjuk teknis tersebut, penulisan diskripsi dari paten atas program komputer
yang berhubungan dengan invensi dapat ditafsirkan sama dengan penulisan
deskripsi dari paten atas program komputer yang tidak berhubungan dengan
invensi. Padahal paten atas program komputer yang berhubungan dengan

invensi berbeda dari paten atas program komputer yang tidak berhubungan

" Robinson Sinaga, op. cit., him. 09.
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dengan mvensi pada umumnya mengandung elemen-elemen literal dan non-
literal.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penulisan diskripsi paten
atas program komputer yang berhubungan dengan invensi dapat
mengakibatkan timbulnya perbedaan yang sangat signifikan perihal penulisan
diskripsi paten atas program komputer yang berhubungan dengan invensi,
karena pemeriksa paten tidak mempunyai acuan atau tuntunan yang jelas.
Dengan kata lain, suatu paten atas program komputer yang tidak berhubungan
dengan invensi dapat ditulis dengan menjelaskan ide-ide yang terkandung
dalam program komputer, sementara paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi lainnya tidak ditulis dengan cara itu. Akibatnya,
DJHKI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat paten dapat dianggap
bersifat tidak konsisten dalam hal penulisan pengungkapan paten atas program
kbmputer yang berhubungan dengan invensi.

Demikian juga, Petunjuk Teknis tidak memuat tuntunan dalam
penentuan atau penilaian patentabilitas dari paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi. Padahal paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi pada umumnya mengandung informasi struktur
logika dari program komputer yang diklaim. Untuk menilai patentabilitas,
khususnya langkah inventif dari klaim yang semacam ini, keahlian khusus
sangat diperlukan. Cara penilain patentabilitas, khususnya langkah inventif
dari paten atas program komputer yang berhubungan dengan invensi

sebaiknya dibedakan dari penilaian patentabilitas dari paten atas program
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komputer yang tidak berhubungan dengan invensi. Hal tersebut dapat dilihat

dengan membandingkan pengaturan paten atas program komputer yang

berhubungan dengan invensi di negara maju seperti:

1. Perlindungan Paten atas Program Komputer yang Berhubungan dengan
Invensi di Amerika

Perdebatan mengenai apakah program komputer dapat dilindungi
secara hukum melalui sistem paten telah dimulai sejak tahun 1966. Pada
saat itu, komisi sistem paten yang dibentuk presiden Johnson mengajukan
suatu report yang menentang pemberian paten untuk program komputer
dengan alasan bahwa program komputer bukan termasuk suatu proses
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten Amarika Serikat. '3
Perlindungan hukum melalui sistem paten terhadap program

komputer yang berhubungan dengan invensi di Amerika serikat dimulai
sejak tahun 1981. Perlindungan hukum melalui sistem paten ini diawali
oleh kasus Diamond v. Diehr.'* Dalam kasus Diamond v. Diehr tersebut,
the US Supreme Court (Mahkamah Agung Amerika Serikat)
memerintahkan kantor paten dan merek Amerika Serikat untuk memberi
paten atas invensi yang menggunakan program komputer. Invensi yang
terkait dalam Diamond v. Diehr adalah invensi yang berhubungan dengan
a method for curing rubber (suatu metoda untuk mengawetkan karet).

Metode tersebut menggunakan komputer untuk menghitung dan

" Robinson Sinaga, “Sofware Related Inventions (Paten Untuk Invensi Terkait
Program Komputer) Perbandingan Jepang, Amerika Serikat Dan Indonesia”, dalam Media
Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Edisi No. 6 Vol. VIL, (Desember 2010), hlm. 05.

" Diamond v. Diehr, 450 uUs 175,
1981,<http://supreme.justia.com/us/450/175/case.html>, 1 Desember 2013.



92

mengontrol waktu pemanasan karet. Selain program komputer, invensi
tersebut juga mencakup tahap-tahap yang terkait dengan pemanasan karet,
dan penghindaran karet dari panas. Mahakamah Agung Amerika Serikat
berpendapat bahwa invensi tersebut merupakan proses untuk mencetak
karet dan tidak hanya terkait dengan algoritma matematika, meskipun fitur
yang baru dari invensi ini hanyalah proses waktu yang dikontrol oleh
komputer."

Kasus Diamond v. Diehr im1 bermula ketika permohonan paten
yang diajukan oleh James Diehr dan Theodore pada 6 Agustus 1975
ditolak oleh USPTO. Dalam penolakannya, alasan pemeriksa paten
menolak invensi tersebut adalah bahwa invensi yang diklaim dalam
permohonan paten tidak termasuk dalam subjec matter yang diatur dalam
35 U.S.C § 101. Atas penolakan tersebut, Diehr mengajukan banding ke
The Patent and Trademark Olffice Board of Appeals. Board of Appeals
dalam putusannya setuju dengan pendapat pemeriksa paten dan karenanya
tidak diterima banding tersebut. Diehr kemudian mengajukan keberatan ke
the Court of Customs and Patent Appeals, dan court tersebut menerima
keberatan Diehr. Atas putusan the Court of Customs and patent Appeals
tersebut, keberatan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat diajukan. Pada

fanggal 3 Maret 1981, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan

** Robinson Sinaga, op. cit., him. 06.
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putusannya yang memerintahkan USPTO untuk memberikan paten
terhadap invensi yang diajukan oleh Diehr.'®

Sebagai negara penganut cormmon law system, putusan Diamond v.
Diehr wajib diikuti dan diacu untuk kasus-kasus atau hal-hal yang ada
kaitan dengan putusan tersebut. Dengan demikian, sejak [981, program
komputer telah masuk dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten.
Sebagai tindak lanjut dari putusan Diamond v. Diehr tersebut, USPTO
mengeluarkan suatu petunjuk teknis yang disebut “Examination
Guidelines for Computer Software Patent Applications” Guidelines
tersebut telah menjadi petunjuk dan landasan bagi invensi terkait-program
komputer untuk dapat diberi paten.

Mengingat perkembangan yang pesat terkait dengan invensi
terkait-program komputer, USPTO kemudian mengeluarkan “Examination
Guidelines for Computer-Related Invention” pada tahun 1996. Guidelines
ini mengandung paling tidak tiga hal penting di bidang invensi terkait-
program komputer di Amerika Serikat.'’

Ketiga hal penting tersebut adalah:'®
1. Jenis invensi (Subject matter) yang dapat dipatenkan harus mempunyai

aplikasi praktis dan termasuk dalam bidang teknologi.
2. Ide yang semata-mata bersifat abstrak atau proses yang memanipulasi

algoritma matematika tidak termasuk invensi. Namun, jika 1de atau

16 .

Ibid.
'; Japan Paten Office and Asia-Pasific Industrial Property Center, bid.
1 .

Ibid.
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algoritma tersebut dapat diterapkan secara praktis, ide atau algoritima

tersebut dapat dianggap sebagai klaim proses.

(O8]

Meskipun struktur data tidak dianggap sebagai subject matter yang
dapat diberi paten, namun struktur data yang demikian masih dapat
dianggap sebagai invensi jika struktur data tersebut disimpan dalam
suatu media yang dapat dibaca komputer.

Guidelines 1ni  dimaksudkan untuk membantu para pegawai
USPTO, khususnya pemeriksa paten dalam melakukan pemeriksaan
permohonan paten mengandung program komputer yang berhubungan
dengan invensi.'” Guidelines tersebut disusun berdasarkan pemahaman
atas undang-undang dan diyakini tidak bertentangan dengan putusan-
putusan pengadilan.?’

Berdasarkan Guidelines tersebut, pemeriksa paten yang akan
memeriksa permohonan paten mengandung program komputer yang
berhubungan dengan invensi harus terlebih dahulu melakukan evaluasi
terhadap invensi tersebut dengan langkah-langkah berikut sebelum tahapan
pemeriksaan patentabilitas:”

a. Menentukan hal apa yang dilakukan oleh suatu komputer bila program
tersebut melakukan proses yang diatur oleh perangkat lunak (yakni

fungsionalitas dari komputer yang diprogram)

' USPTO, Examination Guidelines for Computer Software Patent Application,
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pdf/ciig.pdf, Akses 1 Desember 2013.

* Robinson Sinaga, op. cit., him. 07.

* hid.
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b. Menentukan bagaimana komputer akan dikonfigurasi untuk
menyediakan fungsionalitas tersebut (yakni elemen-elemen apa yang
membentuk komputer yang diprogram tersebut) dan bagaimana
elemen-elemen tersebut dikonfigurasi dan saling terkait satu sama lain
untuk menyediakan fungsionalitas yang spesifik dan

c. Jika langkah-langkah tersebut diatas terpenuhi, menentukan hubungan
komputer yang diprogram terhadap subject matter di luar komputer
yang membentuk invensi tersebut (misalnya mesin, peralatan material,
atau tahapan-tahapan proses selain daripada tahapan-tahapan yang
merupakan bagian dari atau dilakukan oleh komputer yang terprogram
tersebut).

Spesifikasi permohonan paten yang mengandung program
komputer yang berhubungan dengan invensi juga diatur dalam Guidelines
tersebut. Dalam bagian “Adequate Written Description” dani Guidelines,
spesifikasi permohonan paten yang mengandung invensi terkait-program
komputer dinyatakan sebagai berikut:**

“For a Computer-related invention, the disclosure must enable a

skilled artisan to configure the computer to posses the requisite

. Sfunctionality, and where applicable, interrelate the computer with
other elements to yield the claimed invention, without the exercise
of undue experimentation. The specification should disclose how to
configure a computer to possess the requisite functionality or how
to integrate the programmed computer with other elements of the

invention, unless a skilled artisan would know how to do so without
such disclosure”.

2 Ibid.
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Berdasarkan Guidelines tersebut, pengungkapan invensi dalam
diskripsi dapat berbeda dari pengungkapan invensi yang tidak terkait-
program komputer. Demikian juga, pengadilan yang berwenang
menangani kasus-kasus invensi terkait-program komputer memberikan
penafsiran yang berbeda terhadap cara pengungkapan invensi terkait
program komputer memberikan penafsiran yang berbeda terhadap cara
pengungkapan invensi terkait-program komputer.23

Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan invensi terkait-
program komputer yang dimuat dalam Guidelines memberikan tuntunan
yang spesifik, khususnya terkait persyaratan langkah inventif. Apabila
klaim invensi telah memenuhi persyaratan kebaruan, persyaratan langkah
inventif harus diperiksa. Jika perbedaan antara invensi yang diklaim dan
prior art hanya terletak pada material deskriptif yang disimpan pada atau
digunakan oleh suatu mesin, pemeriksa paten harus menentukan apakah
material deskriptif tersebut merupakan material deskriptit fungsional atau
material deskriptif non-fungsional. Material diskriptif fungsional
merupakan batasan dalam klaim dan harus dianggap dan dipertimbangkan
dalam menilai patentabilitas berdasarkan 35 U.S.C § 103. Jika material
diskriptif fungsional tersebut tidak ditemukan atau tidak diungkapkan
dalam prior art, maka klaim dapat dianggap mengandung langkah
inventif. Sebaliknya, jika material deskriptif fungsional tersebut

diungkapkan dalam prior art, maka klaim dianggap tidak mengandung

 Robinson Sinaga, loc. cit.
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langkah invennt. Marerial deskriptif non-fungsional tidak dapat membuat
suatu invensi menjadi mengandung langkah inventif, di mana invensi
tersebut sebenamya telah dapat diduga orang yang ahli di bidangnya. #

Wincor menvatakan claim which are too broad may be

disallowed by the examiner, but those which are too specific may result in
unexpected restriction an the inventor’s monoply (klaim yang terlalu luas
mungkin ditolak oleh pemeriksa/Dirjen Paten, tetapi klaim yang terlalu
spesifik mungkin mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang tidak
diharapkan pada monopoli penemuan. Untuk merumuskan klaim harus
dipahami benar-benar spesifikasinya, karena klaim inilah letak dasar
perlindungan paten.”
Lebih lanjut, keadaan umum yang mangandung material deskriptif
non-fungsional dijelaskan dalam Guidelines tersebut, sebagai berikut:2°
a) Media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang berbeda dari
prior art semata-mata terkait dengan material deskriptif non-
fungsional, sepertt musik atau literary work, yang dienkode pada
media tersebut;
b) Komputer yang berbeda dari prior art semata-mata terkait dengan
material deskriptif non-fungsional yang tidak dapat mengubah

bagaimana fungsi-fungsi mesin (yaitu material deskriptif tidak

merekonfigurasi komputer), atau;

* Ibid., him. 08.

** Endang Purwaningsing, op.cit., him. 76.

% Robert P, Merges, “Sofware and Paten Scope: A Report from the middle Innings”,
Dikutip dari Robinson Sinaga, loc. cit.
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¢) Proses yang berbeda dari prior art semata-mata terkait dengan material
deskriptif non-fungsional yang tidak dapat mengubah bagaimana
tahapan-tahapan proses akan dilakukan untuk mencapai kegunaan
invensi.

Klaim dari invensi terkait-program komputer dapat dilakukan
ditulis sebagai klaim peralatan dan atau klaim proses.27 Di samping itu,
klaim dari invensi terkait-program komputer dapat juga ditulis dalam
bentuk lainnya.”® Meskipun Guidelines telah memberi petunjuk perihal
mvenst terkait-program komputer, USPTO dalam prateknya seringkali
tidak konsisten dalam menangani invensi terkait-program komputer. Hal
ini dapat dilihat dari perlakuan USPTO terhadap klaim sinyalterpropogasi
di mana klaim yang demikian dianggap tidak termasuk dalam lingkup
subject matter yang dapat diberi paten.”’

Perlindungan Paten atas Program Komputer yang Berhubungan dengan
Invensi di Jepang

Perkembangan ekonomi dan teknogi Jepang telah mencengangkan
dunia sejak Perang Dunia II. Bahkan, dalam menghadapi badai krisis
ekonomi akhir tahun 1990-an, jepang telah tumbuh menjadi pusat

teknologi, bisnis, ekonomi, dan politik yang berpengaruh di dunia. Jepang

*7 Klaim peralatan dapa ditulis sebagai berikut “sutu sistem komputer yang terdiri

dart modul A, modul B, dan Modul C”, sedangkan klaim proses dapat ditulis sebagai berikut
“suatu metoda untuk membangkitkan antarmuka pengguna grafik yang terdiri dari tahab A,
tahab B, dan Tahab C”.

* Daniel W. McDonald et al., “software Paten Litigation”, Intellectual Property

Litigation Comitte Roundtable Discussion, April 2006 : 2,
http://euro.com.edu/program/law/08-732/Patents/SofwarePatentLitigation.pdf, Akses 1
Desember 2013,

* Robinson Sinaga, op. cit., him. 08.
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yang semula negara agrikultur berubah menjadi nevara industri. Era
industriaisasi setelah membuka era baru bagi jepang dari isolasi
pemerintah Tokugawa menjadi negara terbuka di bawah restorasi Meiji.*°

Transtormasi kemajuan teknologi-ekonomi Jepang sangat tinggi,
didorong oleh kemampuan dan kemauan menyerap hal-hal baru tanpa
mengubah kultur asli mereka. Era Tokugawa yang menolak hal-hal asing
dirombak oleh Meiji yang menjadikan Jepang penyerap beragam inovasi
teknologi dan menekankan perkembangan ekonominya pada hak milik
intelektual, khususnya demi kemajuan Iptek. Kurangnya sumberdaya alam
menjadikan jepang lebih menitikberatkan pada hak milik intelektual
sebagai suatu upaya pencapaian kemajuan yang cepat dengan catch-up dan
trial blazer; mengadopsi sistem intellectual property right dari Barat. Visi
Jepang pada tahun 1980-an adalah untuk membentuk citra Jepang sebagai
technological state yang mengawali usahanya sebagai bangsa pedagang
dan berubah menjadi negara industri. Jepang telah menjadi simbol
“techno-natinalism™.”"

Sistem paten Jepang ditunjukan utamanya untuk menstimulasi
komersialisasi dan perlindungan teknologi baru. Sistem ini dibuat untuk
kepentingan mengejar ketertinggalan teknologi dari Barat.*?

D1 Jepang, sejak berlakunya Patent Act No. 21 tahun 1959 (art, 70)
telah diatur mengenai luasnya perlindungan yang cenderung sama dengan

perlindungan di Amerika. Marzuki menyatakan, bahwa perlindungan paten

3 Endang Purwaningsing, op.cit., him. 59.
' Ibid., him. 60.
* Ibid.
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di Jepany adalah sama dengan di Amerika, karena Jepang meniru sistem
Amerika yang dinilai seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan.”
Menvetujui pendapat tersebut, pada kenyataannya hukum paten modern
jepang lebih mengacu ke negara Amerika, baik dalam peraturan hukum
maupun dalam putusan pengadilan,34 Dari hal tersebut, dapat dipahami
kenapa Jepang juga melindungi Paten atas Program komputer karena juga
mengacu ke negara Amerika Serikat.

Di Jepang, definisi invensi yang dapat diberikan paten diatur dalam
Pasal 2 The Patent Act of Japan (Undang-Undang Paten Jepang), yang
berbunyi:

“Invention in this Act means a highly advanced creation of
technical ideas untillizing the law of nature >

Pada kenyataannya, paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi tidak mempunyai hubungan yang langsung
dengan the laws of nature (hukum alam)°®. Oleh karenanya, jika semata-
mata berdasarkan definisi dalam Pasal 2 Undang-Undang Paten jepang
tersebut, maka paten tidak dapat diberikan terhadap invensi terkait-
program komputer.’’

Mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang terkait-program

komputer, khususnya di jepang dan besarnya tuntutan masyarakat dan para

* Endang Purwaningsing, op. cit., him. 78.

M Ibid.

3 Japan, The Patent Act of  japan, Articel 2, dalam
hhtp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/haurei/data/P A.pdf, akses 1 Desember 2013

*® Japan Patent Office and Asia-Pasific industrial Property Centre, Introduction to
software Patents 13, dalam http://www training.iprsupport-
Jpo.jp/en/modules/tinyd3/index.php?0d=1429, akses 1 Desember 2013

37 Robinson Sinaga, op. cit,, him 02.
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pelaku industri yang berkaitan dengan invensi terkait program komputer,
pemerintah jepang melalui kantor patenya/Japan Patent Office (JPO)
mempertimbangkan penyediaan perlindungan hukum melalui sistem paten.
Untuk itu JPO menyikapi secara bijak keterbatasan definisi invensi yang
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Paten Jepang kebijakan JPO tersebut
dilakukan melalui Guidelines for Patent Examination (Petunjuk Teknis
Pemeriksaan Paten) yang menjelaskan secara rinci mengenai invensi
terkait-program komputer yang dapat diberi paten. Untuk memberi
landasan pemeriksaan permohonan paten yang berhubungan dengan
invensi terkait program komputer, JPO telah melakukan paling tidak lima
kali perubahan atas petunjuk teknis pemeriksaan paten.3 ’

Pada tahun 1975, untuk pertama kali JPO telah mengeluarkan
Examination Guidelines for Computer Software-Related Inventions
(Petunjuk Teknis Pemeriksaan untuk Invensi Terkait-Program Komputer),
yang untuk selanjutnya disebut petunjuk teknis 1975. Dalam petunjuk
teknis ini, invensi terkait-program komputer yang dapat diberi paten hanya
apabila program komputer tersebut mengandung hubungan sebab dan efek
dari teknik-teknik yang diperlukan untuk membuat komputer melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan didasarkan pada hukum alam.
Disamping itu menurut petunjuk teknis ini, hanya proses terkait-program
komputer yang dapat diberi paten. Program komputer aplikasi dianggap

tidak dapat diberi paten karena program yang demikian adalah subjec

*8 Ibid.
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matter yang abstrak. Sama halnva. paten nidak dapat diberi untuk media
yang terkait dengan invensi terkait-program komputer karena media yang
seperti itu dianggap hanya penyimpanan semata untuk prosedur
komputer.*’

Mengingat perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi
yang berhubungan dengan paten atas program komputer yang
berhubungan  dengan  invensi,  khususnya  teknologi  terapan
mikrokomputer, petunjuk teknis teknis 1975 tersebut dipandang sudah
tidak memadai sebagai landasan pemeriksaan paten yang berhubungan
dengan investasi terkait program komputer. Oleh karenanya, pada tahun
1982, JPO kembali mengeluarkan suatu petunjuk teknis yang disebut
dengan ““Implementing  Guidelines For Inventions Related To
MicrocompuZe/;-Applied Technology & Examination Treatment Of OS-
Related Technology” yang selanjutnya disebut petunjuk teknis 1982.
Petunjuk teknis 1982 ini dimaksudkan sebagai pelengkap atas petunjuk
teknis 1975. Salah satu hal yang signifikan dari petunjuk teknis 1982
adalah lingkup invensi yang terkait program komputer yang dapat diberi
paten diperluas dari sebelumnya hanya terbatas pada klaim proses yang
terkait program komuter menjadi klaim aparatus. Dengan demikian
melalui petunjuk teknis 1982, invensi terkait program komputer mikro

dapat dikalim sebagai aparatus yang mempunyai fitur-fitur yang

* Ibid.



103

didasarkan pada alat yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya.*’

Pada tahun 1993, JPO kembali mengeluarkan petunjuk teknis yang
diberi judul “Examination Guidelines for Invention in Spesific Fields”
(selanjutnya disebut petunjuk teknis 1993). Petunjuk teknis 1993
merupakan gabungan dari petunjuk teknis 1975 dan petunjuk teknis 1982
dan dimaksudkan untuk mencakup secara lebih luas invensi terkait-
program komputer. Invensi terkait-program komputer dianggap
menggunakan hukum alam sehingga dapat diberi paten, hanya jika
persyaratan pertama dan kedua berikut terpenuhi.*’

Persyaratan pertama adalah invensi mengenai pemrosesan
informasi berbasis perangkat lunak yang menggunakan hukum alam
termasuk (1) kontrol Aardware resaurces atau pemrosesan yang terlibat
dalam kontrol hardware resaurces, misalnya ketika perangkat lunak
digunakan untuk mengontrol mesin (hardware resources), kontrol dan
pemrosesan yang terlibat dianggap sebagai penggunaan hukum alam, (2)
pemrosesan informasi yang didasarkan pada karakter fisik atau teknik dari
subect matter, misalnya ketika perangkat lunak digunakan untuk
memproses (misalnya meningkatkan) data gambar yang diperoleh dengan
menggunakan pemindai gambar (image scanner), proses tersebut

didasarkan pada sifat-sifat fisik dari data gambar yang diperoleh dengan

“® 1bid.
* Ibid.
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menggunakan pemindat. yang dengan demikian dianggap menggunakan
hukum alam.™*

Persyaratan kedua adalah invensi mengenai pemrosesan informasi
berbasis perangkat lunak aplikasi yang tidak dianggap menggunakan
hukum alam masih dapat dianggap sebagail invensi yang menggunakan
hukum alam jika invensi tersebut mempunyai fitur penggunaan hardware
resaurces. Oleh karenanya, invensi mengenai proses matematika, misalnya
proses yang didasarkan pada sifat-sifat ekonomi yang menggunakan
perangkat lunak, seperti prediksi penjualan (sales forecasts) dan
permainan video games, dapat dianggap menggunkan hukum alam jika
cara dimana computer hardware resaurces dipakai oleh komputer dan
bagaimana pemrosesan dilakukan dibuat jelas.®?

Pada tahun 1997, JPO kembali melakukan revisi terhadap petunjuk
teknis pemeriksaan paten, yang diberi nama “Implementing Guidlines fo
Inventions in Specific Field” (selanjutnya disebut petunjuk teknis 1997).
Petunjuk teknis 1997 ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan subject
matter yang terkait dengan invensi terkait-program komputer. Salah satu
hal yang paling penting dari petunjuk teknis 1997 adalah bahwa suatu
media dapat dianggap sebagai invensi yang dapat diberi paten meskipun
media tersebut tidak terpasang dalam atau terhubung dengan suatu
peralatan atau mesin. Oleh karenanya, program komputer yang disimpan

dalam floppy disk, CD-ROM, atau media yang dapat ditulis juga dapat

* RJ. Hart, “The Cas Jfor Patent Protectioan for Computer Program-Related

Invention”, dikuti dari, Ibid.

* Japan Paten Office and Asia-Pacific Industrial Property Center, loc. cit.
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dianggap layak untuk mendapat perlindungan paten (sebagai paten
media).** Dengan kata lain, program komputer dapat diberi paten asalkan
program komputer tersebut dapat disimpan dalam suatu media yang dapat
dibaca oleh komputer (computer-readable medinm).

Pada tahun 2000, JPO melakukan revisi terhadap petunjuk teknis
pemeriksaan paten yang dibert judul “Computer Software-Related
Invention Examination Guidelines” yang kemudian diperbaharui pada
tahun 2001 (selanjutnya disebut petunjuk teknis 2001) Revisi ini
dimaksudkan> untuk menyediakan ruang yang lebih luas untuk invensi
terkait program komputer. Melalui revisi ini, keharusan program komputer
disimpan dalam suatu media yang dapat dibaca komputer sebagai salah
satu persyaratan untuk dapat diberi paten sebagai invensi “produk”
meskipun program tersebut tidak harus dapat disimpan dalam suatu media
yang dapat dibaca komputer. Dengan kata lain, program komputer dapat
ditulis sebagai klaim produk dalam bagian klaim.

Di samping difinisi dari invensi terkait-program komputer yang
dapat diberikan paten, petunjuk teknis pemeriksaan paten versi terakhir di
jepang memuat petunjuk mengenai persyaratan spesifikasi permohonan
paten, persyaratan patentabilitas, dan contoh-contoh.*® Petunjuk teknis ini
akan memandu pemeriksa paten dalam memeriksa permohonan paten yang

berhubungan dengan invensi terkait program komputer, di mana

* Toru Yamauchi, “Legislative Changes in Japan and Their Effect on Software

Patents”, Dikutip dari Ibid.

a3 g
1bid.
*® Japan Patent Office and Asia-Pacific Industrial Property Centre. Ibid.



106

pemeriksaan vang demikian memerlukan penilaian dan perlakuan yang
khusus. Dalam pemeriksaan subtantif, pemeriksa dituntut untuk melihat
hasil dari  suatu proses, bukan pada bagaimana komputer
menginterpretasikan algoritma®’.

Penentuan patentabilitas dari invenst terkait program komputer
harus dibuat berdasarkan sitat yang dapat diobservasi dari luar dari alat
yang terkait, bukan hanya dari pengetahuan apakah alat tersebut
diimplementasikan dalam perangkat keras (hardware) atau dalam
perangkat lunak.*®

Spesitikasi permohonan paten dengan invensi terkait program
komputer harus dibuat serinci dan sejelas mungkin sehingga orang yang
mempunyai keahlian biasa di bidang terkait dapat melaksanakan invensi
tersebut melalui penjelasan dan gambar (jika ada) dari spesifikasi tersebut.
Spesifikasi permohonan paten dengan invensi terkait program komputer
yang hanya memuat penjelasan dengan menggunakan diagram blok atau
bagan alir semata dianggap tidak mengungkapkan invensi secara jelas.
Mengingat spesifikasi permohonan paten yang berhubungan dengan
invensi terkait program komputer diatur secara spesifik dalam petunjuk
teknis tersebut, hal ini dapat mengindikasikan bahwa spesifikasi yang

terkait dengan invensi terkait-program komputer dapat tidak sama dengan

7 Georgios I.Zekos, “Software Patenting”, Ibid.
* Ibid.
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spesifikasi untuk permohonan paten dengan invensi yang tidak terkait-
program komputer.*’

Terkait persyaratan patentabilitas untuk invensi terkait-program
komputer, persyaratan “statutory invention” dan pesyaratan langkah
inventif sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan subtantif.
Menurut undang-undang Paten Jepang, suatu invensi akan dianggap
sebagai “statutory invention” apabila invensi yang diklaim harus berupa “«a
creation of technical ideas utilizing the laws of nature”.

Untuk invensi terkait-program komputer, “statutory invention™

didasarkan pada konsep berikut:

a. Where informatioan processing by sofware is concretely
realized by using hardware resources, said software is deemed

to be “a creation of technical ideas utilizing the laws of

’

nature.’
b. Where (1) above satisfied, the information-processing device
(machine) and operational method thereof, which work in
concert with said sofware, and the computer-readable storage

medium on which said sofware is recorded are also deemed to
B . . . SFe . IN]/
be “creations of technical ideas ultilizing the laws of nature ™"

Berdasarkan konsep tersebut di atas, suatu program komputer akan
dapat dianggap sebagai “statutory invention” apabila program komputer
tersebut memenuhi tiga ketentuan, yaitu (1) program komputer tersebut
dapat dibaca oleh komputer, (2) program komputer dan hardware
resources dapat bekerja sama untuk melakukan kalkulasi matematika atau

pemrosesan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan (3) sebagai akibat

* Ibid., him. 04.
** Japan Patent Office and Asia-Pasific Industrial Property Center, Ibid.



108

dari (1) dan (2), alat (mesin) pemrosesan mformast atau metode operasi
terbentuk untuk tujuan yang diinginkan.”'

Persyaratan langkah inventif untuk invensi terkait-program
komputer adalah hal penting dalam petunjuk teknis pemeriksaan paten.
Hal ini karena invensi terkait-program komputer pada dasamya
mengandung elemen-elemen literan dan non-literal, sementara paten
dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek fungsional dart suatu
pekerjaan atau tindakan. Demikian juga invensi terkait-program komputer
pada umumnya méngandung intformasi sturktur logika dan program
komputer yang diklaim sehingga penilaian langkah inventif dari klaim
yang seperti ini. memerlukan keahlian khusus.™

Dalam petunjuk teknis pemeriksaan paten versi tahun 2000,
ketentuan “a person skilled in the art” diberikan secara khusus. Hal ini
mengindikasikan bahwa untuk invensi terkait-program komputer,
diperlukan “a person skilled in the art” yang lain dari pada “a person
skilled in the art” untuk invensi yang tidak terkait-program komputer.
Berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan paten versi tahun 2000, “a
person skilled in the art” untuk invensi terkait-program komputer
didefinisikan sebagai:*’

1) Orang yang memiliki pengetahui teknis yang umum dalam bidang

terkait dari invensi terkait-program komputer dan pengetahuan umum

> Ibid., hlm. 05.
> Ibid.
> Ibid.
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(termasuk tfakta-fakta yang signifikan), pengetahuan teknis dibidang
komputer;

2) Orang yang dapat menggunakan sarana teknis biasa untuk riset dan
pengembangan;

3) Orang yang dapat melakukan keahlian kreatif biasa dalam modifikasi
desain, dan sebagainya;

4) Orang sudah mengenal teknologi yang terdapat dalam bidang yang
terkait dengan invensi yang diklaim pada saat permohonan paten
diajukan.

Pengertiaan khusus “a person skilled in the art” untuk invensi
terkait-program komputer adalah penting karena persyaratan langkah
inventif akan ditentukan berdasarkan prespektit dari orang dengan kriteria
khusus tersebut. Oleh karenanya, pemeriksa paten yang menangani
pemeriksaan subtantif permohonan paten dari invensi terkait-program
komputer yang juga dianggap sebagai “a person skilled in the art”, harus
mempunyai pengetahuan di bidang teknologi yang terkait-program
komputer, khususnya di bidang teknologi komputer.>*

Lebih lanjut petunjuk teknis pemeriksaan paten versi tahun 2000 di
Jepang memberi petunjuk mengenai invensi terkait-program komputer

yang dianggap tidak mengandung langkah inventif. Invensi-invensi yang

> Ibid.
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berhubungan dengan hal-hal berikut tidak dapat dianggap mengandung
langkah inventif:>®
a) Aplikasi untuk bidang lainnya;
b) Penambahan perangkat atau komponen yang telah umum digunakan,
atau penggantian perangkat atau komponen yang ekuivalen;
c) Penggunaan perangkat lunak untuk menangani fungsi-fungsi lain
daripada yang dilakukan oleh perangkat keras;
d) Sistematika transaksi manusia; dan
e) Reproduksi fenomena yang telah dikenal dalam ruang virtual
(komputer).
Perbandingan Perlindungan Paten atas Program Komputer yang
Berhubungan dengan Invensi di negara maju dan Indonesia
Penentuan luasnya perlindungan paten berbeda-beda tiap negara.
Menurut Marzuki’®, luasnya perlindungan paten terletak pada klaimnya.
Oleh karena itu, klaim merupakan sesuatu yang esensial di dalam paten.
Sehingga direktorat paten DJHKI membuat Juklak-Juknis “Paten related
software””’ Adanya Juklak-Juknis tersebut adalah untuk memberikan
gambaran dalam penulisan klaim sebagai acuan pemeriksa paten untuk
memberikan paten tehadap invensi terkait-program komputer yang

dimohonkan. Adapun perbandingan perlindungan paten atas program

> Ibid.
°% Endang Purwaningsing, op. cit., him 48.
57 Direktorat Paten DJHKI, Juklak-Juknis “Paten related sowftware”.
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komputer yang berhubungan dengan invensi di negara maju dan Indonesia

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

58

Tabel 3.1

Perbandingan Perlindungan Paten atas Program komputer yang berhubungan

dengan invenst di negara maju dan Indonesia

Materi Indonesia Amerika Serikat Jepang
Paten atas 1) Dikombinasikan 1) Mempunyai aplikasi 1) Mengandung
Program dengan perangkat praktis dan termasuk hubungan sebab: dan
komputer yang keras dan dalam bidang efek dari teknik-teknik
berhubungan menghasilkan teknologi. yang diperlukan untuk

dengan invensi

Kontor Paten

Priority ground
Filing _
Grace periode

Whole contents
prior art effects

Patent lifetithe

kontribusi teknis
dibandingkan prior
art.

2)Suatu alat yang dapat
dijalankan oleh suatu
program komputer.

3)Dapat memecahan
masalah bidang
teknologi.

Direktdrat Paten Dirjend
HKI Kementrian Hukum

dan HAM

First to file .
Inventor or assignee

6 bulan dari filing date

Sesuai paris convention:

a. Secret prior art for
novelty

b.  No Secret prior art
for obviousness

20 tahun dan 10 tahun -

paten sederhana.

2) Ide: yang  semata-mata
“bersifat abstrak “atau_

membuat komputer
melakukan pekerjaan-

proses yang pekerjaan yang
memanipulasi diinginkan didasarkan
algoritma -matematika : pada‘hukum alam
tidak " termasuk ~ 2) Dxanggap »
invensi.; Namun, jjka menggunakan hukum
ide atau algoritma - alam
tersebut.’ dapat - 3} Dapat dlslmpan dalam‘ :
diterapkan -: . secara - suatwcomputers: <7
praktis, ide = ‘atau . readable medium
“algoritma . - tersebut (medla yang dapat.

dapat - = dlanggap’ dlbaca oleh komputcr), ;
sebagai klaim prose

- 3) Struktur data dapat:; -

- “‘dianggap .. sebagai

“invensi .jika ' struktur.
data tersebut dlSHl’l '

United States Patent and
Trademark Office
(USPTO)
First to invent -
Inventor only

Japan Patent ojj”ce (JPO)

5 Firstiofile

Inventor or asszgnee

1 tahun 6 bulan'dari filing date -
From natzonalf/zng Sesuai paris convention:
date: a. Secret prior art for
a. Secret prior art for novelty

novelty b. No Secret prior art

Sfor obviousness

b. No Secret prior art
_ Jor obviousness
220, tahun N

date, tefapl tidak- mcleh",
20 tahun. dari f iing date’

*% Endang Purwaningsing, op. cit., hlm. 61.
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Pengumuman

Pengecualian -
subyek paten -

Perbaikan
puatent term
Perlawanan
Pengujian
(deferced

examination)
Amandemen .

Klaim

Interprestasi -

Klaim- -

Bahasa

18 bulan dari filing date
Subtansi'yang'
berhubungan dengan
transformasi atom dan
invensi yang
bertentangan dengan
ketertiban sosial, moral
dan kesehatan
masyarakat
Selambat-lambatnya 5
tahun

. 6 bulan dari publikasi

7 bulan dari publikasi

Dibatasi sesuai hukum
paten - o
Diizinkan beberapa
klaim independent dan
dependent, dapat
dipisahkan

* Interprestasi sempit

secara : ~

» kOmparat_if/‘seyimb_’ang

Indonesia atau Inggris

Tidak ada

Senjata nuklir dan
invensi yang
bertentangan dengan
ketertiban sosial, moral
dan kesehatan
masyarakat

Selambat-lambatnya 5
tahun

No opposition system

No deferred examination

Liberal amendement

Diizinkan beberapa
klaim independent dan
depencdlent, dapat
dipisahkan
Interperensi

Semua bahasa diterima,
secara formal adalah
Inggris

18 bulan dari filing dute
Subtansi yang
berhubungan dengan
transformasi atom dan
invensi yang bertentangan
dengan ketertiban sosial,
moral dan kesehatan
masyarakat

Selambat-lambatnya 5
tahun

‘6 bulan dari publikasi

7 bulan dari publikasi

Dibatasi sesuai hukum
paten terbaru

Pembatasan klaim (singe)
berubah nnudeiclaim

Interprestasi sempit
secara
komparatif/seimbang
Jepang atau Ingeris

Mengacu pada petunjuk teknis di Dirjen HKI, hanya kombinasi

program komputer dan perangkat keras saja yang dapat dianggap sebagai

invensi yang dapat diberi paten. Hal ini sangat tidak sesuai dengan

perkembangan sistem paten terkait invensi terkait-program komputer baik

di jepang maupun Amerika Serikat, di mana untuk dapat diberi paten di

kedua negara tersebut program komputer tidak harus dikombinasikan

dengan perangkat keras.”” Invensi terkait-program komputer yang tidak

dikombinasikan dengan perangkat keras seharusnya tidak akan dapat

diberi paten di Indonesia meskipun Invensi yang sama telah diberi paten,

misalnya di Jepang dan atau Amerika Serikat.

* Di jepang, program komputer yang disimpan dalam floppy disk, CD-ROM atau
media yang dapat ditulis juga dapat dianggap layak untuk mendapat perlindungan paten
(sebagai paten media)
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Selain  penjelasan kombinasi  tersebut, Petunjuk  Teknis
Pemeriksaan Subtantif Paten tidak memuat penjelasan menganai cara
penulisan deskripsi dan klaim, test untuk penentuan jenis invensi (subject
matter) yang dapat diberi paten, cara penilaian patentabilitas dan contoh-
contoh yang terkait dengan invensi terkait-program komputer. Hal i
tidak akan banyak membantu baik bagi inventor dari invensi terkait-
program komputer maupun para pemeriksa paten. Bahkan, kekurangan
pengaturan menganai invensi terkait-program komputer dalam petunjuk
teknis tersebut dapat mengakibatkan DJHKI dianggap tidak konsisten
terkait dengan invensi terkait-program komputer. Oleh karena itu sangat
mendesak untuk mengamandemen Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtantif
Paten yang ada sekarang. Hal-hal yang dipandang belum diatur dan
dituntun dalam petunjuk teknis tersebut mengenai invensi terkait program
komputer dapat ditambahkan sehingga penanganan dan penilaian invensi

terkait-program komputer dapat terstandarisasi.

. Akibat Hukum dari Perlindungan Paten atas Progam Komputer yang

berhubungan dengan Invensi di Indonesia

Hak Pemegang Paten

Dilindunginya paten atas progam komputer yang berhubungan dengan

invensi di Indonesia dapat memberikan dampak positif. Karena telah

disinggung di pembahasan sebelumnya penentuan luasnya perlindungan paten



114

terkait erat dengan kepentingan teknologi dan kepentingan ekonemi.”™ Adapun
hak yang dimiliki pemegang paten berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001
tentang Paten ada 4 (empat) hak®', yakni; Pertama, Pemegang paten memiliki
hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang
orang lain yang tanpa persetujuannya; a). Dalam hal paten produk; membuat,
menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten; b). Dalam
hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam hal
paten produk. Kecuali apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten. yang dimaksud dengan untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga
kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.
Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan Invensi tersebut
tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk
kepentingan komersial. Sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi

kompetitor bagi Pemegang Paten.®

60 Endang Purwaningsing, op. cit., him. 123.

Budi Agus Riswandi, Membangun Bisnis yang Berorientasi HKI: Solusi
Menghadapi Krisis Keuangan Global, dalam
http://pusathki.uii.ac.id/artikel/artikel/membangun-bisnis-yang-berorientasi-hki-solusi-
menghadapi-krisis-keuangan-global.html, Akses 17 Desember 2013.

%2 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hal atas kekayaan Intelektual),
op. cit., hlm. 161-62., Pasal 16 UU Paten.

61
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Kedua. pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain
berdasarkan surat perjanjian lisensi; Ketiga, pemegang paten berhak
menggugat ganti kerugian melalui pengadilan negeri setempat kepada
siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam poin pertama diawal; Keempat, .pemegang paten
berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang
dimaksud dalam bagian pertama diawal.

Artinya dari empat hak pemegang paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi di Indonesia diberikan perlindungan atas hasil
inovasinya untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, inovator dalam
jangka waktu tersebut apabila hasil inovasinya dimanfaatkan publik (industry),
maka ia berhak memperoleh penghargaan baik secara moral maupun ekonomi.

Penerapan jangka waktu ini tidaklah dilakukan selamanya, melainkan
mengenal batas waktu yaitu selama 20 (dua puluh) tahun.® Dengan adanya
pembatasan waktu ini, maka publik juga memperoleh keuntungan dari adanya
sistem paten, di mana hasil inovasi yang sudah habis masa perlindungannya
apabila dimanfaatkan oleh publik, maka tidak perlu memberi kompensasi
ekonomi pada inovatornya. Dengan adanya keuntungan yang timbal balik
antara inovator dengan publik, maka secara otomatis semangat berinovasi ini

akan dapat terus berlanjut.

% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit., hlm. 156., Pasal 8 ayat (1) UU Paten.
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Hal ini sejalan juga dengan pendapat Patrick A. Smith tentang dasar
pembenar sistem paten yang pada intinya:(’4

" Perlindungan Paten dapat memajukan pembangunan ekonomi dan

teknologi, merangsang industrialisasi asli pribumi, menyumbang

pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain,

membantu penyebaran informasi teknologi, adanya perlindungan

paten juga memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif

bagi penanaman modal”

Sebagai contoh manfaat dari komersialisasi program komputer seperti
yang diberitakan bahwa Microsoft telah setuju untuk membeli lisensi 30.000
Paten yang dimiliki oleh Nokia senilai 7,16 Milyar Dolar, sebagai bagian dari
pembelian devisi ponsel Nokia. Microsoft akan mengakuisisi devisi mobile
Nokia seharga 4.98 milyar dolar dan akan membayar lisensi Paten selama 10
tahun dengan harga 2,17 milyar dolar.®® Dari transaksi bisnis tersebut terlihat
bahwa begitu besarnya insentif atau royalti yang diberikan terhadap suatu
invensi. |

Menurut Gunawan Widjaja, tanpa adanya perlindungan paten,
masyarakat negara maju merasa tidak aman berinvestasi di negara
berkembang. Untuk itulah diperlukan kepastian atau jaminan perlindungan
paten atas program komputer yang berhubungan dengan invensi yang
memadai untuk merangsang investasi di Indonesia. Selain itu Peter Mahmud

Marzuki menyatakan; legal certainty is not only the availability of rules as

prescribed in law but also the consistency of court decission (kepastian hukum

 Patrick A. Smith, “The Characteristic and Justification of the Patent System”,
dikutip Endang Purwaningsing, op. cit., him. 27-28.

6 http://www.ambadar.com/update/microsoft-membayar-miliaran-dolar-untuk-
lisensi-paten-nokia, Akses 17 Desember 2013.
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tidak hanya berupa ketersediaan peraturan sebaga: Ketentuan hukum, tetapi
konsistensi dari putusan pengadilan.®®

Dari pendapat tersebut dapat dicermati ketika negara maju yang sudah
mengembangkan industri teknolog-tingginya. apabila mengetahui Indonesia
melindungi produk dan metode program komputer yang berhubungan dengan
invenst maka bisa jadi tercapal dengan baik alih teknologi, yang sejak
dasawarsa lalu merupakan isu pokok dalam investasi asing. Adapun sarana
pengalihan teknologi pada dasarnya dapat melalui penanaman modal asing
(langsung) dan melalui lisensi. Penanaman modal langsung berarti antara
perusahaan transnasional (parent firm) dengan nasional mendirikan anak
perusahaan (affiliate) yang dengan mudah dapat diawasi, hal ini biasa disebut
dengan istilah joint venture. Mengenai teknologi joint venture, apabila
teknologi merupakan bagian dari modal, maka tidak perlu terjadi perjanjian
lisensi, dengan demikian juga tidak ada kewajiban membayar royalti kepada
perusahaan induk pemasok teknologi. Dengan demikian, diharapkan
terjadinya alih teknologi. Masalahnya, perusahaan transnasional bersedia
melakukan joint venture dengan perusahaan lokal apabila perusahaan
transnasional mempunyai kemungkinan untuk memegang kendali perusahaian
Joint venture 1tu atau pemerintah negara tuan rumah tidak melarang terjadinya
perjanjian lisensi dengan perusahaan induk. Hal demikian sudah terjadi di
Indonesia, seperti pada perusahaan joint venture Indonesia dengan Jepang, PT

Kubota Indonesia yang melakukan perjanjian lisensi dengan induknya di

% Endang Purwaningsing, op. cit.. him 140.
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Jepang dengan membayar royalti dengan mata uang yen untuk lisensi paten,
merek, jasa teknis (technikal service), dan lain-lain.®’

Jepang adalah satu negara di Asia yang dapat dijadikan teladan bagi
negara tetangganya karena telah berhasil mengadopsi teknologi Barat beserta
sistem hukumnya, namun tetap menjaga kultur aslinya. Zaman era paten tahun
1980-an telah mengangkat negara Barat, utamanya Amerika sebagai negara
industri terkemuka, tetapi dewasa ini Jepang merajai dunia teknologi. Strategi
paten Jepang mengembangkan, baik paten kecil maupun paten besar demi
kepentingan bisnis maupun penelitian & pengembangan (Research and
Development/R&D), sedangkan Amerika hanya mengembangkan paten besar
untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalahnya, apakah
Indonesia dapat mencontoh Jepang atau bahkan mempunyai strategi khusus
untuk mencapai kemajuan teknologi seperti halnya perkembangan Jepang
yang mampu membawa negara Jepang menuju negara industri. Untuk itu perlu
ditelaah secara normatif sistem hukum paten Jepang yang sudah dibahas pada
bahasan yang lalu, selain itu perlu ditelaah juga strategi patennya.

Hukum paten adalah elemen penting dari strategi perusahaan untuk
bersaing dengan para pesaingnya dan untuk membela diri. Demikian pula
settap negara memiliki sistem hukum dengan strateginya masing-masing.
Secara umum, pengembangan strategi paten Jepang ditujukan pada: ®®
a. Support of top management,

b. Support of research and development,

7 Ibid., hlm. 150.
® Ibid., him. 62.
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Support of technological development department,
Support of manufacturing department, dan
Support of business planning and sales department.

Secara khusus, strategi paten Jepang dibagi menjadi tiga, yaitu:

Strategi paten untuk kemajuan teknologi (advanched tecnology), yakni
dengan memperkuat network dan mengembangkan bisnis didasarkan pada
posisi eksklusif yang diperoleh berkat the powerful patent network.
Strategi paten untuk persaingan teknologi (competitive tecnology), yakni
dengan memberi strong exclusive rights and prepare for a patent dispute,
juga menjaga posisinya diperlukan mempertahankan jaringan (dé/éz1si\'e
network).
Strategi paten untuk mengembangkan teknologi yang kurang (less
developed tecnology), yakni dengan mengkaji hasil analisis informasi
paten dan teknologi yang memasuki pasar, mengonsentrasikan kegiatan
R&D (Research and Development) untuk memperoleh paten berdasarkan
hasi R&D tersebut. Setidaknya, untuk mendapatkan tandan untuk paten
(cluster for patent) agar dapat mengembangkan bisnis.

Menurut Takao Ogiya®’;

“Banyak tantangan untuk mengembangkan sebuah bisnis dengan

produk yang memiliki hak paten. Namun, tantangan ini dapat dilewati

Jika dilakukan manajemen paten yang baik dengan menciptakan

strategi paten yang sejalan dengan strategi bisnis setelah melewati

penelitian dan pengembangan (litbang). Untuk membangun strategi
paten tersebut, tahapan yang harus diperhatikan; Pertama, inventori

teknologi, langkah ini mengkaji teknologi yang dimiliki perusahaan
dari sudut pandang HKI. Seperti teknologi dan pengetahuan teknik

% Direktur Jenderal Japan Institute for Promoting Invention dan Innovation.
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(know-how) vang dimiliki perusahaan. Kedua, Analisa  terhadap
poriofolio paten perihal teknologi yang terkait dengan perusahaan.
pentingnva untuk memahami dengan baik inti dari invensi. Karena,
sebuah invensi dapat menciptakan beberapa invensi lainnya ™

Untuk itu, perlu strategi vang mencakup komersialisasi dan HKI untuk

Invensi yang baru saja ditemukan. Strategi itu dinamakan Komersialisast HK1

yang strategis. Ada 4 (empat) model dalam strategi tersebut:’’

1. Strategt melakukan monopoli teknologi. Tujuannya menghindari
penggunaan teknologi oleh perusahaan lain. Strategi ini meminta inventor
untuk mengajukan permohonan paten per komponen yang dihasilkannya
dan metodenya. Ketika inventor menciptakan sebuah laptop, inventor akan
mematenkan komponen-komponen yang membuat laptop tersebut bekerja.
Sehingga, perusahaan lain tidak dapat meniru dan memakai metode yang
sama dengan temuan inventor.

2. Strategi pengungkapan teknologi. Strategi ini membuka rahasia
teknologinya kepada perusahaan lain dengan jalan memberikan lisensi
kepada perusahaan tersebut.

3. Strategi rahasia dagang atau Pengetahuan teknik (know-how)

4. Strategi pemasaran. Perusahaan dapat memilih strategi HKI apa yang
paling tepat dan menguntungkan bagi perusahaannya.

Di Indonesia Strategi Komersialisasi HKI sebenarnya sudah berjalan

seperti yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

yaitu sebagai salah satu lembaga litbang dengan menggunakan sarana

" Takao Ogiya, Strategi Jepang Meningkatkan Ekonomi dengan HKI, dalam
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5134214fb490a/strategi-jepang-meningkatkan-
ckonomi-dengan-hki, Akses 17 Desember 201 3.
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Ingkubator Teknologi dengan 4 (empat) kegiatan pokoknya:’' 1)
Pengembangan usaha baru berbasis teknologi. 2) Menemukan dan membina
kandidat inventor/inovator mandiri untuk mendorong tumbuhnya usaha baru
berdaya saing. 3) Mengembangkan interaksi antara perusahaan-perusahaan
pengguna jasa inkubator LIPI dengan perusahaan-perusahaan berdaya saing
global. 4) Program pengembangan wilayah/kawasan inovasi untuk mendorong
pertumbuhan industri berdaya saing. Dengan Tujuan Program Inkubasi LIPI
ini adalah untuk:
a. Mendorong lahimya wirausahawan-wirausahawan muda Dberbasis
teknologi dan Perusahaan Baru Berbasis Teknologi
b. Mengakselerasi adopsi inovasi melalui alih teknologi hasil riset secara
melembaga/ korporat.
¢. Meningkatkan pemanfaatan hasil riset LIPI oleh industri
d. Memperkuat daya saing industri melalui adopsi inovasi
e. Meningkatkan kemandirian sumber pendanaan riset dari komersialisasi
HKT/hasil riset LIP1
Melihat konsep manajemen HKI yang berbasis dengan litbang dan
bisnis. Timbul Sinaga’”, mengatakan;
“Indonesia masih lemah dengan aktivitas riset atau penelitian, baik
dari perguruan tinggi, pemerintah, maupun lembaga penelitian itu
sendiri. Kelemahan ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya
kekurangan biaya penelitian dan paten yang tidak memiliki nilai

ekonomi. Untuk paten yang tidak memiliki nilai ekonomis, hal ini
terjadi karen peneliti belum melakukan informasi paten itu sendiri.

' Bambang Subiyanto, Inovasi dan Daya Saing Melalui Komersialisasi Hasil
Lithang di Lipi, dalam www.lipi.go.id, Akses 17 Desember 2013.

7 Direktur Kerja Sama dan Promosi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM.
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Seharusnya, sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus meliha: apa

yang menjadi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Jika paten tidak

memiliki nilai ekonomis, paten tersebut akan sia-sia. Karena, pasar
lah yang menentukan "

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelusuran penulis di Direktorat Paten
DJHKI, paten atas program komputer yang berhubungan dengan invensi yang
berhasil di temukan sebanyak 48 invensi. Namun, setelah diteliti semua
pemohonnya berasal dari perusahaan asing, belum ada pemohon paten atas
program komputer yang berhubungan dengan invensi berasal dari perusahaan
domestik (dalam negeri).

Dari sudut pandang tersebut dapat ditarik kesimpulan perlu strategi
khusus terkait dengan paten atas program komputer yang berhubungan dengan
invensi untuk mengembangkan teknologi komputer di Indonesia. Sehingga
Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang teknologi dari negara maju
seperti negara Jepang.

Selain itu perlindungan paten merupakan upaya preventif yang diatur
oleh undang-undang untuk mencegah terjadi pelanggaran paten oleh orang
yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, upaya preventif menjadi upaya
represif, yang berarti pelanggaran hak orang lain itu harus diproses secara
hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman
sesuai dengan ketentuan undang-undang paten yang dilanggar itu. Undang-

undang paten mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman

hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana atau secara

” Takao Ogiya, Strategi Jepang Meningkatkan Ekonomi dengan HKI, dalam
http://www.hukumonline.comy/berita/baca/[t5134214fb490a/strategi- jepang-meningkatkan-
ekonomi-dengan-hki, Akses 17 Desember 2013.
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administriif. © Hal ira juga dapat disebut sebagai Hak Menuntut dan sanksi
hukum bagi pelanggarnya yaitu dengan jalan:
a. Tuntutan perdata
Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang
berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Paten, pihak yang
berhak atas Paten tersebut dapaf[ menggugat kepada Pengadilan Niaga.
Hak menggugat berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan. Pemberitahuan
1si putusan atas gugatan disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan
Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan
diucapkan. Kemudian isi putusan dicatat dan diumumkan oleh DJHKI.”
Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan
gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun
yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 UU Paten. Gugatan ganti rugi hanya dapat
diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan
menggunakan Invensi yang telah diberi Paten. Isi putusan Pengadilan
Niaga tentang gugatan disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling
lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat
dan diumumkan.®
Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten-proses, kewajiban

pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan

™ Abdulkadir Muhamad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,

Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), him. 154

" Indonesia, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual),
op. cit. hlm. 215. Pasal 17 UU Paten.

76 Ibid., him. 216. Pasal 118 UU Paten.
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Paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurut b UU
Paten dibebankan kepada pihak tergugat apabila: 1) produk yang
dihasilkan melalur Paten-proses tersebut merupakan produk baru; 2)
produk tersebut diduga merupakan hasil dari Paten-proses dan sekalipun
telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, Pemegang Paten
tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk
menghasilkan produk tersebut.’’

Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan pengadilan berwenang: a)
memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu
menyampaikan salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan
bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan b) memerintahkan kepada
pthak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya
tidak menggunakan Paten-proses tersebut. Pembuktian terbalik diterapkan
mengingat sulitnya penanganan sengketa Paten untuk proses. Sekalipun
demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara
para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik
Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten
bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan
itu.”®

Selain 1tu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan

pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan

77 Ibid., Pasal 119 ayat (1) UU Paten.
" Ibid., him. 216-217. Pasal 119 ayat (2) UU Paten.



125

proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus
dilakukannya di persidangan.”

Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting
mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah
dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan
yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian,
atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan
dinyatakan tertutup untuk umum.

Gugatan didattarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar
biaya gugatan. paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran
gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan
atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak pendaftaran gugatan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru
sita paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan
pertama diselenggarakan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan
didaftarkan. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.*

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah

tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi

" Ibid., Pasal 119 ayat (3) UU Paten.
8 Ibid., hlm. 218. Pasal 121 ayat (1&2) UU Paten.
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dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan
tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal
permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera pada
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon
kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7
(tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib
memberitahukan permohonan kasasi dan memorn kasasi kepada pihak
termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima
oleh panitera.®'

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontré
memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah
kontra memori kasasi diterimanya. Panitera wajib mengirimkan berkas
perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7
(tujuh) hari setelahnya. Yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi
adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi
serta dokumen lainnya.®?

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan

8! Ibid., him. 218-219. Pasal 123 UU Paten
82 Ibid. Pasal 123 ayat (5&6) UU Paten



127

atas berkas perkara kasasi dimular dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180
(seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib
menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling
lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kasasi itu diucapkan. Juru sita
wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari
setelah putusan kasasi diterima. Isi putusan kasasi disampaikan pula
kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan
kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan. %

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (jalur
litigasi), para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih
oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.®*

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan
Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera

dan efektif untuk: (1) mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak

8 Ibid., hlm. 220. Pasal 123 ayat (7, 8,9, 10, 11,12, & 13) UU Paten
8 Ibid., hlm. 220-221. Pasal 124 UU Paten
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yang berkaitan dengan Paren. khususnva mencegah masuknya barang yang
diduga melanggar Paten dan hak vang berkaitan dengan Paten ke dalam
jalur perdagangan termasuk tindakan importasi; (2) menyimpan bukti yang
berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten
tersebut guna menghindart terjadinya penghilangan barang bukti; (3)
meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti
yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan
hak yang berkaitan dengan Paten, serta hak Pemohon tersebut memang
sedang dilanggar. Dalam hal penetapan sementara tersebut telah
dilakukan, para pihak harus segera diberi tahu mengenai hal itu, termasuk
mengenal haknya untuk didengar. Dalam hal Pengadilan Niaga
menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan
apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan surat penetapan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan
sementara. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa
dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta
penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh
penetapan tersebut.®’
. Tuntutan pidana

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
(POLRI), Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di departemen

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan

85 Ibid, him. 221-222. Pasal 125 UU Paten.
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Intelektual diber: wewenang khusus scbagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Paten.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:*

1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Paten;

2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan aduan;

3) Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;

4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen
lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;

5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
Paten; dan

6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Paten.

Penyidik Pejabat Pegawai Negernn Sipil memberitahukan
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Penuntut

% Iswi Hariyani, op. cit., hlm. 169-170.
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Umum (Jaksa) melalui Penvidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor § Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.”™’

Ketentuan sanksi pidana Paten diatur dalam Pasal 130 hingga 135
UU Paten. Pasal 130 menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan tanpa
hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Paten dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 131 barangsiapa
dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana
dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 UU Paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah). Sedangkan Pasal 132 barangsiapa dengan sengaja tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3),
Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan artinya proses
hukum terhadap tindak pidanan Paten baru dijalankan jika telah ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pemilik atau Pemegang Hak
Paten. Hal ini berbeda dengan dengan delik biasa yang berlaku di bidang

Hak Cipta dan Perlindungan Varietas Tanaman.®

¥ H. OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights), Cetakan ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 301.
¥ Iswi Hariyani, loc. cit.



131

Jika terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat
memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita
oleh Negara untuk dimusnahkan. Dikecualikan dari ketentuan pidana ini
adalah: a) mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di
Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara
oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) memproduksi
produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2
(dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk
proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan
Paten tersebut berakhir. Pengecualian ini adalah untuk menjamin
tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa
perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar
dapat diupayakan.®’

2. Kewajiban
Pemegang Paten berdasarkan Pasal 17 (1) UU Paten wajib membuat
produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia, ketentuan ini
dimaksudkan untuk menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi,
penyediaan lapangan kerja.”
Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan

lisensi, Pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar

¥ H.0K Saidin, loc. cit.
%% Abdulkadir Muhamad, op. cit., him. 150
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biaya tahunan (annual fee). Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebaga:
biaya pemeliharaan (maintenance fee).””

Kewajiban ini bertujuan tertentu yakni untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Adapun maksud pemberian paten antara lain (1)
penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (rewarding). Sistem
paten merupakan landasan hukum utama yang berperan penting dalam sitem
ekonomi negara sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknolgi industri
dan perdagangan akan diperoeh pengembangan ekonomi yang pesat; (2)
pemberian insentif atas suatu penemuan dan karya inovasi berdasarkan hak
itu, penemu dapat menarik keuntungan jika penemuan tersebut diproduksi
secara komersial, dijual atau dilisensikan dengan imbaan royalti; (3) paten
merupakan sumber informasi. Informasi yang terkandung dalam paten
diterbitkan untuk umum, sehingga masyarakat bisa memperoleh pengetahuan
baru dan dapat merangsang penemuan berikutnya. Setelah jangka waktu
perlindungan paten berakhir, setiap orang bebas mempergunakan penemuan
tersebut (public domain). Penemuan yang diumumkan dapat dipergunakan
oleh orang lain yang bisa menyempurnakannya dan mempergunakanya
sebagai dasar penemuan-penemuan baru yang lebih canggih. Penemuan itu

dimanfaatkan bagi pembangunan teknologi dan ekonomi.”

> Ibid .
*? Iswi Hariyani, op. cit., him. 50.
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PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan Paten atas Program Komputer yang berhubungan dengan
Invensi di Indonesia belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1[4 tahun 2001 tentang Paten, Sebaliknya, Petunjuk Teknis
Pemeriksaan Subtantif Paten telah menyebutkan bahwa jika suatu program
komputer dikombinasikan dengan perangkat keras dan menghasilkan
kontribusi teknis dibandingkan prior art, program komputer yang demikian
dapat dianggap sebagai invensi. Ketentuan harus adanya kombinasi ini tidak
sesuat dengan keadaan jenis invensi (subject matter) untuk program
komputer yang berhubungan dengan invensi di Jepang dan Amerika Serikat.
Jika hal ini tetap dipertahankan, maka hanya kombinasi program komputer
dan perangkat keras saja yang dapat diberi paten di Indonesia. Invensi
terkait—prdgram komputer yang tidak dikombinasikan dengan perangkat
keras seharusnya tidak akan dapat diberi paten di Indonesia meskipun
Invensi yang sama telah diberi paten, seperti di Jepang dan atau Amerika
Serikat. Selain penjelasan kombinasi tersebut, Petunjuk Teknis Pemeriksaan
Subtantif Paten tidak memuat penjelasan mengenai cara penulisan deskripsi
dan klaim, penilaian (fest) untuk penentuan jenis invensi (subject matter)
yang dapat diberi paten, cara penilaian patentabilitas dan contoh-contoh

yang terkait dengan paten atas program komputer yang berhubungan dengan
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invenst di Indonesia. Hal 11 tidak akan banyak membantu baik bagi inventor
dari program komputer yang berhubungan dengan invensi maupun para
pemeriksa paten.

Akibat hukum dari perlindungan paten atas program komputer yang
berhubungan dengan invensi di Indonesia adalah pemegang paten diberikan
hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual
atau disewakan atau diserahkan produk atau metode yang diberi Paten
selama jangka waktu 20 tahun, sejak mendapatkan Sertifikat Paten dan
berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Pemegang paten
memiliki kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dan melaksanakan
invensinya tersebut di Indonesia untuk menunjang adanya alih teknologi,

penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja.

Saran-Saran

Perlindungan Paten atas Program Komputer yang berhubungan dengan
Invensi di Indonesia belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten sehingga perlu aturan yang dimuat
dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai
payung hukum diberikannya perlindungan terhadap Program Komputer

yang berhubungan dengan Invensi di Indonesia.
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Pengaturan mengenai paten atas program komputer yang berhubungan
dengan invenst yang kurang dalam petunjuk teknis tersebut, dapat
mengakibatkan DJHKI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat paten
dianggap tidak konsisten, karena pemberian perlindungan pemeriksa paten
tidak mempunyai acuan atau tuntunan yang jelas. Oleh karena itu sangat
mendesak untuk mengamandemen Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtantif
Paten yang ada sekarang. Sehingga penanganan dan penilaian paten atas
program komputer yang berhubungan dengan invensi di Indonesia dapat

terstandarisasi.
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Metode, sistem, dan produk program komputer untuk mengubah objek dari satu tipe
menjadi objek dari tipe lainnya yang memungkinkan untuk operasi waktu-jalan dari proses perubahan
untuk diubah atau d(x’sesuaikan. Perubahan tersebut dapat terjadi di dalam mesin serialisasi dapat
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peryemkbang, dan dengarn demikian periu diterapzan xemixz. .,
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vada dasarnya (dan seringkali menjadil penghalang!

meningkatkan usaha yang diperlukan untuk mengembarzkan

cenyesuaian yang diinginkan. Akibatnya, flItur baru dapat
ditambahkan pada kode serialisasi hanya oleh pengembang kode
seria.isasi, yang menghalangli  pengguna akhir  zari
nmengermkbangkan peningkatan atau perbaikkannya sendiril pada
ritur yang ada.

Walaupun salinan yang tepat dari obkiek seringkal:
sdalah tujuan dari serialisasi can deserialisas’,

transicrmasi waktu-jalan dari tipe obiek, rama, daan Qdata

dapat diinginkan dalam beberapa keadaar. Sebagaimana
iizun’ckkan di atas, misalnya, serialisasi darn deserialisasi
ijarat i.gunakan dalam mersirimkan obiek ke louxkasi yany -h.
_orEs. yarg jadh tersebut dapat merngharapxzan tice ofek,
Jara citfek, dan nama objek tertentu yany peri.2da Hari Cijek
3 Tuk

amper . Kode serialisasi tradisionali dapat ditulis urn
reiakukan transformasl objek, tetapil transformasi terseput
~idak dapat ditambahkan pada waktu-jalan dan adalah sama
untuk semua pengguna, yang mengabaikan kemungkinan tanwa
penggur.za yang berbeda dapat mempunyai kebutuhen yang
berbevsa. Sementara transformasi yang diberikan dapact sangat
centing untuk pengguna tertentu pada waktu tertentu,
cerlunya transformasi tersebut mungkin tidak pentinrg urzuk
rengguna tersebut secara keseluruhan, dan dengan dem_kKian
zidak pernan dikembangkan.

¥cae serialisasi tradisional juge cengerung Jntuk

menawar <an sedikit fleksikiliras sehuLurJgan QC A
nevgicentifixasli  obiek untuk mertransfornasikan,  slau
rerdasarkan transformasi pada data yang terkarnzuing ai aszlaa

“kiek. Dengan demikian, metode, sistem, dan ovridux proIral
komputer untuk mentransformasikan obiek dar: satu nope

menjadi objek tipe lainnya, berdasarkan pada rutin van

\O

1isesualkan untuk mengubah serialisas: dan deseriali

\/}
e

#33da w=z<tu-3lalan, tanpa harus menerapkan kembali ruzin

3tanNdaz yang diinginkan.

Jraian Singkat Invensi
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l:.sersl inl berhubungan dergan wetodo, sistem,  Gab
croduk nrogram komputer untuk mengubah suatu Tihiex darl t.pe
jwal menjadi objek tipe akhir, dan memungkinkan Lntuk
operasi waktu-jalan dari proses perubahan tersebut d-ican
atau disesuaikan. Menurut contoh perwujudan invensi ini yang
diuraiken lebih lengkap di bawah 1ini, mesin seriallsasi
dapat diperluas menserialkan, mendeserialkan, dan
mentransformasikan objek dari berbagai tipe. Operasi waktu-
“zilan daril mesin serialisasi diubah déngan satu atau leglih
sitin tambahan yang menerapkan penyesuaian atau tampahkar

)

vang diinginkan. Rutin tambahan ini mengubah operasl waX

-
-

(1

‘alar. duri mesin serialisasi, tanpa perlu menggarti ratir

vang ada lainnya.

ol

am satu contoh perwuiudan, irformasi "ipe
_fikasi untuk objek awal yang Jditerina eh
rallsasl untuk pemrosesan. Berdasarkan cada informas:
Ll TZrsebut, objek awal diubah menjadi reprzsznizssi ancarsa
‘mry merungkinkan modifikasi waktu-jalan, yany merlc il
rzalfikasi dari nama objek, tipe objek, dan data orisx.

xepresentasi antara dari objek awal dimodifikasi menuru:

]
§ii

tu #Tayu lebih rutin tambahan yang mengubah operasi waxtu-

‘ajan darl mesin serialisasi, dan representasl antara ditbah
neriadl objek akhir dari tipe akhir.

Representasi antara dari objek awal dapat meliputi nama
-zek, lpe objek, dan data objek, yang masirg-masing capat
+inodlfikasi cleh rutin tambahan. Representasi anzara “ujé

1apat dimodifikasi cleh satu atau lebih rutin srtanda: 4di

3

a

-

NE » mesin serialisasi. Modifikasi representasi arzara
wnlal erdasarkan pada oola tertentu ai dalam inforimasi
nipw, aata ovbjek di dalam cbjek awal, metadata, utdu
4z2lurngar dari yang terdahulu.

Zlmana obijek awal adalah objek dalam-memcri, mesi:

1y,

=ria.isasi menserialkan objek awal untuk mernghasilkan ok iek
zkhir. biek akhir dapat diformat dalam cahasa tandaan dapat
Ziper_uas (XML, extensible mark-up language: atad da.am
‘rrmat lalnnya yang sesuai untuk merepresertasikar cobiek
varg alserialisasikan. Hal yang sama, dimana objek aknir

adalah objek dalam-memori, mesin serialisasi mendeserialkan
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ccjek awal untuk menghasilkan objek akhir. Objexk akhir dapat
ruat objek dengan kelas tertentu dan ditempati sebagal
rayian dari proses deserialisasi. Dalam beberapa keauaan,
ckiek awal dan objek akhir dapat berupa objek dalam-memcr i,
ztsu keduanya dapat berupa objek vyang diserialisasikarnr,
risalnya ketika mesin serialisasi melakukan transformasi
cob*ek. Untuk mengurangi persyaratan penyangga, modifikas
representasi antara dapat ditunda sampai representasi antara
diubah ke obijek akhir.
Firur dan keunggulan tambahan dari invensi ini akan

dixemukakan dalam uraian berikut ini, dar sebaglan akan

)

izlas Zari uraian tersebut, atau dapat dipelajari dengan

crektek invensi ini. Fitur dan manfaat invensi ini zapat

direalisasikan dan dipercleh dengan sarana instrumen dan

;zbunaan khususnya dijelaskan dalam klaim terlampir. Fitur
iri dan lainnya dari invensi ini akan menjadi lebih jela
sari uraian berikut ini dan klaim terlampir, atau uapat

dipelajari dengan praktek invensi ini sebagaimana

dixemukakan setelah ini,
Zrailan Singkat Gambar

Untuk menguraikan cara yang dinyatakan 4di atas dan
<eunggulan dan fitur 1lain invensi ini dapat digeroleh,
2raian lebih khusus dari invensi 1ini dengan singkat
diuraikan di atas akan diberikan sebagai acuan pada
verwujudan spesifik darinya yang digambarkan dalam klainm
cerlampir. Dengan memahami bahwa gambar Ini ‘fanvya
menggampbarkan perwujudan khusus invensi ini dan dengan
aemikian tidak dianggap sebagai pembatas lingkupnya, irnvensi
Irnl axkan diuraikan dan dijelaskan dengan kekhususan tambahan
ar rincian melalui penggunaan gambar yang menyertai dimana:

Gambar ! menggambarkan contoh modul serialisasi dan
iafrastruktur serialisasi menurut invens:i ini;

Gambar 2-4 menunjukkan perubahan objek dalam koateks
contoh jalur pipa serialisasi, deserialisasi, dan
transformasi tipe. -

Gambar 5A-5B menunjukkan contoh tindakan dan langkalr
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ur.—uk metode serialisasi, deserialisasi, dan transformasi
cbiek menurut invensi ini; dan
Gambar 6 menggambarkan contoh sistem yang memberikan

_ingkungan operasi yang sesual untuk invensi ini.
iraian Lengkap Invensi

Invensi ini memberikan metode, sistém, dan cgprodux
pregram komputer untuk mengubah objek dari tipe awal merlaul
coiek dari tipe akhir yang, dan memunggkinkar ur.lLuk operasi
waktu-ialan dari proses perubahan tersebutr diubah atau
a.sesuaikar.. Perwujudan invensi ini Jdapat melipul il satu &tau
lerih tujuan khusus dan/atau satu atau lebih xcmputer sers

1

P

yuna yang meliputi berbagai perangkat keras xompute
sebagaimana didiskusikan lebih lengkap di bawah dengan
rengacu pada Gambar 6.

Gambar 1 menggambarkan contoh modul serialisasi dan
infrastruktur serialisasi (100) (juga dikenal sebagal mesin
serialisasi) menurut invensi ini. Untuk contoh c¢biek (119,
rcdul seriaiisasi (100) menghasilkan objek kahasa taraaan
dapat diperluas (XML) diserialkan yang bertubungan (159;).
Pergan demikian, untuk objek XML (160), modul serial:isasi
1200) menghasilkan contoh objek dideserialkan vyang
berhubungan (170) ., Dapat dicatat bahwa melalui aplikasi ini,
serialisasi sering digunakan sebagai istilah umum untuk
serialisasi imisalnya, mengubah objek dalam-memori tunyaal
atza grafik mer-“adi urutan lirnier darl bita yany sesual
wrtuk transmisi ke lokasi jauh, menetap pada czkrar, dli.:,
deserialisasi (dari urutan linier bita, yang membuat ibiek
aalam-memori tunggal atau grafik dari yang berhubungan:,
transformasi (mengubah satu objek ke objek lainnyai, di..
Kasus tersebut di sini, misalnya, dimana modul serialisasi
{220) menserialkan, mendeserialkan, dan mentransformasikan
objek dari berbagai tipe objek.

Mcdul serialisasi (100) meliputi satu atau lekin modul
re:iieksl (120;, satu atau lebih modul pengubalh {1393), dan
s@tu  atau lebin modul pembuatan (140). Dalam centoh

perwujudan ini, modul serialisasi (100, mergubal. contwh

ot e e e [
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coiek dalam-memori yang diterima (110] menjadi objek XML
1150) yang sesuai untuk transmisi ke lokasi jauh, dan
mergubah contoh objek XML yang diterima {160% menjadi ceniteh
seiek dalam-memori (1705. Tentu saja, dalam-memori darn XML
nanya merupakan contoh tipe objek yang dapat dipuat atau
diterima dengan modul serialisasi (100). Masing-masing dari
modul di dalam modul serialisasi (100) imodul refleks:i
©20), modul pengubah (130), dan modul pembuatan (140;)
dapat diganti pada waktu-jalan untuk serialisasi,
deserialisasi, atau transformasi yang disesuailkarn.

Modul refleksi {220} bertanggung jawab  untuk
mengidentifikasi informasi tipe untuk contoh cbjek yany
diterima (11%) dan obiek XML yang aiterima {:60). Infcrnas.
tipe dapat meliputi metadata yang disimpen &atau dite:ina
yang berhubargan dengan tipe yang dimanajemen di  Jalam
ingkungan kode vyang dimanajemen. Sebagai alternatif,
informasi tipe dapat diberikan pada modul reflexsi :(12ZC)
dari berbagal sumber, yang meliputi pembuatan ctomatis pada
waktu kompilasi, pembuatan manual, informasi tipe standar,
3il.

Mcdul pengubah 1130) mengubah di antara objex dari tipe
yang berbeda. Contch proses perubahan diuraikan iebih
iengkap di bawah, dengan mengacu pada Gambar 2Z2-4. Perubahan
di antara objek yang berbeda dapat berupa komplieks secara
sembarang dan meliputi pembuatan objek antara. Bagian dari
kompleksitas ini dapat meliputi perubahan berdasarkan pada
dava di dalam objek dan pola tipe yarg berhubungan dengan
2’ eXx. Misalnya, dimanra perubahan dilakukar tergantung pada
Llpe ciilekK datau nama tipe tertentu, keperazaan nari sitat
nama atau tipe tertentu pada tipe, keberadaan dari properti
dengan data meta tertentu yang dipasangkan, nama cijek yang
berhubungan dengan objek, dll. Perubahan dapat ditunde
sampai  pembuatan objek akhir untuk mengurangi atau
menghindari persyaratan penyangga yang dapa: berupa bzgian
cengubah dari satu objek ke objek lainnya.

¥odul pembuatan (140. bertanggung jawap untux mempuat
~bjek akhir yang dihasilkan oleh modul serialisasi (.40;.
Dalam hal objek XML (150), modul pembuatan (140) membuat
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ek, modul pembuatan menghasilkan XML yaay sesuai untuk
okfek, dan dapat menulis cpjek ke aliran. Dalam nal conth
ek :170), medul pembuatan (140, membuat cbiek danyan
Kelas tertentu dan menempati objek.

Sebagaimana ditunjukkan di atas, modul serialisasi
:200) juga dikenal sebagai mesin serialisasi. Sebagaimana
ditunjukkan dalam Gambar 1, modul serialisasi tersusun dari
reberapa kumpulan modul yang berurutan. Secara kclek:tif,
modaul ini bertanggung jawab untuk semua cperasi. Moaul
irdividu diketahul sebagai jembatan tipe karena, sebagaimana
il.raikan lebih lengkap di bawah, modul pengubah dari
tiye x2 ifainnya .atau jembatan di antara tipe yang berbexai.
Jembatar. tice memungkinkan untuk transformasi tipe dan

toh pada waktu-jalan dan/atau untuk menelusuri infcrmasi
rengenral. okblek yang diserialisasikan, dideserialisas:ixarn,
s ditransformasikan. Jengan mengacd pauaa Gamkar n-d,
<urpulan Jembatan tipe yang berurutan diketahul sepazat
‘z_ur-pipa jembatan tipe, dan biasanya berhubungan denian
sumpularn medul pengubah (130) berurutan. Urntak masiny-masing
Ga:l cperasi yang dilakukan oleh mesin serialisasi, jaiur-

iza Sembatan tipe yang terpisah dapat ada. Terdavat jaiur-

‘03

ra untuk serialisasi (misalnya, Gambar 2), deserialisasi

'mlisa.nya, Gambar 3), transformasi Imisalnya, Gambar 4j,
salinan objek, dll. Informasi biasanya dapat dipakai pada
semua tiga gambar disajikan di bawah, sebelum diskusi
individu untuk tiap Gambar 2-4.

Urtuk contech jalur-pipa yang ditunijukkar dalan Gamoar

Z2-4, kode :satu atau lebih modul; yang bertanggung °swal

~anTuk serilaliisasi, deserialisasi, dan transformasi aari

sciek diterapkan sebagai sejumlanr  dembazar tice yang
iltentagan. Modul ini ditempatkan dalam jalur-pioa yana
s¢sual aan digunakan pada waktu-jalan. Kotak dengan azris
pitus-putus dalam Gambar 1 dimaksudkan untuk menyatakan
r¢3ul jembatan tipe yang tersedia untuk pengjunaan dalam
Lerbagai jalur-pipa jembatan tipe.: Sebagian besar aari
artarmu<a pemrograman aplikasi (APIV publik untuk c¢iavob
.

Tesin serielisasi yang ditunjukkan dalam Gamkbar 1 adziah

hanya pemburgkus pada kumpulan jalur-pipa yang ditenzuxun
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iri. Ral ini menunjukkan bagaimana mesin serialisasi dapat

cloerivas, mesin seria.isasi adalah kumpularn darl jalur-v.oa

Al

crtrax. Penerapan axtual dari logixa spesifix ditentkar
saiam medul dapat dipasang yang dapat ditempatkan pada wakotu
Kapanpur..

Untuk contoh jalur-pipa jembatan tipe dalam Gambar Z-4,
jembatan tipe yang diberikan mampu mentransformasikan satu
dari tiga tipe objek: objek tipe awal, objek tipe antara,
aan obiek tipe akhir. Dalam Gambar 4, objek tipe awal adalakh
-£iek kode dimanajemen dan objek tipe akhir adalah objex XML
cerdasarkan standar Infoset Konsorsium Jaring Jagad Jembar
\WiC, World Wide Web Consortium). Objek tipe antara atau
representasi antara vang ditunjukkan dalam ketiga gambar
aialah <onstruksi yang ditemukan di dalam mesin seriaiisasi
dan, sebagaimana diuraikan dalam rincian selanjutnys il
bawah, menyatakan titik yang dapat diperluas. Represertasi
xntara adalah obiek yang dapat berubah berdasarzan gcada _igs
yary dagat berubah, Tipe yang dapat perubah berpezan .k

rerentukan perilaku dan penyimpana data tipe, uengan ilek

"yi#ng dapat berubah yang berperan untuk menyimpan data tipe

Jdar. bertindak pada data yang disimpan melalui perilaku vang
aitentukan pada tipe,

Cambar 2 menunjukkan contoh jembatan tipe (200) untuk
mer.serialkan objek awal dalam-memori (24C) dari tipe atau
fcrmat awal (210). (Sebagaimana digunakan dalam spesifikasi
dar klaim, istilah tipe akan diinterpretasikan dengan _uas
<rzuk mencakup tipe objek atau format obkjex! Dengan
merggurakan rutin standar (250}, objek awal (240) diubal ke
represer.tasi antara {(260A) yang mempunyai tipe atau format
antara 220'. Sebagaimana akan diuraikan lebin lengkap ai
bawvah, representasi antara ini dapat beruban, nemungkinkarn
t_te oliek dan data opjek untuk diukah. Meskipun demikian,
sormat zntara (2Z0) dan format awal ‘2.0; juda ©ungk_n S=ma,
bisa berhubungan dekat, atau sediki: berbeda, ata. besnar-
bzrar berbeda, dll.

Rutin tambahan biasa (260) mengubah represertas: antara
i+ Aj dari objek awal (240) ke representasi anctara (260E..

Pezubatan 1ini dapat meliputi mengubah tipe »bjek, nrama
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obiek, data objek, dan semacamnya. Rutin tambahan blasa
2601 menyatakan tambahan waktu-jalan dari mesin serialisast
¢éia urmcmnya, dan jalur-pipa jembatan tipe 20C; khususnya.
£.:.u aiperhatikan baswa dengan menggunakan rutin tamcanar
cizsa -260: tidak diperlukan lagi menerapkan xempa.i :uTicn
tandar 1250, sebagaimana kasus der.gan pene: apar.
serialisasi konvensional.
Rutin standar (270) mengubah representasi antara (ZZJE:
ke objek akhir (280) dari tipe atau fcrmat &akhir 1230;.
Ob*ek akhir (280) sesuai untuk transmisi x& lokasi I=uh,
cersisten, dll. Dengan demikian, format akhir 230} darl
oojek akhir (280) meliputi kisaran yang luas dari tipe
cbiek. Sebagaimana dalam‘bagian lainnya dari uraian, tipe
ckiek, format, dan representasi merupakan istilah luas yang
mencakup semua tipe dan format dari objek, dan tipe, format,
nama, dan data yang dapat terkandung di dalam objek.
Gambar 2 menunjukkan contoh jembatan tipe venton 0T

wrtuk mendeserialkan obiek (340 dari tipe azau f{ozimat zwa.

330). Sama dengan- Gambar 2 di atas, rutin standar 354
rengukah objek awal {340) menjadi representasi antara 3
denrgan tipe atau format antara {(32€:. Rutin ta

360) mengubah representasi antara i 36CA) menrtad.
representasi antara {360B). Perlu diperhatikar bahwa tipe
artara ‘320) menyatakan satu atau lebih tipe antara. Dengan
demikiar, representasi antara (360A: dan representasi antara
(360B)  dapat berupa tipe yang befbeda, tetapl masin
dituriukkan dengan tepat sebagai tipe antara, khususnya
reiatif terhadap tipe awal (330) dan tipe atau fcrmat axhic
0).

Rutin standar (370) mengubah representasi antara (240E)

renjadi objek akhir (380) dari tipe axhir (3103. Kare:..

{4
1=

i

Jaiur-pipa jembatan tipe 1300) adalah untuxk menieserialxs’.,
okfek akhir (380) adalah objek dalam-memcri yang dipuaat
ckiek deangan kelas tertentu dan ditempati. Sebayaimana akar.

di.raikan lebih lengkap di bawah, jaiur-pipa “embatan zipe
1310) aihubungkan ke <ode untuk membuat objek dengan kelas
tertentu dan menempati contoh objek. Kecde ini dapat diacu

sepcagal pabrik contoh atau perulis, atau pabrix penulisar,
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jan berhubungan dengan modul pembuatan (140} dizunjukkarn
dalam Gambar 1.
Gambar 4 menunjukkan contoh Zalur-pipa iembatan tipe
sG(} untuk mentransformasikan obiek awal 1440 mentadi
cbiek akhir {480). Jembatan tipe individu vyang cersedia
aa.am Gambar 4 mampu mentransformasikan satu dari Tiga tipe
atau format obkjek vyang bkerbeda: opiek aiformat TLR: <L
Jdimanajemen (410), objek difcrmat Flex antara (423), a4n
¢Diek diformat XML/Infoset :430). CLR sirgkatar dari Copm

Janguayge Runtime dan merupakan bagian aari  lingkungsn
vxsekusl dimanajemenm .NET? Microsofr. 21 antara hal ini,
seangyuian  dari CLR meliputi integrasi barasa-silang,
Eeranganan  perkecuallan bahasa-silang, dan semacamnya.
Penyusun bahasa mengeliuarkan metadata untuk menguraikan
tipe, anggota, dan acuan. Metadata disimpan dengan kocde
daiam berkas eksekusi portabel waktu-ialar rahasa unum.
Tertu  saja, CLR hanya satu contoh dari tipe <ode
dimaraismen. Sebagaimana disarankan dalam Sambar 4, K2d.a
.t ek mungkin berupa obiex dalam-memor: {miszlnya, wilek
diZormat CLRi, atau secara alrernatif kedua objek dapat
vgrupa ©oblex diserialisasikan, (misalnya, okiek aifcrmst
irfoser . Dalam kata lain, kedua obiek awal dar objek arriv
murgkin dari tipe yang sama.

- Cbiek CLR (410) adalah contoh dar’l tipve CLF yany beris!
gawbungan dari data dan perilaku, waiaupun hanya data
rersebut yang terkait dengan tujuan serialisasi. Sebs&jaimana
ditunjuxkkan di atas, objek atau represenzasi Irfecs=t 430
aizormat menurut standar W3C untuk tiga strukour yanyg

tersusun dari kumpulan simpul data yang ditentukan dengan

‘semantik tertentu. Objek flex (420) adalah susunan yang

ditemukan di dalam mesin serialisasi dan menyatakan rtitik
Jdavat diperluas untuk penserial.

Ck-=2k flex merupakarn objek dapat Db.ruban ya:.2
Jdicasarzan pada tipe dapat berubah. Tipe dacat berus i
diketahul sebagai tipe flex. Dalam cortoh Jja_ur-piva

SEnibatarn tipe (4920) yang ditunjuikkan dalaw Gantar 4, tip-

f.i#rn bezperan pada fungsi yang sama sebagainmana tipe CLR

yarng berhubungan: perilaku yang ditetapkan, dar penyimpanan
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data tipe. Objek flex berperan pada fungsi yang sana
sebagaimana objek CLR: data tipe penyimpar dan yang
pertindak pada data ini melalui perilaku ditetapkan pada
tipe. Alasan untuk menggunakan tipe flex dan objek flex
:axlan tahwa tipe CLR dapat beruban.

Urntuk contoh jalur-pipa jembatan tipe yang ditunj.xkan
dalam Gambar 4, batasan tertentu ditempatkarn pada tipe yang
Javat diserialisasikan untuk membantu kesederraraar dan
kemampuin dapat diperluas. Batasar ini mengurangi i.mlah
pc_a dar permutasi yang berbeda yang penserlal per..ixal.
unzuk mengenali untuk menserialkan dan mendeserialxan Tlue
<ar.y dimerikan. Pada ujung ini, mesin seriallsasi unanya
cemahami bagaimana untuk menserialkan cbjek CLR yang tipenya
mer.gikuti apa yang diketahui sebagail moael irnti. Tipe yang
sasual dengan model inti harus salah satu dari membuka dz.a
seragail properti (atau bidang) atau menerapkan antarmuika
tertentu (yang menentukan metode pembacaan dan penullsan
eksplisit). Di samping itu, tipe ini perlu untuk memberikar
cenyusun asal publik. Tipe yang tidak mengikuti model inti
" laek oizapat diserialisasikan.

Tire flex dan objek flex digunakan unt.k meng:bat
bertuk i1anggota, antarmuka, dll.; dari obiex CLR jarj
aiberikan untuk menyesuaikan dengan model inti., Jntuk .kjex
CLE vyany diberikan, tipe flex dapat disusun yang menb.<a
kumpulan dari anggota dan informas:i tipe yang bkergeda
daripaaa contoh tipe CLR. Objek flex berdasarkan pada titce

fiex asrat dibuat objek dengan kelas tertentu vyany

"

vy

A

F-

neraelegasikan permohcnan tertentu pada opbjex CLE. Objek

juja dapat melakukan transformasi secara ccsicral dari
data di dalam objek CLR, baik sebelum atau mengikuzil
delegasi. Akibatnya, data di dalam cbjek CLR dapat dibuka
dalam berbagai cara, meliputi yang sesuail dengar. model inti.
Dengan demikian, jembatan tipe dapat mulai dengen tipe =hiex
yan3 ticzak sesual dengan medel inti dan menghasilkan tiue
oibiek yaiig sesuail dengan mcedel inti.

Jerbatan tipe dapat mentransformasikan objek CLR, cbjek
flgx, dan representasi Infoset dalam berbagal ca-a. Jembatan

¢e yzng direrikan mempunyal tipe masukar yar.; bertirdak



o

} -

12

dar tipe keluaran yang menghasilkan atau membuat. Keluaran

inl dilewatkan ke jembatan tipe selanjutnya dalam Ja.or-

p-pa. Untuk contoh jalur-pipa Jjembatan tipe (400;,

trarsfcrmasi yang berikut ini diperbeclehkan:

Tipe Masukan Tipe Keluaran Uraian

Cip CLR Mentransformasikan objex CLR
menjadi okjek CLR baru

CLE Flex Mentransformasikan coliek CTLR
menjadi okjek flex

CLZ Infoset Mentransfcrmasikszi: obleik CLE
menjadi cbjek Irnioset

Flex Fiex Mentransfcrmasixan niek
Flex menjadi ok’ k Flex karu

Flex CLR Mentra:sformasic.n Pk
Fiex menjad: obj=k CLK

Fiex Infoset Mentransfcrmasikan obiek

Flex menjadi objzk Irfoset

Irfyuset Infoset Mentransformasikan oblek
Infoset menjadi objek
Infoset .baru

nisses Flex Mentransfcrmasikan Tt ek
Infoser meniadi skisk Flax

IrZoset CLR Mentransfcrmasikan Priek

Infoset menjadi ubjek CLR

Kzzsifikasi berbeda dari jembatan zipe a.susun wrniik
memberican operasi dasar dari mesin serialisasi. -Walaugun
vamizar o dan 3 mengacu tipe generik, acuan pa3ls ganwar il
dindat rerixkat Ini dengar tipe spesiflik yanu difsiassan
daalam Zzmbar 4 untuk memberikan kontsks selani.tnvai

i. Serialisasi mentransformasikan okiek CLR menizal

objek atau representasi Infoset. Untuak melaxukan
operasi ini, jalur-pipa jembatar. tipe ada
(misalnya yang ditunjukkan dalam Gambar 2) vyang
meliputi jembatan tipe CLR ke flex (misainya,
‘rutin standar (250)), ‘embatan fiex xe flex, dai.
jempatan tipe flex ke Infuser :misalnya, rut.:.
standaxr {27C:).
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2. Deserialisasi wmwentransformasika:  cepresentasi
Infoset menjadi objek CLR Jntuk melaxakan
operasi 1ini, jalur-pipa djembatar. tipe ada
(misalnya yang ditunjukkan dalam Gambar 3i yarny
meliputi jembatan tipe Infoset ke flex imisalnye,
rutin standar (350)), jumlah dari jembatan tipe
flex ke flex, dan 7jembatan tipe £flex ke CLR
(misalnya, rutin standar (370)).

3. Salinan Objek digunakan vuntuk membuat saliran
dalam dari objek CLR. Untuk melakukan operasi
ini, jalur;pipa jembatan tipe ada yang melipurt:
jembatan tipe CLR ke CLR.

4. Transformasi Obiek (Gambar 4° ‘pwemriat sa-irnarn
dalam {(objek akhir 46{: - dazri obisk TLR ztau
okiek (objek awal 1445 ) sampii melasakarn
transformasi secara opsional (rutin ccanmtahuan
biasa atau standar (469°) peda data <cont ok
{(representasil antara (460A) dan {4¢0B):. Cntuk
melakukan operasi ini, jalur-pipa lembatan tipe
ada vyang meliputi jembatan tipe CLR ke Fflex
{rutin biasa atau standar (450;), satu atsau iekih
jempatan tipe flex ke flex opsiznal irutin

tambahan biasa atau standar (46Ci} yaig mela<ukan
transformasi, dan jembatan tipe CLR ke flex
{rutin biasa atau standar -470.:.

5. Transformasi Infoset membuat salinan dari dan
secara opsional mentransformasikan okiek Infoset.
Sama dengan salinan obi2k, untuk melar.ixari
orerasi ini, jailur-pipa ‘embatar tipe ada yany

melipuri Jembatan tipe Inf-set sampa: Inioset.

Tiga pilihan terakhir patut diperhatikan disebabkan oleh
cara dimana tiga pilihan ini diterapkan. Sedangkan pzneragzn
lainnya menyangga objek atau data Infoset, perwujudan
invensi ini dapat menunda transformasi untuk menghindari
atz. persyaratan penyangga. Akibatnya, kinerja dun manaizmen
surber Jdaya dapat ditingkatkan secara signifikan.

Untuk mendukung operasi di atas, mesin seriaiisas!
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Temberikan jembatan tipe persediaan atau @asar yang
relakukan transformasi yang sesuail. Dalam Gampar 4, za.ah
3a7u 4darl rutin standar atau biasa 45C°, 460., dan 47C:
azpat Dperupa jembatan tipe persediaan atau pengga:llial
pizsa. Dengan menggunakan mekanisme konfigurasi apact
ailperluas, jembatan tipe yang sesuai diidentifikasikar dan
diisi ke dalam Jjalur-pipa pada waktu-jalan. ¥es.n
serialisasi menggunakan Jjalur-pipa persediaan ini untuk
meiakukan operasi yang diminta. Namun demikian, Ziembatan
tioe p=arsediaan dapat diganti suatu waktu, xetika mesin
tersebut menggunakan ide dari Jjembatan tipe absztrak,
dibandirgkan penerapan persediaan =zertentu. Dalam satu
corioh cerwujudan, jalur-pipa hanya meliputi daf-ar Zenizatan
tipe untuk jalur-pipa dimana yang mengubah dafiar terszbut
meraukah Zalur-pipa terseput. Untuk perwuiudan ini, keszika
iembatar. tipe tertentu dipanggil untuk okjek, tidar zua
empatar tipe lain dipanggil untuk objek itu.

reriu diperhatikan bahwa dalam contch perwujudan, CLF
{429}, Zlex (42C), dan Infoset (430) berhubungar dergan
foermat awal (210), format antara (220), dan format akonir
12>0) untuk serialisasi sebagaimana dicunjukkan dalam Gamcar
2, dar. perhubungan dengan tipe akhir (310), tipe antara
13225, dan tipe awal (330) untuk deserialisasi sebagaimana
ditunjukkan dalam Gambar 3. Objek flex adalah format antara
yang berada di antara CLR dan Infoset. Dalam ccntoh
perwujudan ini, jembatan tipe tidak diperbolehkan
mentransformasikan secara langsung dari CLR ke Infoset azau
sekaliknya. Di antaranya, hal ini membantu LRI Ak
maryeaerhanakan contoh mesin seriaiisasi. Sementara
funusicnalitas dasar atau operasi dzri mesin serialiszz:
Jitzentozan cleh ‘embatan tipe persediaan, dimzna Terdaca:r
barnvak :itur tambahan (misalnya mendukurng 2ntux wouzl
pemrograman lIegacy) yang diharapkan pengembarg. lJemcatan
tipe persediaan dapat dirancang untuk menerapkar fitur ini,
tertapi sebagai gantinya terdapat beberapa jembatan tipe fizx
ke flex persediaan yang memenuhi tujuan ini. Pendekatan ini
mertamin bahwa jembatan tipe persediaan adalah sederhana :ian

Jdarat diperluas. Akibatnya, berbagail pengembang dagar

J—
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rempuat modifikasi pada fitur standar dan memberikan fitur

Urizak ccntoh  perwuiudan iri, doanarjac Crisas
d2ria-lsasl untuk tipe CLR berrama Jrang denuan  dde

NamaPertama dai: NamaAknir. 2ntuk

Lz.rertl,

.iinat Gambar ,2) contoh tipe ini, dJalur-pipa denuaqa:.
jempatan tipe CLR persediaan ke flex aan flex ke Intcsaet
diperlukan. Mesin serialisasi melewatkan contoh Orany ke
iembatan tipe CLR ke flex. Jembatan tipe ini mengemballikszn
centeh berdasarkan objek flex baru dan mendeiegasikarn xe
cer.cen Orang. Objek flex kemudian dilewatkan ke emiatan
tire fliex ke Infoset.

Jembatan tipe flex ke Infoset bertanguung jawab untuk
obiek

cepresentasi Infoset. Sebeium perubahan, jembatan tipe fiex

mertransformasikan  atau mengubah flex menfadi

ve Infoset persediaan menentukan cara dimana untuk memer~akan

struktur objek flex ke Infoset. Implementasi persediaan

r,
I

[AX]

@lat Torntoh inil menggunakan bahasa skema a3l meneh' ar
yang

tipe dapsat

a
mn

aa™ dengan susunan ditenrtukarn, dalam banasa

"

O

o

[=}
vsebut. Karena Jembatan diganti, meka:.
€

aar baru, yang meliputi pendukung untuk rahasa skemwa

dapat dimasukkan, yang menyatakan titik KkKemampuan

darat diperluas lainnya di dalam mesin serialisasi. Setelah

Lruses oemetaan selesai, objek flex citransformasi menia.i

recresentasi Infoset yang ditulis ke alira:.
Sebagaimana disebut dengan singkat di atas, Jjembkatan

tipe di dalam mesin serialisasi dihubungkar ke pabrik

pernulis. Pabrik penulis bertanggung jawab untuk pembuatan
surper daya yang mampu menulis data. Walaupun sumber daya

Jdagat menulis data ke suatu target, tujuan yang pal.ng umum

adalah zlirar data (mengikutli seriaiisasi untuk transpcri
das sbfakx CLR (mengikuti deserialisasi:. Pakrik penulis

B

sersediaan untok contoh perwujudan ini mergembaliikan sumiosr
yarg
pergguna. Sumpber Jdaya yanyg dihasilkan oslen patrik i:nl uagart

lrd

Java menulis ke aliran data jyang iisediakzsn oloa

menulls e aliran dalam format yang <¢iinginkarn. Sumber qa, s
XML, vyany

merluat palbrix penulis dapat diganti dan masit memasukkan

tersebur tidak dipasang ke format serialisas:
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zitik  kemampuan diperluas lainnya di dalam resin
serialisasi.

Deserialisasi {misalnya, lihat Cambar 3~ dari
representasi Infoset dalam contoh perwuiuda: Ini melibatkan
lfalur-pipa yang meliputi Zembatan tipe Infuset ke Ilex dan
fiex ke "LR persediaan. Mesin serialisasi melewatka:s allrarn
yarg dlisediakan pengguna yang menyatakan Infoset sumber
serta tipe CLR (Orang) yang dideserialiczasikan ke lemcatan
tipe pertama {(Infoset ke flex). Jembatan tipe inl membuat
ccr.toh objek flex baru berdasarkan pada tipe 0Orang vang
mendelegasikan ke aliran. Objek flex hasilnya dilewatka!n ke
iembatan tipe flex ke CLR yang menempati contch Orang dercan
data dari objek flex (objek flex sebenarnya dalam aliran
xarena objek flex sedang mendelegasikan) . Sebagaimana dengan
serialisasi, jalur-pipa deserialisasi berhenti dalam pabrik
penulis. Pabrik penulis persediaan untuak Jalur-pipa
dessrialisasi bertanggung jawab untuk membuat contoh tice
CLR yanz2 dideserialisasikan.

>i  samping serialisasi dan deserialisasi, Japat
diinginkan untuk mentransformasixan tipe Ciang. Sekagaimana
ditunjukkan di atas, bentuk tipe Orary meliputi aua
preverti: NamaPertama dan NamaAkhir. Andaikata, misainya
barwa satu aplikasi yang menggunakan definisi Crang
berinteraksi dengan aplikasi lainnya -yang menggunakan
definisi Orang yang berbeda {misalnya, Orang dengan sa.u
groperti - NamaPenuh). Sementara satu opsi akan mempunyail
keaua apiikasi menggunakan tipe Orang vang sama, nal Ini
tidak dapat selalu memungkinkan (kedua aplikasi mungkin
telah ditulis).

Menurut contoh perwujudan yang diuraikan, jembatan tipe
davat dibuat yang mentransformasikan bentuk conton Orang
Jda’_am satu aplikasi menjadi bentuk yang diharapkan aalam
lainnya. Untuk membuat transformasi {_ihat Gambar 2 ,
jemcatan tipe flex ke flex baru (miszlnys, ratin tambanan
biasa (260); perlu disusun dan ditempatkan dalam jalur-piyp
se:lalisasl setelah jembatan tipe CLR ke flex persediaan
.misalnya, rutin standar (250)). Selama proses serialisasi,

jempbatar. tipe ini dilewatkan objek flex yarng mendelegasikan
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ke contoh ©Orang. Jembatan tipe menyusun tipe flex baru
Jdengan bentuk yang berbeda {(properti NamaPenuh tunggal).
Berdasarkan pada tipe flex ini, objek flex baru dibuat yang
wenggabungkan properti NamaPertama dan NamaAkhir yang
ultemukan pada objek flex asli !yarg juge mendelegasikar. ke
Tonton drargl . Objek flex ini dilewatkan ke jembatan ripe
flex ke Infoset persediaan (misalnya, rutir standar -77))
Yand menserialkan satu  properti bukannya dua. Pe:lu
Jdivernatikan bahwa penggabungan tersebut sepenrarnys tldak
dilakukan sampai jembatan tipe flex ke Infcset rneminta niial

properti NamaPenuh paru. Dengan demikian, :rarnsfcszmasi

Pengan demikian, mesin serialisasi menurut invensi Ini
2apat mer.awarkan arsitektur dapat ailperluas ar.zuk
mertransformasikan di antara sistem dan tipe, yang melipucti:
me.dukung untuk tipe dapat dipasang dan transformasi deta;
rendukung untuk tipe dan objek dapat berucalr; mendaxu:ig
sistem tipe skema dapat dipasang; mendukung untuk format
data dapat dipasang, dll.

Invensi ini juga dapat diuraikan sehupungar aengan
a=Ioae  yang terdiri dari langkah fungsicral darn/atau
virdakan nor-fungsional. Berikut ini adalah uJuraian dari
= Iir.dakan dan langxah yang dapat dilzkukan dalam:
werpraktekkar invensi ini. Bilasanya, langkah Efungsicnal
merquraikan invensi ini sehubungan dergar. has.. yanyg
dicapai, sedangkan tindakan non-fungsional menguraikan
ar.dakan lebilh spesifik untuk mencapai hasili terte-ntu.
Nalaupun langkah fungsional dan tindakan non-fungsicnal
terseput dapat diuraikan atau diklaim dalam urutan terten: .,
irvensi ini tidak perlu dibatasi pada pengurutan tertentu
atau gabungan dari tindakan dan/atau langkah.

Gambar O5A-5B menunjukkan contoh tinaakan dan langkah
untuk metode serialisasi dan deserialisasi cziek menurut
invensi ini, yang dapat meliputi tindakar penerimaan t212:
ok’ 2k awal dari tipe awal untuk pemrosesar wakiL-ia_an cleh
mesin seria:isasi. Langkah untuk mengidentifiikasi (520
irfcimasi tlpe untuk objek awal dapat melipurli tlnpdakarn

mererima (522)  informasi tipe. Informasi  tipe dapat
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diperikan sebagal metadata yang berhubungan dengan kode yang
dimanajemen. Langkah untuk mengubah (530) objek awal menjadi
representasi antara berdasarkan pada informasi tipe awal
dapat meliputi tindakan untuk membuat (tidak ditunjukkan)
representasi antara berdasarkan pada informasi tipe, dan
remanggil (E32) satu atau lebih rutin zambahan blasa dan
mernanggic: 534) satu atau  iebih rutin standar  untuk
menodifikasl representasi antara. Satu atau tebih ruz.n
tempahan mengubah operasi waktu-jaian dari mesin
serialisasi.

Perlu diperhatikan bahwa representasi antara dapat
msliputi nama objek, tipe objek, dan/atau data ckiek.
Wa-aupun tidak ditunjukkan, langkah untuk memodifikasi ¢540)
retresentasi antara juga dapat meliputi tindaxan memanggli.

tidak dituniukkan) satu atau lebih rutin tambahan kiasa dan
memanggil (tidak ditunjukkan) satu atau lebih rutin standar
untuk memodifikasi representasi antara. Langkanr untuk
memodifikasi (540) representasi antara selanjutnya dapat
meliputi tindakan mengubah (540) nama, tipe dan/atau data
obiek. Langkah untuk menunda (550) modifikasli dapat meliputi
tindakan nenentukan (552) bagaimana cara untuk memodifikasi
regresenzasi antara, tanpa benar-benar memodifikasi
rerlesentasi antara. Penundaan dapat membantu mengurangil
varsyaratan penyangga dan pemrosesan kecuall berhabangan
Jer.jan memodifikasi representasi antara pada tempatinya.

Langkah untuk mengubah (560) representasi antara daci
obZek awal menjadi objek akhir dari tipe atau format axhir
dapat meliputi tindakan berikut ini. Ketika menserialkan
i2€3), iangkah tersebut dapat meliputi tindakan membuat atau
mernghasilkan (565) objek akhir. Dalam satu contoh perwujudan
sekagaimana diuraikan di atas, objek akhir diformat da.iam
XML untuk transpor. Oler karena 1itu, pembuatan atau
penghasilan (565) objek akhir dapat meliputi pembuatan XML
yang tepat dan menulis objek akhir ke aliran. Sebagai
alternatif, objek akhir dapat diformat untuk persisten pada
casram  atau dalam format lainnya yahg sSesuai  unt.ie
meryatakan objek awal diserialisasikan. Ketika

pendeserialisasian (564), langkah tersebut dapat melip2-i
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tindakan membuat objek dengan kelas terterntu (S€e¢-  Jan
menempati (568) objek akhir. Selama langkah untuk mengubah
{560), rutin tambahan biasa dan rutin standar dipaéggil
untuk modifikasi yang ditunda yang menunjukkan bagaimana
cara perubahan dapat dibuat, tetapli tidak benar-benar
membuat perubahan,

ferwujudan di dalam lingkup invensi ini Jjuga melipuzi
neala dapat dibaca komputer untuk membawa atau mempunyal
instruxsi dapat dieksekusi xomputer atau struktur dalta yang
disimpan di sana. Media dapat dibaca komputer tersebuil dapat
berupa media yang tersedia yang dapat diakses oleh komputer
serpa guna atau komputer kegunaan khusus. Dengan ca&ra
certen, dan bukan pembatasan, media dapat dibzaca kcmp:tér
Le-zsepbut dapat terdiri dar: RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM zzau
carylmpan cakram optik lainnya, penyimpan caxiam magnetik
1L&U pPerdanti penyimpan magnetik lainnya, atau media lalnnys
vang dapat digunakan untuk membawa atau menyimpanr sarana
xode program yang diinginkan dalam bentuk instruksi yang
dapat dieksekxusi komputer atau struktur data dan yang aapat
diakses oleh komputer serba guna atau komputer kegunaan
khusus. Ketika informasi dipindah atau disediakean pada
.,aringan atau sambungan komunikgsi lainnya tbalx kabel
nervatrl, nirkabel, atau gjabungan dari kapbel farparri dan
nirkabel. ke komputer, komputer tersebut menunjukkar. dengan
cerar sambungan tersebut sebagal media dapat <ibaca
komputer. Dengan demikian, sambungan seperti ity
diistilankan secara tepat media dapat dibaca komputer.
Gabungan dari yang di atas juga akan dimasukkan di dalam
lirgkur media dapat dibaca komputer. Instruks: dapat
Qieksexusi komputer meliputi, misalnya, instruxsi dan dsta
yar.g menyebakrkan komputer serba gura, komputer kegunaan
kh.sus, atau peranti pemrosesan :ujuan khusus untux
me:akukan fungsi atau kelompok fungsi tertentu.

Gambar 6 dan diskusi berikut ini dimaksudkan untux
memperikan uraian ringkas dan umum dari lingkungan komputasi
yang sesual dimana invensi ini dapat diterapkan. Walaupun
tiaak diperlukan, invensi ini akan diuraikan dalam konteks

umalt Qaari instruksi dapat dieksekusi komputer, rizelnya

QN
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woaal program, dieksekusi oleh komputer dalam Iingk.nisan
taringan. Biasanya, modul program meliputzi rutin, pruzicam,

sbiek, <ompcnen, struktur data, dil. yang melakukan tu3zas

(&

grrentuy atau menerapkan ke tipe data abstrak tertentu.

-

Trstruksi dapat dieksekusi komputer, struktur date vyang
cernuburgan, dan modul program menyatakan contoh dari sarana
kueae program untuk mengeksekusi langkah dari metode yang
slungkap di sini. Urutén tertentu dari instruksi daacat
dieksekusi 1ni atau struktur dazta vyang berhuburgan
menyatakan contoh dari tindakan yang berhubungan untck
mererapkan fungsi yang diuraikan dalam langkah terselkuct.

Para ahli di bidang ini akan memahami bahwa invensi Irni
dagat dipraktekkan dalam lingkungar. komputasi ‘farinuan
Jergan pbanyak tipe dari konfigurasi sistem Xkxompute:r, ang
rellput:i komputer pribadi, peranti genggam, s.sten ro.iti-
{:Seslr, perantli elextronik perbasis-mikrorreses.: atad

t alrrogram, jaringan PC, komputermini, komputer pl:ngzkrai
ii.dak, dan semacamnya. Invensi ini juga dapat diprasctexkan
da_am lingkungan komputasi terdistribusi dimana ctugas
diiakukan oleh peranti pemrosesan lokal dan Jauh 7yang
ditautkan (baik dengan tautan kabel terpatri, tautan
nirkaobei, atau dengan gabungan dari tautan kabel terpgalri
ataa nirkabel) melalul jaringan komunikasi. Dalam lingkungan
kemputas: terdistribusi, modul program dapat ditempatkan
daiam peranti penyimpan memori lokal dan jaukh.

Dengan mengacu pada Gambar 6, contoh sistem u.niuk
mer.erapkan invensi ini meliputi peranti komputasi serba guna
da”am bentuk komputer konvensional (620), yang meliputi unic
perroses (621:, memori sistem (622), dar bus sistarm €23}
yar.a meranagkaikan berbagal komponen sisterm yang meoicati
Per.rs s_osten 1€22) ke unit pemreses :£21:. Bus sistem (£,
dagal berupa salah satu dari beberapa tipe s:iruktur pus vangy
me_lput: bus memori atau pengontrel memcri, bus perifera:,
da:. bus lokal yang menggunakan salah satu dari cerbazai
arsitektur bus. Memori sistem meliputi memori baca sa‘a
(RCM, Read Only Memory) (624) dan memcri akses acak (r~:,
Rardom Access Memory) (625). Sistem masukan/keluaran dasar

(RIOS, Rasic Input/Output System) (626), yang beris! rutin
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dasar yvang membantu memindahkan informasi di antara elemen
d: dalam komputer (620}, misalnya selama pemu.aian, 2Jatat
dAisimpar dalam ROM i624).
¥emputer (620) J‘uga dapat meliputi penggerak lCakram
keras magnetik (627) untuk membaca dari dan menulis <e
caxram keras magnetik (639), penggerak cakram magnetixk -£28)

wntuk membaca dari atau menulis ke cakram magnetik pisa

‘pirdgal (629), dan penggerak cakram optik (630) untuk membaca

Jdari atau menulis ke cakram optik bisa pindah (631) misalnya
CD-ROM atau media optik lainnya. Penggerak cakram keras
magnetik (627), penggerak cakram magnetik (628), dan
penggerak cakram optik (630) dihubungkan ke bus sistem (€23)
oish antarmuka penggerak cakram keras (632}, antarmi<a
perggerak ceakram magnetik 1(633), dan antarmuka penggerak
op-ik 1{€34}. Penggerak tersebut dan media dapat dibaca
kcmputef yang berhubungan memberikan renyimpanan tetap zari
custruxs. dapat dieksekusi komputer, struktur data, noaul
program aan data lainnya untuk komputer (6Z2CG;. Walaugun
¢or.toh lingkungan yang diuraikan di siril memakal caxram
xeras magnetik (639), cakram magnetik bisa pindah (€2%; dan
caxram optik bisa pindah (631), tipe lain dari media Jdapat
Jdipbaca komputer untuk menyimpan data dapat digunakan, yang
meliputi kaset magnetik, kartu memori kilat, cakram serda
gur.a digital, kartrid Bernoulli, RAM, ROM, dan semacamnya.

Sarana kode program yang terdiri dari satu atau lebih
modul program dapat disimpan pada cakram keras (639), cakram
magnetik (629), cakram optik (631), ROM (624) atau RAM
1625), yang meliputi sistem operasi (€35), satu atau letzlh
prigram aplikasi (636), modul program lainnya (637:, dan
dJata program (638). Seorang pengguna dapat memesuxkan
verintan dan informasi ke dalam kemputer i€290) melalu. capan
ko-ik -#£40), peranti penuniuk {(€4Z!, atau peranti rasukan
la_nnya tiaax ditunjukkari, misalnya mikzofor, tongzat ridg
, Ptantalan permainan, piringan satelit, pemindai, atau
semacamnya. Peranti masukan ini dan lainnya seringkali
dihkubungxan ke unit pemroses (621) melaluil antarmuke port
serial ‘€46) yang dihubungkan ke bus sistem (623). Sebagai

alternatif, peranti masukan dapat dihubungkan cleh antarmuka
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_a.nnya, misalnya port paralel, port permainan atau bus

97}

erial universal (USB, Universal Serial Bus). Monitor (847)

2Tau peranti tampilan lainnya juga dinubungkian ke bus sistem

P 7

©:3) iewat antarmuka, misalnya adapter viaec €45, Ll
sanping monitor, komputer pribadi meliputi ceranti xelliaran
cerlferal lainnya (tidak diturjukxkar), risairya pengeécas
zuara dan pencetak.

Komputer (620) dapat beroperasi Jdalam lirgkungan
jaringar. dengan menggunakan sambungan logika ke satu &Tau
.ebih komputer 3jauh, misalnya komputer jauh (64%a. dan
i€19b) . Komputer jauh (649%a) dan (649%b) masing-masing dapat
serupa <omputer pribadi lainnya, server, perute, FC
azingan, peranti rekan atau simpul jaringan umum lainnya,
dar meilputi banyak atau semua dari elemen yang diuraikan
di atas relatif terhadap komputer ({620, wa:aupur hanya
peranti penyimpan memori (650a) dan {ZZGb; dan program
aclikasinya yang berhubungan (€36a: dar [©36b} celan

li‘zlaskan dalam Gambar 6. Sambungan logikea yanag digamzarwan

da-am Gampar 6 meliputi jaringan area lcka. CLAN) €5:- an
tgringar. area lebar (WAN: €52) vyang disa‘ican a. sglnl

dengan cara contoh dan bukan pembatas. Lirngkungan lar:ingan
tersebut adalah biasa dalam jaringan komputer xantcr atau
verusahaan, intranet dan Internet.

Kerika digunakan dalam lingkunganr jaringan LAN,
ksmputer (620) dihubungkan ke jaringan lckal (651) melalui
ar.carmuka atau adapter jaringan (653). Ketika digunaxan
dalam iingkungan jaringan WAN, komputer (627: aapat meliputi
modem (€54), tautan nirkabel, atau sarana lainnya untux
meiakukan komunikasi pada Jjaringan area l=bar (65%:,
misalnya Internet. Modem {654), yang dapat ber.upa Iirntesra:
atau exsternal, dihubungkan ke bus sistem (622. lewat
antarmuxa port serial (64¢). Dalam lingkungan Jaringan,
meaal pocgram yang digambarkan relerif terhadap korputer
s2od, alayu waglan darinya, dapat cisimpan daiam uwranti

peryvimpan memori  jazh. Axkan dipatani  hahwa sanmbingan

Jaringarn yang ditunjukkan adalah contoh dan sarana lairnya

wntuk meilakukan komunikasi pada jaringan area lebar (€22

dacat digunakan.

Ce7
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Irvensi ini dapat diwujudkan dalam bentuk spesifik
.ainnya tanpa terpisah dari arti atau karakteristik
mendasarnya. Perwujudan vyang diuraikan dianggap hanya
sebagai gambaran dan bukan membatasi. Dengan demikian,
tirgkup  invensi ini  ditunjukkan <c¢leh klaim terlampir
dlrandingy dengan uraian terdahulu. Semua perubahan vang
Jdatang dalam arti dan cakupan dari kesetaraan xlaim dicax<up

dalam ruang lingkupnya.
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Dalam suatu sistem komputasi yang terdiri dari mesin
serialisasi dapat diperluas yang mampu menser:alkan
dan mendeserialkan objek data dari berbagai tice,
suatu metode untuk mentransformasikar obiek awal dari
tipe awal menjadi objek akhir aari tipe a<hir, dimana
metode tersebut memudgkinkan untuk operasil waktu-ialan
darl mesin serialisasi untuk diubah o2ler satu stau
1ebih rutin tambahan, tanpa haras meryganti
implementasi monolitik dari mesin seriaiisasi, metode
tersebut terdiri dari tindakan:

penerimaan objek awal dari tipe awal ur-uk
pemrosesan waktu-jalan coleh mesin seriailisasi;

penerimaan informasi tipe untuk tipe awa. dari
okbjek awal; '

berdasarkan pada informasi tipe, menghasilkan
representasi antara dari objek awal yang sesuai untuk
medifikasi waktu-jalan;

pemanggilan satu atau lebih rutin tambahan blase
ur.tuk mengubah representasi antara dar. oklek &
menjadi representasi antara termodifikasi dari ckj
awai, sehingga mengubah operasi waktu-ja’an dari mesin
serialisasi;

dari representasi antara tezmodifikasi dari sriek
awai, menghasilkan objek akhir dari tipe akhir, dimarna
sedikitnya satu dari objek akhir dan objek awal adalan
objek dalam-memori, dan dimana objek akhir meiiputi
obtjek daiam-memori yang akan dibuat objek dengan kelias
tertentu dan ditempati berdasarkan pada objek awal,
mesin serialisasi mendeserialisasi objek awal untuk

menghasilkan objek akhir, 'dan dimana objek awzal

meliputi objek daiam-memori, mesin serialisasi

menserialisasi objek awal untuk menghasilkan opfzk
akhir; dan

dimana satu atau lebih rutin tambaha: biasa yasng
ta

=

ailpanggil untuk mengubah representasi Fnara

menetapkan bagaimana cara untuk mengubalh representacsi
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attara, tanpa benar-benar mengubah representasi
antara, sehingga perubahan representasi antara dizunda
sampal pembuatan objek akhir, untuk mengurangi

persyaratan penyangga.

Metode menurut klaim 1, dimana represertasi antara
meliputi tipe keseluruhan untuk obiek awal dan, Jrnzu
sati atau lebinh obiek yang terkandunyg ialam or e

awal, nama objek, tipe obliek, dsn data drjek.

Metode menurut klaim 2, selarjutnya terdirl aari
tindakan mengubah sedikitnya satu dari selurun ripe
okiek, dan untuk satu atau lebih objek yang terkandung
dalam okjek awal, nama objek, tipe oblex, dan dzza

cbiek.

Metode menurut klaim 1, selanjutnya terdir: uaaril
tindakan pemanggilan satu atau lebih rutin standar
untuk memodifikasi representasi antara dari objek

awatl.

Mezode menurut klaim 1, dimana mcdifikaesl zepresentasi
antara dari objek awal didasarkusn pada pcla tercenzu

al dalan. informasi tipe.

Mersde menurut klaim 1, dimana modifixkasi represencasi
antara dari objek awal didasarkan pada data osliek Ul

dalam objek awal.

Metode menurut klaim 1, dimana mesin serialisasi
adalah bagian dari sistem pemesanan untuk aplikasi
terdistribusi yang mengirim dan menerima satu &zau
iekih pesan, dan dimana objek awal dan objex akhir

mewakil: sedikitnya satu bagian dari pesar.

Untuk suatu sistem komputasi yang terdir. dar. mesin
serialisasi dapat diperluas yang mampu menseria.xan

dar mendeserialkan objek data dari berpagal *ipe,
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suatu produk pregram komputer yang rterdirl dari satu
atau lebih media penyimpanan aapat dibaca komputer
yang menyimpan instruksi dapat dieksekusi komputer
yang menerapkan metode untuk mentransformasikan obiek
awal dari tipe awal menjadi objek akhir dari tipe
akhir, dimana metode tersebut memungkinkan un<uk
operasi waktu-jalan dari mesin serialisas:i urtuk
alubah cleh satu atau lebih rutin tambahan, ra:pa
Farus mengganti implementasi monciitik dari mezin
serialisasi, metode tersebut terdiri dari tindakan:

penerimaan objek awal dari tipe awal urntuk
pemrosesan waktu-jalan oleh mesin serialisasi;

penerimaan informasi tipe untuk tipe awai dari
op ek awal;

berdasarkan pada informasi tipe, mengnas._.kan
represertasi antara dari objek awal yang sesual irzuk
moaifikasi wakta-jalan;

pemanggilan satu atau lebih rutin tambahan kiasa
untuk mengubah representasi antara dari objek awal
menjadi representasi antara termodifikasi dari objek
awal, sehingga mengubah operasi waktu-jalan dari mesin
serialisasi;

dari representasi antara termcdifikasi dari objex
awal, menghasilkan obiek akhir dari tipe akhir, aimana
sedikitnya satu dari objek akhir dan objex awal ada.ah
¢bjek dalam-memori, dan dimana objek ekhir melicwczi
objek dalam-memori yang akan dibuat objek dengar. kelas
tertentu dan ditempati berdasarkan pada objek awal,
mesin serialisasi mendeserialisasi objek awai urtuk
menghasilkan objek akhir, dan dimana objek awal
terdiri dari obkjek dalam-memori, mesin seriailsasi
menserialisasi objek awal untuk menghasilkan obIi=k
akhir; aan

dimana satu atau lebih rutin tambahan bilasa yang
dipanggil untuk mengubah representasi antara
menetapkan bagaimana cara untuk mengubah representasi
ancara, tanpa benar-benar mengubah representas:

antara, sehingga perubahan representasi antara ditunua
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sampal pembuatan objekx akhir, untuk mengurangi

fersyaratan penyangga.

Preduk program komputer menurut klaim 8, dimana
representasi antara meliputi seluruh tipe objek awal
dan untuk satu atau lebih objek yang terkandung dalam

cbjek awal, nama objek, tipe objek dan data objex.

Froduk program komputer menurut klaim 3, mctode
t2rsebut  selarjutnya terdiri dari utindakan Jntuk
mengﬁbah sedikitnya satu dari semua tipe objek, dan
untuk satu atau lebih objek yang terkandung 2alam

obiek awal, nama objek, tipe obkisk dar data objer.

k program komputer menurut Kl aim 8, meiode

[ -

t#rseput selanjutnya terdiri dari tindaxan pemangyilan
Sxtd atau lebih rutin standar dapar dljarti untuk

merncdifikasi representasi antara dari ooliek awa:.

Produk program komputer menurut kiaim 8, dimana
mcdifikasi representasi antara dari objek awal
adidasarkan pada sedikitnya satu dari pola tertentu di
dalam informasi tipe, metadata, dan data obiek ui

aatam ckjek awali.

Produk program komputer menurut kiaim 1i, aimana objek

awal dan objek akhir adalah objek dalam-memori.

Dz>am suatu sistem komputasi yang terairi dari wesin
serialisasi dapat diperluas yarg manp. (LeNseriz_<Kan
gan mendeserialkan obiek data darl berbagal llos,
$uitd metode mengubah objek awal dari tipw mxal
meniadl objek akhir dari tipe akhi:z, dimana me: ode
tersebut  memungkinkan untuk operasi dari mesin
serialisasi untuk diubah pada waktu-ialan oleh satu
atau lebih rutin tambahan, tanpa harus mengganti sazu
atau lebih rutin yang ada lainnya dari mesin

serialisasi, metode tersebut cterdiri dari langkah
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mengidentifikasi informasi tipe uriuak cbjek awal
dari tipe awal yang diterima untuk pemrcsesan waktu-
iz.an cleh mesin serialisasi;

berdasarkan pada informasi tipe, mengubah objek
awali menjadi representasi antara dari cbjek awal yang
sesuai untuk modifikasi waktu-jalan;

memodifikasi representasi antara dari objek awal
menurut satu atau lebih rutin tambahan untuk
menghasilkan representasi antara termodifikasi adari
cblek awal, sehingga mengubah operasi waktu-jalan aari
mesin serialisasi tersebut;

mengubah representasi antera termodifikasi aari
obiek awal menjadi objek akhir dari tipe akhri, dimara
sedikitnya satu dari objek akhir dan obiek awai avalah
criek dalam-memori, dan dimana objek akhir meliputi
crrek daiam-memori yang akan dibuat obijek dengan kelas
terzentu dan ditempati berdasarkan pada objiek awal,
mesin serialisasi mendeserialisasi obiek awal untuk
menghasilkan objek akhir, dan dimana obiek awal
meliputi objek dalam-memori, mesin seriailsasi
menserialisasi objek awal untuk merghasilkan obiek
aknir; dan

merunda modifikasi dari representasi antara
sampai representasi antara tersebut diubah meniadi
ckiek akhir untuk menghidari modifikasi penyangga dari

representasi antara tersebut.

Metode menurut klaim 14, dimana representasi antara
dari objek awal meliputi sedikitnya sati dari nrama
cbiek, ripe objek dan data objek.

¥ertode menurut klaim 15, dimana langkah untuk
memodifikasl representasi antara aari objek e&wal
menurut satu atau lebih rutin tambahan, melliputl
memodifikasi sedikitnya satu dari rama objek, tige

ociek dan data objek.
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Mstode menurut klaim 14, selanjutnya terdir! dari
—&ngkah untuk memodifikasi representaesi antara dar
or ek awal menurut satu atau lepih rutir stardar di

da’am mesin seriaiisasi.

Metode menurut klaim 14, dimana modifikasi
representasi antara dari objek awal didasarkan pada
salah satu dari pola tertentu di dalam informasi tipe,
data objek di dalam objek awal, atau keduanya.

Metode menurut klaim 14, dimana objek awal dan ciiek

axhir adalah objek dalam-memori.

jntuk suatu sistem komputasi yang terdir:i daril mesin
serialisasi dapat diperluas yang mampu menseria’kan
dan mendeserialkan objek data dari berbagai tipe,
svatu produk program komputer yang cterilrl darl satu
arad lebih media dapat dibaca komputer a3l menyimpan
ir.struksi dapat dieksekusi komouter yanga menerap<an
suatu metode untuk mengubah objek awa: dari tipe awal
menjadi objek akhir dari tipe akhir, dimana merode
tersebut memungkinkan untuk operasi dari resin
serialisasi untuk diubah pada waktu-jalan cleh satu
atau lebih rutin tambahan, tanpa harus mengganti satu
arau lebih rutin vyang ada lainnya dari omesin
serialisasi) metode tersebut terdir: dari iangkah
untuk:

mengidentifikasi informasi tipe urtux objek awal
darl tipe awal yang diterima untuk pemrcsesan waktu-
ja.an oleh mesin serialisasi;

berdasarkan pada informasi tipe, menjubah objek

awal menjadi representasi antara dari obiek awal vang
sexual untuk modifikasil waktu-*ulan;

mercdifikasi representasi antarz darl obles zwal
merarut satu atau lebih rwtin Lamkcaban  ainak
menghasilkan representasi antara termcdifikas: darli
objek awal, sehingga mengubah operasi waktu-jaian darl

mesin serialisasi tersebut;
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mengubah representasi antara termodifikasi aari

! ciiek awal menjadi obiek akhir aari tipe a<hri, al:rana

‘> sedikitnya satu dari objek akhir dan ok’ek awal au:z_ah
¢ okbiek dalam-memori, dan dimana objek akhir melip.ti
\ : oL ek dalam-memcri yang akan dibuat objek denjan xelas
§

tertentu dan ditempatl berdasarkan pada objek awal,

mesin serialisasi mendeserialisasi or isk awal dantuk

menghasilkan objek akhir, dan dimana cbliek zawal

re_iputi objek dalam-memori, mesin seriallisasi

it menserialisasi objek awal untux menghasilkan odlek
akhir; dan

menunda modifikasi dari representasi anrtara

sampal mengubah representasi antara tersebut men‘adi

octek akhir.

21 Produk program komputer menurut klaim 20, dimzna
Lerresentasi artara dari objek AWa mel putl
seslkitnya satu dari nama cbhbjek, tipe cb ek can cata
— okiek.

+l. Frcauk program komputer menurut «laim 20, dimana
Langkah untuk memodifikasi represertasi sntara cari
obiek awal menurut satu atau iebih rucin tamkahan,

- me_iputi memodifikasi sedikitnys satu dari nama cbiek,

25 tix= objek dan data cbiek.
22, rProiuk program komputer menurut kiaim 20, me:zd2
- tersebut selanjutnya terdiri dari largkal untuk
- memodifikasi representasi antara dari obiek awal
30 menurut satu atau lebih rutin standar.

24. Proauk orogram Kkomputer menurut klaim 20, dimana
noiifikasi  representasi antara  daci  opjek  awal
d-dasarkan pada salah satu zari pola 7orterntd di odzlam
irnZirmasi tipe, data vijek di daiar wpie< awai, &Tau

ked.anya.

25. Frcoduk program komputer menurut klaim 20, dimana ob ek

Cz”
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awal dan objek akhir adalah objek dalam-memori.

Suatu produk program komputer yang menerapkan mesin
serialisasi dapat diperluas untuk mentrarsformasikan
satu atau lebih objek awal dari satu atau lebkih zlpe
awzl menjadi satu atau lebih objek akhir dari =zatu
atad lebih tipe akhir, dimana operasi waxtu-jalan Zari
mesin serialisasi dapat diubah, tanpa harus menerap<an
kembali tagian yang ada dari mesin serialisasi, praduk
program komputer yang terdiri dari satu atau :ebih
media dapat dibaca komputer yang menyimpan instruksi
dapat dieksekusi komputer dalam bentux modul prcgram,
modul program tersebut terdiri dari:

modul refleksi dapat diganti waktu-jalan urtuk
mengidentifikasi informasi tipe untuk objek awal uari
tipe awal yang diterima untuk pemrosesan waktu-jaian
clen mesin serialisasi;

satu atau lebih modul pengubah dapat diganti
wakzu-jalan untuk menghasilkan dan fTemodifikasi
representasi antara dari obiek awal berdasarkan pada
irfermasi tipe yang diidentifikasi, dimana satu atau
lepih modul pengubah dapat diganrti waktu-jalan
mel:iputi satu atau lebih rurin tambahanr yang me: jubah
cperasl waktu-jaian dari mesin seriaiisasi;

modul pembuatan dapat diganti waktu-jalan untuk
membuat objek akhir dari tipe akhir dari representasi
antara termodifikasi yang dihasilkan c¢leh satu &atau
lecih modul pengubah, dimana sedikitnya satu dari
obiek akhir dan objek awal adalah objek dalam-memori,
dan dimana objek akhir meliputi objek dalam-memori
yang akan dibuat objek dengan kelas tertentu dan
dicempati berdasarkan pada objek awal, mesin
serialisasi mendeserialisasi objek awal LNTJdK
menjhasilkan objek akhir, dan dimana ofek awal
meiioputi objek dalam-memori, mesin serizlisasi
merserialisasi objek awal untux menghasilkan obkjek
akhir; dan

dimana satu atau lIekih modul pengubah dapac

e T TR
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digantl waktu-jalan mampu menunda satu atau lebin
modifikasi pada representasi antara darl objek awal
sampali representasi antara tersebut diubah menjadi
objek akhir sehingga menghindari persyaratan penyangga
yang berhubungan dengan pembuatan satu atau iebih

modifikasi pada representasi antara.

Fzouuk program komputer menurut xliaim 26, dinzns
:zrresentasi anteara meliputl nama obkbiek, Cipe ob ek,
uar. data objek untuk objek awal dan pererape ociek

yvarg terkandung di dalam objek awal.

Prcgram komputer menurut klaim 26, dimana satu atau
lebih modul pengubah dapat diganti waktu-jalan mampu
mengubah sedikitnya satu dari nama okiek, tips oblek
dan data objek untuk objek awal dan beberapsa <tiek

yanj terkandung di dalam objek awal.

Frocduk program komputer menurut klaim 28, dimana satu
aral. lebih modul pengubah dapat diganti waktu-jaian
mampu meneiusuri infcrmasi tentang crjek awal, tanca

nemodifikasl representasi antara.

Prcduk program komputer menurut klain 2€¢, dima: i sata
ataz lebih modul pengubah dapat diganti waktu-jaian
meliputi satu atau lebih rutin stendar untuk

mercdifikasi representasi antara.

Produk program komputer menurut klaim 26, dimana satu
atau lebih modul pengubah dapat diganti waktu-ja_an
mampu  untuk memodifikasi representasi antara warl
obiek awal berdasarkan pada salah satu dari pola
tertentu di dalam informasi tipe, data cblek di dalam

chtek awal, atau keduanya.

Prcduk program komputer mernurut klaim 26, <dimarz mcedul
pempbuatan dapat diganti waktu-jalan mampu mempuat

ckbiek axhir dalam format behasa tandaar rapat

C=t
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aiperluas (XML).

Prcduk program komputer menurut klaim 26, dimana modul
pembuatan dapat diganti waktu-jalan mampu untuk
membuat objek dengan kelas tertentu dan menempati

objek akhir berdasarkan pada representasi antara.
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Abstrak
JEMBATAN TIPE

Metode, sistem, dan produk program komputer urtuk
mengubah objek dari satu tipe menjadi objek dari tipe
lainnya yang memungkinkan untuk operasi waktu-jalar dari
proses perubahan untuk diubah atau disesuaikan. Perubahan
tersebut dapat terjadi di dalam mesin serialisas:i dagst
digerlcas vang menserialkan, menceserialkan, 1En
mentransformasi objek dari berbagai tipe. Operasi waxiu-
jaian dari mesin serialisasi diubah oleh satu atau Lepih
ra-in tambahan yang menerapkan penyesualan atau tamkazan
yar.g diinginkan, tanpa memerlukan pergantian Qari rutin ,ang
zdz lairnya. Berdasarkan pada informas! tipe, dildentifikasi
uniuk objek awai, objek tersebut diubah meriadl represzrzasi
antare yang memungkinkan modifikasi waktui-jalan, vyang
meiilputi modifikasi dari nama objek, tipe objek, dan data
obj;ek. Representasi antara dari objek awal dimodifikasi

menurut rutin tambahan yang mengukah operasi waktu- alan

dari mesin serialisasi, dan representasi antara diukah.

menjadi objek dan tipe akhir.
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